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Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama dapat menerbitkan buku yang berisi kumpulan Per
aturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini.

Sebanyak 19 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang men-
jadi isi buku ini telah diputuskan dalam Konferensi Besar Nahdlatul 
Ulama yang diselenggarakan pada tanggal 19-21 Syawal 1443 H/20-22 
Mei 2022 serta ditelaah ulang dan dilakukan penyelarasan oleh Tim 
Harmonisasi yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
hingga 31 Juli 2022.

Pasal 105 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama menyebut-
kan, kedudukan Peraturan Perkumpulan dalam tata urutan peratur-
an di lingkungan Nahdlatul Ulama berada pada peringkat keempat 
setelah Qonun Asasi, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga. 
Peraturan ini hanya dapat diputuskan dalam Konferensi Besar sebagai 
forum permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar. 

Itulah salah satu hal yang melatarbelakangi penyelenggaraan 
Konferensi Besar hanya dalam tempo sekitar empat bulan setelah pe
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ngukuhan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 2022-2027 
dan terpisah dari penyelenggaraan Musyawarah Nasional Alim Ulama. 
Sebab, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memandang adanya kebutuh
an mendesak untuk melakukan penyempurnaan terhadap peratur-
an-peraturan yang telah ada dan mengatur hal-hal teknis manajerial 
yang menjadi kewenangan Konferensi Besar. Termasuk di dalamnya, 
perubahan nomenklatur Peraturan Organisasi menjadi Peraturan 
Perkumpulan sebagai konsekuensi dari perubahan peraturan perun-
dang-undangan terkait serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga Nahdlatul Ulama.

Selain menyempurnakan peraturan organisasi yang telah diter-
bitkan sebelumnya, buku ini juga memuat beberapa peraturan per-
kumpulan baru yang dibutuhkan untuk melaksanakan agenda-agenda 
besar yang telah dicanangkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 
Antara lain peraturan perkumpulan tentang sistem kaderisasi, penye-
lenggaraan kerja sama, jenis dan pengelolaan rekening, tata cara pem-
bayaran, serta laporan pertanggungjawaban dan laporan perkembang
an perkumpulan.

Hal ini diperlukan karena pekerjaan yang kita hadapi saat ini dan 
di masa mendatang membutuhkan tata laksana yang lebih efisien, 
lebih efektif dan mencapai target yang dicanangkan. Kami berharap 
ini akan menjadi pola, bahwa setiap kali dibutuhkan keputusan yang 
memiliki bobot legitimasi kuat, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan 
menggelar Konferensi Besar sesuai dengan kebutuhan tersebut. Maka, 
tidak perlu ada yang terkejut apabila nanti penyelenggaraan Konfe
rensi Besar lebih dari dua kali dalam satu masa khidmat. Karena, kita 
berhadapan dengan dinamika realitas yang luar biasa akselerasinya, 
sehingga dari waktu ke waktu dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian.

Saya mengajak semua jajaran pengurus Nahdlatul Ulama untuk 
tidak takut terhadap ketidaksempurnaan. Mari kita kerjakan apa yang 
perlu dikerjakan. Jika di kemudian hari kita lihat ada kekurangan yang 
perlu disempurnakan, mari kita lengkapi dan sempurnakan. Termasuk 
jika ditemukan kekurangan di dalam Peraturan Perkumpulan yang 
terangkum di dalam buku ini. Sebab, ini adalah cara yang masuk akal 
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untuk mengejar laju perubahan realitas yang sangat dinamis saat ini.
Pada saat sama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masa Khidmat 

2022-2027 juga akan menjadikan teknologi, khususnya teknologi infor-
masi, sebagai tulang punggung dari operasi jam’iyah ini.

Akhirnya, kami mohon doa restu dari para kiai, alim ulama, dan 
sesepuh Nahdlatul Ulama, agar semua jajaran Pengurus Besar Nah
dlatul Ulama yang telah mencurahkan segala ikhtiar dan kemampuan 
untuk berkhidmat kepada jam’iyah ini mendapatkan ridha Allah serta 
mendatangkan barokah untuk pribadi masing-masing dan jam’iyah 
tercinta ini.

Jakarta, 1 Agustus 2022 

KH. Yahya Cholil Staquf
Ketua Umum PBNU
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a.	 Bahwa Konferensi Besar merupakan forum per-
musyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang 
memiliki kewenangan untuk membicarakan 
pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, 
mengkaji perkembangan Perkumpulan Nahdla
tul Ulama di tengah-tengah masyarakat dan me
mutuskan Peraturan Perkumpulan.

b.	 Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan kepu-
tusan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama Tahun 
2021, terdapat kebutuhan untuk melakukan pe
nyesuaian dan/atau perubahan terhadap bebe
rapa peraturan yang telah berlaku serta peru-
musan beberapa peraturan baru yang memerlu-
kan pembahasan pada forum Konferensi Besar 
Nahdlatul Ulama.

c.	 Bahwa penyesuaian dan/atau perubahan terha-
dap beberapa peraturan yang telah berlaku ser-
ta perumusan peraturan baru sebagaimana di-
maksud pada huruf b ditujukan untuk mening-
katkan kinerja dan relevansi Perkumpulan Nah-
dlatul Ulama dalam menjawab perkembangan 
dan dinamika masyarakat.

:Menimbang

KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 01/KONBES/V/2022

TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA 

TENTANG KEANGGOTAAN DAN KADERISASI

بسم الله الرحمن الرحيم



4 Keputusan Konferensi Besar NU Tahun 2022

a.	 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX Pasal 
22;

b.	 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Bab 
XVIII Pasal 58 Ayat (2), Pasal 64 Ayat (2), jo. Bab 
XXI Pasal 76.

c.	 Keputusan Sidang Pleno I Konferensi Besar 
Nahdlatul Ulama Tahun 2022 tanggal 20 Syawal 
1443 H/21 Mei 2022 M tentang Tata Tertib Kon-
ferensi Besar Nahdlatul Ulama.

a.	 Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Nah-
dlatul Ulama pada Pembukaan Konferensi 
Besar Nahdlatul Ulama tanggal 19 Syawal 1443 
H/20 Mei 2022 M.

b.	 Laporan hasil pembahasan Sidang Komisi yang 
disampaikan pada Sidang Pleno II Konferensi 
Besar Nahdlatul Ulama tanggal 20 Syawal 1443 
H/21 Mei 2022 M.

c.	 Keputusan Sidang Pleno II Konferensi Besar 
Nahdlatul Ulama di tanggal 20 Syawal 1443 
H/21 Mei 2022 M. 

Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ten­
tang Keanggotaan dan Kaderisasi

Isi beserta uraian hasil Sidang Komisi dalam Kon
ferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2022 menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini 
dan dirumuskan dalam:

1.	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No-

:Mengingat

:

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala 
seraya memohon taufik dan hidayah-Nya:

MEMUTUSKAN

:Menetapkan

:Pertama

Memperhatikan



5Bagian Satu: Keanggotaan dan Kaderisasi

Jakarta
20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M

mor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerima
an dan Pemberhentian Keanggotaan

2.	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No-
mor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Kaderisasi

Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdla
tul Ulama untuk melakukan sosialisasi atas ber
lakunya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama 
sebagaimana dimaksud pada diktum pertama 
keputusan ini kepada seluruh jajaran kepengurusan 
Nahdlatul Ulama di semua tingkatan.

Mengamanatkan kepada jajaran kepengurusan 
Nahdlatul Ulama di semua tingkatan untuk ber
pedoman kepada ketentuan-ketentuan yang dite
tapkan dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul 
Ulama sebagaimana dimaksud pada diktum per
tama keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal dite
tapkan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam 
keputusan ini akan diatur kemudian.

:
:

Ditetapkan di
Pada tanggal

:Kedua

:Ketiga

:Keempat

PIMPINAN SIDANG PLENO,

H. Amin Said Husni, MA                                   H. Miftah Faqih, MA
                      Ketua                                                                  Sekretaris
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PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 1 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN

KEANGGOTAAN 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud 
dengan:
1.	 Anggota adalah setiap orang yang menjadi bagian tidak terpisah-

kan dari Perkumpulan Nahdlatul Ulama, yang disahkan sebagai 
anggota berdasarkan aturan yang berlaku, dan dengan demikian 
memiliki hak serta kewajiban sebagai anggota.

2.	 Anggota biasa adalah setiap Warga Negara Indonesia yang ber
agama Islam, baligh, dan menyatakan diri setia terhadap Anggar
an Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

3.	 Anggota luar biasa adalah setiap orang yang beragama Islam, 
baligh, menyetujui akidah, asas, dan tujuan Nahdlatul Ulama, na-
mun yang bersangkutan bukan Warga Negara Indonesia.

4.	 Anggota kehormatan adalah setiap orang yang bukan anggota bi-
asa atau anggota luar biasa, yang telah berjasa kepada Nahdlatul 
Ulama dan ditetapkan dalam keputusan PBNU.

5.	 Penerimaan anggota adalah proses pendaftaran anggota Nahdla
tul Ulama melalui prosedur dan tahapan yang telah ditetapkan. 

6.	 Pemberhentian anggota adalah prosedur dan tahapan untuk me
netapkan bahwa seseorang dicabut status keanggotaannya dan ti-
dak memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota Nahdlatul Ulama.

7.	 Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU) adalah tanda 
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keanggotaan yang diterbitkan berdasarkan database keanggotaan 
yang dikelola secara nasional oleh PBNU.

8.	 PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
9.	 PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
10.	 PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. 
11.	 PCINU adalah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama. 
12.	 MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
13.	 PRNU adalah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
14.	 PARNU adalah Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.

BAB II
PENERIMAAN ANGGOTA

Pasal 2

Penerimaan keanggotaan:
a.	 keanggotaan Nahdlatul Ulama terbuka bagi siapapun yang me-

menuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang telah ditetap-
kan;

b.	 calon anggota biasa harus mengajukan permohonan keanggota-
an dengan mengisi formulir yang disediakan pengurus Nahdlatul 
Ulama, dengan melampirkan identitas diri;

c.	 anggota biasa diterima melalui PARNU dan/atau PRNU setempat, 
apabila tidak terdapat PRNU di tempat domisili calon anggota 
maka pendaftaran dapat dilakukan pada PRNU terdekat;

d.	 anggota biasa yang berdomisili di luar negeri diterima melalui 
PCINU;

e.	 apabila tidak ada PCINU di tempat domisili calon anggota, maka 
pendaftaran dilakukan melalui PCINU terdekat;

f.	 pendaftaran calon anggota dapat dilakukan secara offline dan on-
line; 
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g.	 penerimaan atau penolakan kepada calon anggota sebagai ang-
gota Nahdlatul Ulama akan disampaikan secara tertulis setelah 
dilakukan verifikasi oleh PCNU, PCINU, MWCNU, dan/atau PRNU; 
dan/atau

h.	 anggota biasa disahkan oleh PCNU atau PCINU setelah melalui 
proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nah
dlatul Ulama ini.

Pasal 3

Penerimaan anggota luar biasa:
a.	 calon anggota luar biasa harus mengajukan permohonan keanggo

taan dengan mengisi formulir yang telah disediakan pengurus Nah-
dlatul Ulama, dan melampirkan identitas kewarganegaraannya;

b.	 apabila tidak ada PCINU di tempat domisili, maka permohonan 
penerimaan dilakukan melalui PCINU terdekat;

c.	 calon anggota luar biasa yang mendaftarkan diri secara daring 
dan luring;

d.	 PCNU dan PCINU harus memberitahukan tentang penerimaan 
atau penolakan kepada calon anggota luar biasa;

e.	 calon anggota luar biasa berdomisili di dalam negeri yang dito-
lak pendaftaran oleh PCNU dapat mengajukan pendaftaran ulang 
dengan mendapatkan rekomendasi dari PWNU asal yang ber-
sangkutan;

f.	 calon anggota luar biasa berdomisili luar negeri yang ditolak 
pendaftarannya oleh PCINU, dapat mengajukan pendaftaran 
ulang ke PBNU;

g.	 anggota luar biasa di dalam negeri disahkan oleh PCNU setempat 
setelah melalui proses sebagaimana diatur dalam Peraturan Per-
kumpulan ini; dan

h.	 anggota luar biasa yang berdomisili di luar negeri disahkan oleh 
PCINU setempat setelah melalui proses sebagaimana diatur da-
lam Peraturan Perkumpulan ini.
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Pasal 4

(1)	 Penerimaan anggota kehormatan:
a.	 anggota kehormatan dapat diusulkan oleh PCNU, PCINU 

atau PWNU kepada PBNU;
b.	 usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus menjelas-

kan jasa yang sudah diberikan/dilakukan terhadap Perkum-
pulan Nahdlatul Ulama, disertai daftar riwayat hidup dan 
dokumen pendukung lainnya;

c.	 PBNU menilai dan mempertimbangkan usulan calon anggo-
ta kehormatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk 
memberikan persetujuan atau penolakan;

d.	 PBNU membentuk tim penilai yang terdiri dari 3 (tiga) orang 
dari unsur Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian 
Tanfidziyah;

e.	 persetujuan atau penolakan untuk calon anggota kehormat
an Nahdlatul Ulama disampaikan kepada PCNU, PCINU atau 
PWNU yang mengusulkan;

f.	 PBNU memberikan persetujuan melalui surat keputusan, 
sertifikat, atau Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama dalam 
bentuk khusus kepada calon anggota kehormatan; dan

g.	 penyerahan surat keputusan sebagai anggota kehormatan, 
sertifikat, atau Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama yang 
dikeluarkan dalam bentuk khusus, dilakukan oleh pengu-
sul dan/atau PBNU kepada anggota kehormatan bersamaan 
dengan acara-acara resmi Nahdlatul Ulama.

(2)	 Dalam kondisi tertentu, PBNU dapat menerima anggota kehor-
matan tanpa melalui tahapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) huruf d.
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BAB III
KARTU TANDA ANGGOTA NAHDLATUL ULAMA (KARTANU)

Pasal 5

(1)	 Anggota biasa maupun anggota luar biasa berhak mendapatkan 
Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU).

(2)	 Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU) diserahkan 
oleh PCNU, PCINU, MWCNU, dan/atau PRNU.

(3)	 Anggota kehormatan berhak mendapatkan surat keputusan 
PBNU dan/atau sertifikat dan/atau Kartu Tanda Anggota Nahdla
tul Ulama (KARTANU) yang dikeluarkan dalam bentuk khusus.

(4)	 PBNU mengatur ketentuan lebih lanjut tentang tata kelola Kartu 
Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU) yang sekurang-ku-
rangnya memuat data-data mengenai nomor anggota, nama, tem-
pat dan tanggal lahir, alamat sesuai kartu tanda penduduk, jenis 
kelamin dan foto diri.

(5)	 Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTANU) berlaku se
umur hidup.

Pasal 6

Syarat mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (KARTA-
NU) adalah:
a.	 terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Ulama;
b.	 memenuhi kewajibannya sebagai anggota Nahdlatul Ulama; 
c.	 sanggup menjaga nama baik Nahdlatul Ulama dalam setiap ucap

an, sikap dan perbuatan; dan
d.	 melakukan pendaftaran untuk mendapatkan Kartu Tanda Ang-

gota Nahdlatul Ulama (KARTANU) dengan mengisi formulir yang 
telah disediakan.
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BAB IV
KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

Setiap anggota berkewajiban:
a.	 berpegang teguh dan mengamalkan serta menjaga Islam menurut 

paham Ahlus Sunnah wal Jama’ah An-Nahdliyah;
b.	 setia dan taat serta menjaga nama baik Perkumpulan Nahdlatul 

Ulama sebagaimana terkandung dalam Muqodimah Qonun Asa-
si;

c.	 memupuk dan memelihara Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah 
Wathaniyah, Ukhuwah Basyariyah, mempertahankan ideologi 
Pancasila dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia;

d.	 mensyiarkan Nahdlatul Ulama dan mengajak orang lain menjadi 
anggota Nahdlatul Ulama;

e.	 setiap anggota membayar uang pangkal yang jumlahnya ditetap-
kan oleh PBNU;

f.	 Setiap anggota membayar i’anah syahriyyah (iuran wajib bulanan) 
yang jumlahnya ditetapkan oleh PBNU;

g.	 setiap anggota bisa memberikan sumbangan sukarela kepada or-
ganisasi sesuai dengan kemampuan; dan

h.	 tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f 
akan diatur lebih lanjut oleh PBNU.
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BAB V
HAK ANGGOTA

Pasal 9

Setiap anggota berhak:
a.	 mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkum-

pulan Nahdlatul Ulama;
b.	 mendapatkan pelayanan keagamaan, layanan dasar bidang pen-

didikan, sosial, ekonomi, kesehatan, perlindungan hukum dan 
keamanan;

c.	 anggota biasa berhak untuk memilih dan dipilih menjadi peng
urus atau menduduki jabatan lain sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku;

d.	 anggota luar biasa mempunyai hak sebagaimana hak anggota bia-
sa kecuali hak memilih dan dipilih;

e.	 anggota kehormatan mempunyai hak sebagaimana hak anggota 
luar biasa kecuali hak mendapatkan Kartu Tanda Anggota Nah
dlatul Ulama (KARTANU) berbasis layanan;

f.	 berpartisipasi dalam musyawarah perkumpulan;
g.	 membela diri dan memperoleh kesempatan untuk tabayun dalam 

pelanggaran terhadap aturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama; dan
h.	 terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan ubudiyah amaliyah 

jam’iyah seperti tahlil, talqin, istighotsah, lailatul ijtima’ dan lain-
lain.

BAB VI
PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 10

Seseorang berhenti dari keanggotaan Nahdlatul Ulama bisa karena 
permintaan sendiri atau diberhentikan.



14 Keputusan Konferensi Besar NU Tahun 2022

Pasal 11

(1)	 Seorang anggota yang akan berhenti dari keanggotaan Perkum-
pulan Nahdlatul Ulama harus mengajukan secara tertulis kepa-
da PARNU, PRNU dan/atau MWCNU, untuk diteruskan kepada 
PCNU atau PCINU di mana anggota tersebut terdaftar.

(2)	 PCNU atau PCINU yang dimaksud pada ayat (1) segera memben-
tuk tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Pengurus Harian Tan-
fidziyah dan salah satunya menjadi ketua tim.

(3)	 Tim yang dibentuk bertugas mengkaji dan menyelidiki penyebab 
keinginan seseorang berhenti dari keanggotaan Perkumpulan 
Nahdlatul Ulama.

(4)	 Hasil kerja tim dilaporkan kepada PCNU atau PCINU untuk diam-
bil keputusan.

(5)	 Penerimaan permohonan berhenti dari keanggotaan Perkumpul
an Nahdlatul Ulama harus mendapatkan penetapan dari PCNU 
atau PCINU dengan tembusan kepada PBNU dan PWNU setem-
pat.

(6)	 Proses penetapan pemberhentian keanggotaan dilaksanakan se-
lambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja, terhitung sejak 
diterimanya surat permohonan dari yang bersangkutan.

(7)	 Segala hak dan kewajiban keanggotaan menjadi lepas sejak tang-
gal ditetapkannya persetujuan pemberhentian.

Pasal 12

(1)	 Seorang anggota Nahdlatul Ulama diberhentikan dari keanggota-
an dengan alasan karena melakukan pelanggaran dengan sengaja, 
tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana anggota dan/atau 
melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menodai nama 
baik Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(2)	 Alasan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaporkan secara ter-
tulis kepada PCNU atau PCINU di mana yang bersangkutan ter-
daftar.
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(3)	 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan 
keterangan identitas pelapor secara lengkap dan dilampiri tanda 
bukti diri yang sah.

(4)	 PCNU atau PCINU setelah menerima laporan, segera membentuk 
tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Pengurus Harian Tanfi
dziyah dan salah satunya menjadi ketua tim.

(5)	 Tim yang dibentuk bertugas mengkaji dan menyelidiki untuk 
mendapatkan bukti-bukti atas laporan tersebut.

(6)	 Hasil kerja tim dilaporkan kepada rapat Pengurus Harian Tanfi
dziyah PCNU atau PCINU untuk diambil keputusan.

(7)	 Proses pemberhentian akan didahului dengan surat peringatan 
sebanyak 2 (dua) kali dengan rentang waktu masing-masing 30 
(tiga puluh) hari kerja.

(8)	 Dalam rapat sebagaimana ayat (6), anggota yang bersangkutan 
diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

(9)	 Apabila pembelaan diri yang bersangkutan diterima, maka proses 
pemberhentian tersebut dihentikan dan apabila pembelaan diri 
ditolak maka proses pemberhentian diteruskan dengan persetu-
juan rapat.

(10)	 Persetujuan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) dilapor-
kan kepada PBNU dan PWNU setempat.

(11)	 Surat peringatan pertama, peringatan kedua, dan pemberitahuan 
pemberhentian disampaikan kepada yang bersangkutan secara 
langsung atau melalui jasa pengiriman yang dibuktikan dengan 
tanda terima.

(12)	 Proses penetapan persetujuan pemberhentian dilaksanakan se-
lambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja, terhitung sejak 
diterimanya laporan.

(13)	 Segala hak dan kewajiban keanggotaan menjadi lepas sejak diteri-
manya surat penetapan persetujuan pemberhentian.

(14)	 Dalam kasus tertentu seperti terorisme, korupsi, asusila, dan ka-
sus lainnya, proses pemberhentian keanggotaan tanpa melalui 
tahapan sebagaimana diatur dalam ayat (7).
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BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan 
Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

 

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

1.	 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nah
dlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nah-
dlatul Ulama.

2.	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tang-
gal ditetapkan.

Ditetapkan di 	 : Jakarta
Pada tanggal 	 : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M 
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PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 2 TAHUN 2022

TENTANG 
SISTEM KADERISASI 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud 
dengan:
1.	 Perangkat Perkumpulan adalah bagian-bagian atau unit kerja di 

dalam Nahdlatul Ulama.
2.	 Badan Otonom adalah perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama 

yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang 
berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggo-
takan perorangan.

3.	 Perkumpulan Nahdlatul Ulama adalah badan hukum Nahdlatul 
Ulama yang telah mendapatkan pengesahan dari negara.

4.	 Struktur perkumpulan adalah tingkat kepengurusan Perkumpul
an Nahdlatul Ulama berjenjang dari Pengurus Besar sampai de
ngan Pengurus Anak Ranting.

5.	 PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
6.	 PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
7.	 PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. 
8.	 MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
9.	 Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai dan juga aturan profe-

sional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan 
baik, apa yang tidak benar dan tidak baik, bagi tugas-tugas profe-
sional.

10.	 Syahadah adalah sertifikat kelulusan yang berkaitan dengan sis
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tem kaderisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.
11.	 Mu’adalah adalah penyetaraan yang berkaitan dengan sistem ka-

derisasi di lingkungan Nahdlatul Ulama.
12.	 Kaderisasi adalah suatu proses kegiatan baik fisik maupun non 

fisik yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dan 
melibatkan anggota, calon pengurus, dan Pengurus Nahdlatul 
Ulama dalam waktu tertentu, dengan tujuan memastikan terjadi
nya proses pergantian kepemimpinan agar sesuai arah dan tujuan 
yang telah ditentukan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

13.	 Kaderisasi formal adalah kaderisasi yang dilaksanakan secara ru-
tin dan mengikat baik oleh Nahdlatul Ulama maupun Badan Oto-
nom.

14.	 Kaderisasi informal adalah aktivitas kaderisasi yang dilaksanakan 
secara insidental, tidak mengikat dan sesuai dengan kebutuhan.

15.	 Subjek pengkaderan adalah aktor-aktor yang akan terlibat secara 
bersama dalam proses pengkaderan, meliputi: peserta, instruktur, 
dan panitia penyelenggara.

16.	 Peserta pengkaderan adalah individu NU yang mempunyai ci-
ta-cita dan keinginan menjadi insan pengabdi dan pengurus di 
lingkungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama di semua tingkatan.

17.	 Instruktur adalah individu warga NU yang memiliki kriteria dan 
persyaratan tertentu yang bertugas dan bertanggung jawab men-
jalankan dan mengisi jalannya proses pelaksanaan pengkaderan 
di lingkungan Nahdlatul Ulama. Instruktur akan dibagi sesuai 
dengan kompetensi dan jenjang yang sesuai.

18.	 Dewan instruktur adalah suatu unit keinstrukturan yang berfung-
si dan bertugas menjaga kualitas dan kapasitas instruktur peng-
kaderan.

19.	 Kader penggerak dan struktural adalah untuk menyiapkan kader 
dan meningkatkan kapasitas pengurus dalam memimpin, meng-
gerakkan warga, dan mengelola organisasi serta memperkuat, 
mengamankan, mempertahankan dan mentransformasikan nilai-
nilai perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menggerakkan warga.
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20.	 Kader ulama adalah untuk menyiapkan calon jajaran syuriah 
Nahdlatul Ulama di semua tingkatan kepengurusan.

21.	 Kader fungsional adalah untuk menyiapkan kader yang memili-
ki tugas, dan tanggung jawab sebagai pelatih di bidang tertentu, 
peneliti di lingkungan Nahdlatul Ulama, memimpin Tim Bahtsul 
Masail, Rukyatul Hilal atau tim lainnya, Pendamping atau Peng-
gerak Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat. 

22.	 Kader profesional adalah adalah untuk menyiapkan kader mema-
suki posisi tertentu di dalam bidang birokrasi, baik eksekutif mau-
pun yudikatif, perguruan tinggi maupun perusahaan nasional di 
tingkat nasional maupun daerah, termasuk jabatan politik baik 
legislatif maupun eksekutif.

23.	 Kader Badan Otonom adalah kaderisasi berjenjang melalui Badan 
Otonom: IPNU/IPPNU, GP Ansor NU/Fatayat NU, PMII, dan ISNU.

24.	 PD-PKPNU adalah singkatan dari Pendidikan Dasar-Pendidikan 
Kader Penggerak Nahdlatul Ulama.

25.	 PMKNU adalah singkatan dari Pendidikan Menengah Kepemim
pinan Nahdlatul Ulama

26.	 AKN-NU adalah singkatan dari Akademi Kepemimpinan Nasio
nal Nahdlatul Ulama.

27.	 LAKPESDAM-PBNU adalah Lembaga Kajian dan Pengembangan 
Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, meru
pakan Perangkat Perkumpulan yang bertugas melaksanakan 
kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengkajian dan pengem-
bangan sumber daya manusia.

28.	 Klasifikasi adalah pembagian atau pengelompokan pengurus 
Nahdlatul Ulama berdasarkan wilayah yang telah ditetapkan oleh 
Peraturan Perkumpulan.

29.	 Kriteria adalah ukuran pengukuran kinerja pengurus.
30.	 Kategori adalah sebutan hasil pengukuran kinerja.



20 Keputusan Konferensi Besar NU Tahun 2022

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem kaderisasi dimaksudkan sebagai pedoman dan rujukan untuk 
merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi 
seluruh proses kaderisasi secara terukur, efektif dan berkualitas.

Pasal 3

Sistem kaderisasi bertujuan:
a.	 menjamin penyelenggaraan program kaderisasi yang efektif dan 

berkualitas di semua tingkat kepengurusan; dan
b.	 melahirkan kader Perkumpulan Nahdlatul Ulama yang memiliki 

kompetensi, komitmen, militan dan bertanggung jawab terha
dap jalannya perkumpulan, baik dari sisi fikrah, amaliyah dan 
harakah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)	 Sistem kaderisasi mencakup keseluruhan proses kaderisasi yang 
dimulai dari penerimaan, pendidikan, pengembangan, serta pro-
mosi dan distribusi kader.

(2)	 Sistem kaderisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.	 hakikat dan tujuan kaderisasi;
b.	 falsafah dan paradigma kaderisasi;
c.	 bentuk-bentuk kaderisasi;
d.	 kurikulum kaderisasi
e.	 pelaksana kaderisasi;
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f.	 instruktur dan narasumber;
g.	 jenjang kaderisasi; dan/atau
h.	 monitoring, evaluasi dan pengembangan.

Pasal 5

Sasaran kaderisasi Nahdlatul Ulama ditujukan kepada:
a.	 warga Nahdlatul Ulama yang belum pernah mengikuti kaderisasi 

di Badan Otonom dan berkeinginan menjadi pengurus Perkum-
pulan Nahdlatul Ulama;

b.	 anggota Nahdlatul Ulama yang pernah mengikuti kaderisasi di 
Badan Otonom dan berkeinginan meningkatkan kapasitas;

c.	 kader ulama;
d.	 kader teknokrat, professional, intelektual Nahdlatul Ulama; dan/

atau
e.	 sasaran lain sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Kaderisasi Nahdlatul Ulama, terdiri dari:
a.	 kaderisasi formal, yaitu kaderisasi yang dilaksanakan secara rutin 

dan mengikat baik oleh perkumpulan maupun Badan Otonom; 
dan/atau

b.	 kaderisasi informal, yaitu kaderisasi yang dilaksanakan secara in-
sidental, tidak mengikat, dan sesuai dengan kebutuhan.



22 Keputusan Konferensi Besar NU Tahun 2022

BAB IV
FILOSOFI DAN VISI KADERISASI

Pasal 7 

Filosofi kaderisasi: 
a.	 mempersiapkan kader dan calon pengurus yang siap melanjutkan 

tongkat estafet perjuangan perkumpulan; dan/atau 
b.	 merawat, mengembangkan dan mewariskan nilai-nilai perkum-

pulan untuk menjamin keberlangsungan Perkumpulan.

Pasal 8

Visi kaderisasi adalah melahirkan kader yang militan, bertanggung 
jawab, dan loyal terhadap perkumpulan baik dari aspek fikrah, amali-
yah, dan harakah.

BAB V
JENJANG

 
Pasal 9

Kaderisasi formal Nahdlatul Ulama dilakukan secara berjenjang se-
bagai berikut:
a.	 Pendidikan Dasar-Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama 

(PD-PKPNU) sebagai kaderisasi tingkat dasar;
b.	 Pendidikan Menengah Kepemimpinan Nahdlatul Ulama (PM-

KNU) sebagai kaderisasi tingkat menengah; dan
c.	 Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN-NU) 

sebagai kaderisasi tingkat tinggi.
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BAB VI
PENYELENGGARAAN

Pasal 10

PBNU, PWNU, PCNU dan MWCNU wajib menyelenggarakan kaderisa-
si dalam berbagai bentuk sebagaimana Pasal (9) sesuai dengan tugas 
dan kewenangannya.

Pasal 11

Setiap tingkat kepengurusan wajib menyelenggarakan kaderisasi de
ngan ketentuan sebagai berikut:
a.	 PBNU menyelenggarakan AKN-NU minimal 1 (satu) kali dalam 

satu tahun; 
b.	 PWNU pada klasifikasi kelompok A menyelenggarakan PMKNU 

minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun;
c.	 PWNU pada klasifikasi kelompok B dan C, menyelenggarakan 

PMKNU, minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun;
d.	 PCNU pada klasifikasi kelompok A menyelenggarakan PMKNU 

minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun;  
e.	 PCNU pada klasifikasi kelompok B dan C menyelenggarakan 

PD-PKPNU minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun; dan
f.	 MWC-NU pada klasifikasi kelompok A menyelenggarakan PD-

PKPNU minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB VII
PESERTA

Pasal 12

Peserta kaderisasi adalah semua warga Nahdlatul Ulama yang menjadi 
pengurus dan calon pengurus di semua tingkatan perkumpulan dan 
Badan Otonom.
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Pasal 13

(1)	 Peserta PD-PKPNU yaitu setiap calon pengurus dan pengurus per-
kumpulan dan penggerak di lingkungan Nahdlatul Ulama pada 
tingkat MWCNU dan PRNU.

(2)	 Peserta PMKNU yaitu setiap warga Nahdlatul Ulama yang pernah 
mengikuti dan dinyatakan lulus PKPNU, MKNU, dan pengkaderan 
Badan Otonom tingkat menengah yang menjadi calon pengurus 
dan pengurus Perkumpulan di tingkat PCNU.

(3)	 Peserta AKN-NU yaitu lulusan PMKNU dan jenjang pengkaderan 
tertinggi badan otonom yang berkeinginan menjadi calon peng
urus dan pengurus perkumpulan di tingkat PWNU dan PBNU.

(4)	 Pelaksana kegiatan PD-PKPNU, PMKNU dan AKN-NU dapat me
netapkan ketentuan dan persyaratan administratif lain yang ha-
rus dipenuhi oleh calon peserta.

BAB VIII
INSTRUKTUR

Pasal 14

Untuk mendukung penyelenggaraan program kaderisasi dibentuk in-
struktur yang tergabung dalam Dewan Instruktur.

Pasal 15

Dewan Instruktur terdiri dari:
a.	 Dewan Instruktur Nasional diketuai oleh Ketua Umum PBNU 

dengan pelaksana harian Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi 
dan Kaderisasi;

b.	 Dewan Instruktur Wilayah diketuai oleh Ketua PWNU dengan 
pelaksana harian Wakil Ketua yang menangani bidang kaderisasi, 
atau yang ditunjuk; dan/atau
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c.	 Dalam keadaan tertentu, dapat dibentuk Dewan Instruktur Ting-
kat Cabang, diketuai oleh Ketua PCNU dengan pelaksana harian 
Wakil Ketua.

Pasal 16

Instruktur sebagaimana disebutkan Pasal 15, terdiri dari:
a.	 instruktur PD-PKPNU, PMKNU dan AKN-NU;
b.	 keanggotaan instruktur disahkan oleh Dewan Instruktur;
c.	 instruktur bekerja secara profesional yang terikat dengan kode 

etik dan masa kerjanya tidak terikat dengan masa khidmat ke
pengurusan; dan

d.	 kode etik disusun oleh Dewan Instruktur.

Pasal 17

(1)	 Dewan Instruktur Nasional dibentuk dan disahkan oleh PBNU.
(2)	 Dewan Instruktur Wilayah diusulkan oleh PWNU dan disahkan 

oleh Dewan Instruktur Nasional.
(3)	 Dewan Instruktur Cabang diusulkan oleh PCNU, disahkan oleh 

Dewan Instruktur Wilayah dan dilaporkan kepada Dewan In-
struktur Nasional.

Pasal 18

Persyaratan untuk menjadi instruktur:
a.	 syarat instruktur adalah alumni pengkaderan di lingkungan Nah-

dlatul Ulama yang sudah mengikuti dan dinyatakan lulus pendi-
dikan khusus di bidang keinstrukturan dan mendapatkan tugas 
dan mandat khusus dari Dewan Instruktur;

b.	 instruktur PD-PKPNU minimal harus mengikuti dan lulus PMK
NU dan pendidikan khusus keinstrukturan PD-PKPNU;

c.	 instruktur PMKNU minimal harus mengkuti dan lulus AKN-NU 
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dan pendidikan khusus keinstrukturan PMKNU;
d.	 instruktur AKN-NU adalah tokoh-tokoh yang mendapatkan tugas 

dan mandat khusus dari Dewan Instruktur Nasional; dan/atau
e.	 Dewan Instruktur dapat mengundang narasumber untuk kaderi-

sasi AKN-NU.

BAB IX
PELAKSANA

Pasal 19

Kaderisasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama dilaksanakan dengan keten-
tuan sebagai berikut:	
a.	 pelaksanaan kaderisasi perkumpulan hanya boleh dilaksanakan 

oleh pengurus perkumpulan di semua tingkatan, baik PBNU, 
PWNU, PCNU, MWCNU dan PRNU;

b.	 PD-PKPNU dapat dilaksanakan oleh PRNU dan MWCNU pada 
klasifikasi kelompok A dan/atau PCNU pada klasifikasi kelompok 
B dan C;

c.	 PKMNU dapat dilaksanakan oleh PWNU dan/atau PCNU pada 
klasifikasi kelompok A;

d.	 AKN-NU dilaksanakan oleh PBNU;
e.	 kaderisasi PPWK dilaksanakan oleh PBNU dan/atau PWNU; dan
f.	 semua pelaksanaan kaderisasi di semua tingkatan wajib diberitahu-

kan kepada struktur pengurus perkumpulan setingkat di atasnya.

BAB X
SYAHADAH/SERTIFIKAT KELULUSAN

Pasal 20

Syahadah/sertifikat kelulusan kaderisasi diatur sesuai ketentuan se-
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bagai berikut:
a.	 sertifikat kelulusan PD-PKPNU diterbitkan dan ditandatangani 

oleh Ketua Dewan Instruktur Wilayah dan PCNU;
b.	 sertifikat kelulusan PMKNU diterbitkan dan ditandatangani oleh 

Ketua Dewan Instruktur Nasional dan PWNU;
c.	 sertifikat AKN-NU diterbitkan dan ditandatangani oleh Rais Aam, 

Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PBNU; dan/atau
d.	 sertifikat PPWK diterbitkan dan ditandatangani oleh Rais Aam, 

Katib Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PBNU.
 

BAB XI
MU’ADALAH

Pasal 21

Warga Nahdlatul Ulama dapat langsung mengikuti pengkaderan ting-
kat menengah tanpa mengikuti kaderisasi tingkat dasar perkumpulan 
atau kaderisasi tingkat menengah Badan Otonom NU, jika memenuhi 
persyaratan berikut:
a.	 lulusan pondok pesantren salafiyah induk yang mempunyai kuri-

kulum tertentu seperti pemahaman dan penguasaan kitab kuning 
yang mu’tabar;

b.	 lulusan pondok pesantren yang melahirkan pemimpin-pemimpin 
dan ulama di lingkungan perkumpulan; 

c.	 warga Nahdlatul Ulama yang telah lama mengabdi, berjasa dan 
berkhidmat menjadi pengurus di lingkungan Nahdlatul Ulama;

d.	 ketentuan huruf a, b, dan c harus mendapatkan persetujuan dari 
Dewan Instruktur Nasional; dan/atau

e.	 persyaratan lain yang ditentukan Dewan Instruktur Nasional.
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BAB XII
KURIKULUM PENGKADERAN

Pasal 22

Pendidikan kader sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilaksanakan de
ngan menggabungkan pendekatan spiritual, pedagogi, andragogi, dan 
rihlah atau observasi sosial.

Pasal 23

(1)	 Kurikulum kaderisasi disusun oleh PBNU.
(2)	 PBNU dapat menyempurnakan kurikulum sesuai kebutuhan.

Pasal 24

(1)	 Materi pendidikan kader terdiri dari:
a.	 penguatan ideologi, visi dan misi perkumpulan;
b.	 pengembangan kemampuan keorganisasian;
c.	 penguatan kapasitas gerakan;
d.	 keinstrukturan; dan
e.	 materi lain yang sesuai dengan kebutuhan.

(2)	 Materi-materi sebagaimana ayat (1) disusun dalam silabus untuk 
setiap tingkatan kaderisasi.

BAB XIII
OUTPUT

Pasal 25

Output kaderisasi adalah:
a.	 lahirnya kiai dan ulama yang memahami perubahan sosial dan 

faqiihun fii mashalihil khalqi;
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b.	 lahirnya kader penggerak gerakan sosial;
c.	 lahirnya kader intelektual dan saintis; 
d.	 lahirnya kader profesional dan birokrat;
e.	 lahirnya kader pengusaha; dan
f.	 lahirnya kader politik.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

(1)	 Lulusan pengkaderan di lingkungan Nahdlatul Ulama yang dilak-
sanakan sebelum terbitnya peraturan perkumpulan ini, seperti 
PKPNU dan MKNU, diakui sebagai kader tingkat dasar.

(2)	 Lulusan PPWK yang dilaksanakan oleh PBNU diakui dan disetara-
kan sebagai kader tingkat menengah.

(3)	 Lulusan kaderisasi di lingkungan Badan Otonom Nahdlatul Ula-
ma diakui dan disetarakan satu tingkat lebih rendah dari sistem 
kaderisasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama. 

(4)	 Khusus lulusan kaderisasi IPNU dan IPPNU diakui dan disetara-
kan dua tingkat lebih rendah dari sistem kaderisasi Perkumpulan 
Nahdlatul Ulama. 

(5)	 Pengurus perkumpulan di semua tingkatan, hasil kebijakan khu-
sus mandataris Muktamar, konferensi wilayah dan konferensi 
cabang, wajib mengikuti proses kaderisasi sesuai dengan ting-
katannya dalam tempo selambat-lambatnya enam bulan untuk 
PCNU dan PWNU, dan 1 (satu) tahun untuk PBNU setelah dilan-
tik.

(6)	 Rais ‘Aam dapat memberikan dispensasi untuk mendapatkan 
mu’adalah sampai jenjang pengkaderan tertinggi kepada jajaran 
pengurus syuriah PBNU, PWNU dan PCNU.

(7)	 Kaderisasi ditingkat PBNU dilaksanakan oleh Lakpesdam PBNU. 
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(8)	 Pelaksanaan kaderisasi tingkat wilayah dan cabang diserahkan 
kepada kebijakan pengurus perkumpulan di masing-masing ting-
katan.

(9)	 Dalam masa transisi sampai terbentuknya Dewan Instruktur, in-
struktur yang sudah ada dapat bertugas menjadi instruktur sesuai 
tingkatannya.

(10)	 Semua peraturan yang bertentangan atau tidak sejalan dengan 
Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak 
berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

1.	 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nah
dlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nah-
dlatul Ulama.

2.	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tang-
gal ditetapkan.

Ditetapkan di	 : Jakarta
Pada tanggal 	 : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M  





PERATURAN
PERKUMPULAN

NAHDLATUL ULAMA

KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR NU
TAHUN 2022

Jakarta, 19-21 Syawal 1443 H/20-22 Mei 2022 M 

 

BAGIAN DUA 

KEORGANISASIAN

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Masa Khidmat 2022 - 2027
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a.	 Bahwa Konferensi Besar merupakan forum per-
musyawaratan tertinggi setelah Muktamar yang 
memiliki kewenangan untuk membicarakan 
pelaksanaan keputusan-keputusan Muktamar, 
mengkaji perkembangan Perkumpulan Nahdla
tul Ulama di tengah-tengah masyarakat dan 
memutuskan Peraturan Perkumpulan.

b.	 Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan kepu-
tusan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama Tahun 
2021, terdapat kebutuhan untuk melakukan 
penyesuaian dan/atau perubahan terhadap be-
berapa peraturan yang telah berlaku serta peru-
musan beberapa peraturan baru yang memerlu-
kan pembahasan pada forum Konferensi Besar 
Nahdlatul Ulama.

c.	 Bahwa penyesuaian dan/atau perubahan terha-
dap beberapa peraturan yang telah berlaku ser-
ta perumusan peraturan baru sebagaimana di-
maksud pada huruf b ditujukan untuk mening-
katkan kinerja dan relevansi Perkumpulan Nah-
dlatul Ulama dalam menjawab perkembangan 
dan dinamika masyarakat.

:Menimbang

KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 02/KONBES/V/2022

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA 
TENTANG KEORGANISASIAN

بسم الله الرحمن الرحيم
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Jakarta
20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M

:
:

Ditetapkan di
Pada tanggal

12.	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No-
mor 14 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan 
Kerja Sama 

Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdla
tul Ulama untuk melakukan sosialisasi atas ber-
lakunya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ula-
ma sebagaimana dimaksud pada diktum pertama 
keputusan ini kepada seluruh jajaran kepengurus
an Nahdlatul Ulama di semua tingkatan.

Mengamanatkan kepada jajaran kepengurusan 
Nahdlatul Ulama di semua tingkatan untuk berpe-
doman kepada ketentuan-ketentuan yang ditetap-
kan dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ula-
ma sebagaimana dimaksud pada diktum pertama 
keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetap-
kan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam 
keputusan ini akan diatur kemudian.

:Kedua

:Ketiga

:Keempat

PIMPINAN SIDANG PLENO,

H. Amin Said Husni, MA                                   H. Miftah Faqih, MA
                      Ketua                                                                  Sekretaris
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PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 3 TAHUN 2022

TENTANG
SYARAT MENJADI PENGURUS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud 
dengan:
1.	 Pengurus Nahdlatul Ulama adalah perangkat yang menjalankan 

aktivitas Perkumpulan Nahdlatul Ulama di suatu wilayah pada 
masa khidmat tertentu, yang terdiri atas pengurus yang memiliki 
jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, ser-
ta memperoleh pengesahan dalam bentuk surat keputusan.

2.	 Anggota Nahdlatul Ulama adalah setiap warga negara Indone-
sia yang beragama Islam, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jama’ah 
An-Nahdliyah, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama serta ter-
daftar sebagai anggota.

3.	 Lembaga adalah perangkat departementasi Perkumpulan Nah
dlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nah-
dlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu 
dan/atau yang memerlukan penanganan khusus.

4.	 Badan Otonom adalah perangkat Perkumpulan Nahdlatul Ulama 
yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang 
berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggo-
takan perorangan.

5.	 Badan Khusus Perkumpulan Nahdlatul Ulama adalah badan yang 
berfungsi sebagai pengelola, penyelenggara, dan pengembangan 
kebijakan perkumpulan di bidang tertentu. 
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6.	 PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
7.	 PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
8.	 PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. 
9.	 PCINU adalah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama. 
10.	 MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
11.	 PRNU adalah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
12.	 PARNU adalah Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.
13.	 AKN-NU adalah singkatan dari Akademi Kepemimpinan Nasio

nal Nahdlatul Ulama yang merupakan jenjang pendidikan tert-
inggi dalam sistem kaderisasi Nahdlatul Ulama.

14.	 PMK-NU adalah singkatan dari Pendidikan Menengah Kepemim
pinan Nahdlatul Ulama yang merupakan jenjang pendidikan me-
nengah dalam sistem kaderisasi Nahdlatul Ulama.

15.	 PD-PKPNU adalah singkatan dari Pendidikan Dasar-Pendidikan 
Kader Penggerak Nahdlatul Ulama yang merupakan jenjang pen-
didikan dasar dalam sistem kaderisasi Nahdlatul Ulama.

Bab II
Pengurus harian nahdlatul ulama

Pasal 2

Pengurus harian tingkat nasional terdiri dari:
a.	 Pengurus Harian Syuriyah yang terdiri dari Rais ‘Aam, beberapa 

Wakil Rais ‘Aam, beberapa Rais, Katib ‘Aam, dan beberapa Katib; 
dan

b.	 Pengurus Harian Tanfidziyah yang terdiri dari Ketua Umum, be-
berapa Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, 
beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan bebe
rapa Bendahara.
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Pasal 3

Pengurus harian tingkat wilayah, cabang, cabang istimewa, majelis 
wakil cabang, ranting dan anak ranting terdiri dari:

a.	 Pengurus Harian Syuriyah yang terdiri dari Rais, beberapa Wakil 
Rais, Katib dan beberapa Wakil Katib; dan

b.	 Pengurus Harian Tanfidziyah yang terdiri dari Ketua, beberapa 
Wakil Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara 
dan beberapa Wakil Bendahara.

BAB III
SYARAT MENJADI PENGURUS HARIAN NAHDLATUL ULAMA

Pasal 4

(1)	 Seorang anggota dapat dipilih menjadi Pengurus Harian Tanfidzi-
yah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan persyaratan sebagai 
berikut:
a.	 pernah menjadi Pengurus Harian PBNU atau Pengurus Ha-

rian Lembaga PBNU, dan/atau pengurus harian tingkat 
wilayah, dan/atau Pengurus Harian Badan Otonom tingkat 
pusat sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurus
an, dibuktikan dengan surat keputusan; dan

b.	 telah lulus kaderisasi tingkat tinggi Nahdlatul Ulama (AKN-
NU) dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus 
dari Dewan Instruktur.

(2)	 Pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur da-
lam ayat (1) dapat dipilih dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 
10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah Pengurus Harian 
PBNU.

(3)	 Bagi pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (2), wajib mengikuti AKN-NU paling lambat 12 
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(dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam surat keputusan.
(4)	 Kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meng

ikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpul
an Nahdlatul Ulama tentang Sistem Kaderisasi.

Pasal 5

(1)	 Seorang anggota dapat dipilih menjadi Pengurus Harian Tanfidzi-
yah PWNU dengan persyaratan sebagai berikut:
a.	 pernah menjadi Pengurus Harian PWNU atau Pengurus 

Harian Lembaga PWNU, dan/atau pengurus harian tingkat 
cabang, dan/atau Pengurus Harian Badan Otonom tingkat 
wilayah sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurus
an yang dibuktikan dengan surat keputusan; dan

b.	 pernah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi tingkat 
menengah (PMKNU) bagi pengurus wilayah pada klasifika-
si kelompok B dan C atau lulus pendidikan kaderisasi ting-
kat tinggi (AKN-NU) bagi pengurus wilayah pada klasifikasi 
kelompok A, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau su-
rat keterangan lulus dari Dewan Instruktur.

(2)	 Anggota yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam 
ayat (1) dapat dipilih dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10% 
(sepuluh persen), 20% (dua puluh persen) dan 30% (tiga puluh 
persen) dari keseluruhan jumlah Pengurus Harian PWNU yang 
termasuk daam klasifikasi kelompok A, B, dan C, masing-masing 
secara berturut-turut.

(3)	 Bagi pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1), wajib mengikuti kaderisasi paling lambat 12 
(dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam surat keputusan.

(4)	 Kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meng
ikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpul
an Nahdlatul Ulama tentang Sistem Kaderisasi.

(5)	 Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengikuti 
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan 
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Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan 
Pengukuran Kinerja. 

Pasal 6

(1)	 Seorang anggota dapat dipilih menjadi Pengurus Harian Tanfidzi-
yah PCNU dengan persyaratan sebagai berikut:
a.	 pernah menjadi Pengurus Harian PCNU atau Pengurus Ha-

rian Lembaga PCNU, dan/atau pengurus harian tingkat Ma-
jelis Wakil Cabang dan/atau pengurus harian Badan Oto-
nom tingkat cabang sekurang-kurangnya satu masa khidmat 
kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan; dan

b.	 pernah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi tingkat 
dasar (PD-PKPNU) bagi pengurus cabang pada klasifikasi 
kelompok B dan C, atau tingkat menengah (PMKNU) bagi 
pengurus cabang pada klasifikasi kelompok A, yang dibukti-
kan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus dari Dewan 
Instruktur.

(2)	 Anggota yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam 
ayat (1) dapat dipilih dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10% 
(sepuluh persen), 20% (dua puluh persen) dan 30% (tiga puluh 
persen) dari keseluruhan jumlah pengurus harian PCNU yang 
termasuk daam klasifikasi kelompok A, B dan C, masing-masing 
secara berturut-turut.

(3)	 Bagi pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (2), wajib mengikuti kaderisasi Nahdlatul Ulama 
paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan dalam surat 
keputusan.

(4)	 Kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mengi-
kuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpul
an Nahdlatul Ulama tentang Sistem Kaderisasi.

(5)	 Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengikuti 
ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan 
Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan 
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Pengukuran Kinerja. 

Pasal 7

Seorang anggota dapat dipilih menjadi Pengurus Harian Tanfidziyah 
PCINU dengan persyaratan sebagai berikut:
a.	 pernah menjadi pengurus dan/atau anggota aktif di badan oto-

nom, lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama; 
b.	 memiliki latar belakang pendidikan pesantren atau sekolah yang 

terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama;
c.	 memiliki keluarga yang menjadi pengurus Perkumpulan Nahdla

tul Ulama; dan
d.	 bagi pengurus yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimak-

sud dalam huruf a, b, dan c wajib mengikuti kaderisasi di ling
kungan Nahdlatul Ulama paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak 
ditetapkan dalam surat keputusan.

Pasal 8

(1)	 Seorang anggota dapat dipilih menjadi Pengurus Harian MWCNU 
dengan persyaratan pernah menjadi pengurus Majelis Wakil 
Cabang atau pengurus Badan Otonom atau Pengurus Harian 
PRNU sekurang-kurangnya 1 (satu) masa khidmat kepengurusan 
yang dibuktikan dengan surat keputusan.

(2)	 Setiap Pengurus Harian MWCNU diwajibkan mengikuti kaderisa-
si PD-PKPNU.

Pasal 9

Seorang anggota dapat dipilih menjadi Pengurus Harian PRNU dengan 
persyaratan pernah menjadi Pengurus Harian PARNU dan/atau ang-
gota aktif sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. 

Pasal 10

Seorang anggota dapat menjadi Pengurus Harian PARNU dengan per
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syaratan telah terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Ulama. 
Pasal 11

Apabila seorang pengurus harian belum dapat mengikuti pendidikan 
kaderisasi dalam waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 huruf d, 
maka dilakukan pergantian pengurus antar waktu terhadap pengurus 
harian dimaksud.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan 
Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

(1)	 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan 
Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama.

(2)	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tang-
gal ditetapkan.

Ditetapkan di	 : Jakarta
Pada tanggal 	 : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M 
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PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA 
NOMOR: 4 TAHUN 2022

TENTANG 
WEWENANG, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGURUS 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud 
dengan:
1.	 Wewenang adalah kekuasaan yang boleh dilakukan dan melekat 

pada seseorang karena jabatannya.
2.	 Tugas adalah kewajiban untuk menjalankan fungsi yang diberi-

kan pada seseorang sesuai dengan jabatannya.
3.	 Fungsi adalah kegunaan atau manfaat seseorang dalam organisasi 

sesuai dengan jabatannya.
4.	 Mustasyar adalah penasehat yang terdapat di Pengurus Besar, 

Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa, 
dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

5.	 Syuriyah adalah pimpinan tertinggi perkumpulan Nahdlatul Ula-
ma sesuai tingkatan kepengurusan.

6.	 Tanfidziyah adalah pelaksana harian yang menjalankan Angga-
ran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan dan 
keputusan pengurus Nahdlatul Ulama.

7.	 PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
8.	 PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
9.	 PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. 
10.	 PCINU adalah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama. 
11.	 MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
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12.	 PRNU adalah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
13.	 PARNU adalah Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.

BAB II
WEWENANG DAN TUGAS MUSTASYAR

Pasal 2

(1)	 Kewenangan Mustasyar adalah:
a.	 menyelenggarakan rapat internal yang dipandang perlu; 

dan/atau
b.	 mekanisme rapat Mustasyar diatur dalam Peraturan Per-

kumpulan Nahdlatul Ulama tentang Tata Cara Rapat.
(2)	 Tugas Mustasyar adalah memberikan arahan, pertimbangan dan/

atau nasehat, diminta atau tidak diminta, baik secara perorangan 
maupun kolektif kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai ting-
kat kepengurusan.

BAB III
 WEWENANG DAN TUGAS SYURIYAH

Pasal 3

(1)	 Kewenangan Rais ‘Aam:
a.	 mengendalikan pelaksanaan kebijakan umum perkumpulan;
b.	 mewakili PBNU baik ke luar maupun ke dalam yang me

nyangkut urusan keagamaan baik dalam bentuk konsultasi, 
koordinasi maupun informasi;

c.	 bersama Ketua Umum mewakili PBNU dalam hal melakukan 
tindakan penerimaan, pengalihan, tukar menukar, penjamin
an, penyerahan wewenang atau pengelolaan dan penyertaan 
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usaha atas harta benda bergerak dan/atau tidak bergerak mi-
lik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama;

d.	 bersama Ketua Umum menandatangani keputusan-keputus
an strategis PBNU; dan

e.	 bersama ketua Umum membatalkan keputusan perangkat 
perkumpulan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

(2)	 Tugas Rais ‘Aam:
a.	 mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan keputusan-kepu-

tusan Muktamar dan kebijakan umum PBNU;
b.	 memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas 

di antara pengurus lengkap Syuriyah;
c.	 bersama Ketua Umum melaksanakan Muktamar, Musyawa

rah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat Kerja, Ra-
pat Pleno, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah; dan

d.	 memimpin Rapat Harian Syuriyah dan Rapat Lengkap Syuri-
yah.

 
Pasal 4

(1)	 Kewenangan Wakil Rais ‘Aam:
a.	 menjalankan kewenangan Rais ‘Aam apabila Rais ‘Aam ber

halangan; dan
b.	 bersama Rais ‘Aam memimpin, mengatur, dan mengawasi 

pelaksanaan kebijakan umum PBNU.
(2)	 Tugas Wakil Rais ‘Aam: 

a.	 membantu tugas-tugas Rais ‘Aam;
b.	 mewakili Rais ‘Aam apabila berhalangan; dan
c.	 melaksanakan bidang tertentu yang ditetapkan oleh dan/

atau bersama Rais ‘Aam.
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Pasal 5

(1)	 Kewenangan Rais:
a.	 menjalankan wewenang Rais ‘Aam dan/atau Wakil Rais ‘Aam 

ketika berhalangan; dan
b.	 merumuskan pelaksanaan bidang khusus masing-masing.

(2)	 Tugas Rais:
a.	 membantu tugas-tugas Rais ‘Aam dan/atau Wakil Rais ‘Aam;
b.	 mewakili Rais ‘Aam dan/atau Wakil Rais ‘Aam apabila berha-

langan; dan
c.	 melaksanakan bidang khusus masing-masing.

 
Pasal 6

(1)	 Kewenangan Katib ‘Aam:
a.	 merumuskan dan mengatur pengelolaan kekatiban peng

urus besar Syuriyah; dan
b.	 bersama Rais ‘Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal 

menandatangani keputusan-keputusan strategis PBNU. 
(2)	 Tugas Katib ‘Aam:

a.	 membantu Rais ‘Aam, Wakil Rais ‘Aam dan Rais-Rais dalam 
menjalankan wewenang dan tugasnya;

b.	 merumuskan dan mengatur manajemen administrasi peng
urus besar Syuriyah; dan

c.	 mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara 
Katib.

	  
Pasal 7

(1)	 Kewenangan Katib:
a.	 melaksanakan kewenangan-kewenangan Katib ‘Aam apabila 

berhalangan; dan
b.	 mendampingi Rais sesuai bidang masing-masing.
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(2)	 Tugas Katib:
a.	 membantu tugas-tugas Katib ‘Aam;
b.	 mewakili Katib ‘Aam apabila berhalangan; dan
c.	 melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh Katib ‘Aam.

Pasal 8

(1)	 Kewenangan A’wan adalah memberi masukan dan membantu 
pelaksanaan tugas pengurus besar Syuriyah yang disampaikan se-
cara tertulis maupun lisan.

(2)	 Tugas A’wan adalah membantu pelaksanaan tugas-tugas Syuri-
yah.

BAB IV
WEWENANG DAN TUGAS TANFIDZIYAH

Pasal 9

(1)	 Wewenang Ketua Umum:
a.	 mewakili PBNU baik keluar maupun ke dalam yang me

nyangkut pelaksanaan kebijakan perkumpulan dalam ben-
tuk konsultasi, koordinasi maupun informasi;

b.	 merumuskan kebijakan khusus perkumpulan;
c.	 bersama Rais ‘Aam mewakili PBNU dalam hal melakukan 

tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar, penjam-
inan, penyerahan wewenang, penguasaan pengelolaan, dan 
penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan/atau tidak 
bergerak milik atau yang dikuasai Nahdlatul Ulama; 

d.	 bersama Rais ‘Aam menandatangani keputusan-keputusan 
strategis PBNU;

e.	 bersama Rais ‘Aam membatalkan keputusan perangkat per-
kumpulan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan 
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Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
f.	 mewakili PBNU di dalam maupun di luar pengadilan.
g.	 Ketua Umum dapat mewakilkan kepada pengurus lain untuk 

menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf f; dan

h.	 bersama Rais ‘Aam, Katib ‘Aam dan Sekretaris Jenderal 
menandatangani surat-surat keputusan PBNU. 

(2)	 Tugas Ketua Umum:
a.	 memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksa-

naan keputusan-keputusan Muktamar dan kebijakan umum 
PBNU;

b.	 memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas 
di antara pengurus besar Tanfidziyah;

c.	 bersama Rais ‘Aam memimpin pelaksanaan Muktamar, 
Musyawarah Nasional Alim Ulama, Konferensi Besar, Rapat 
kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah; 
dan

d.	 memimpin Rapat Harian Tanfidziyah dan Rapat Lengkap 
Tanfidziyah.

Pasal 10

(1)	 Wewenang Wakil Ketua Umum:
a.	 menjalankan kewenangan Ketua Umum apabila berhalang

an; dan
b.	 membantu Ketua Umum memimpin, mengatur dan meng

awasi pelaksanaan kebijakan umum PBNU.
(2)	 Tugas Wakil Ketua Umum:

a.	 membantu tugas-tugas Ketua Umum;
b.	 mewakili Ketua Umum apabila berhalangan;
c.	 mengkoordinasikan bidang strategis tertentu yang tidak ber-

sifat operasional yang ditetapkan oleh dan/atau bersama-sa-
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ma Ketua Umum; dan
d.	 bidang-bidang strategis dimaksud adalah meliputi: keag-

amaan, hubungan kelembagaan, ekonomi, lingkungan hi
dup, kesejahteraan rakyat, kebudayaan, pendidikan, hukum, 
serta organisasi, keanggotaan dan kaderisasi.

Pasal 11

(1)	 Kewenangan Ketua:
a.	 menjalankan kewenangan Ketua Umum dan/atau Wakil Ke

tua Umum apabila berhalangan; dan
b.	 merumuskan dan menjalankan koordinasi dan bidang ma

sing-masing yang ditetapkan.
(2)	 Tugas Ketua:

a.	 membantu tugas-tugas Ketua Umum;
b.	 menjalankan tugas-tugas Ketua Umum sesuai pembidang

an yang ditetapkan serta melakukan pembinaan terhadap 
Badan Otonom dan Lembaga;

c.	 pembinaan sebagaimana dimaksud huruf b bersifat taktis 
dan teknis operasional yang ditetapkan mulai dari perenca-
naan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, evaluasi, 
dan pengontrolan hasil di lapangan;

d.	 pembidangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b ada-
lah bidang keagamaan dan hubungan kelembagaan, bidang 
ekonomi, lingkungan hidup, kesejahteraan rakyat, dan bu-
daya, bidang pendidikan dan hukum, bidang organisasi, 
keanggotaan dan kaderisasi;

e.	 Badan Otonom dan Lembaga sebagaimana yang dimaksud 
huruf b mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 dan 
Pasal 18 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama; 

f.	 dalam pelaksanaan tugas-tugasnya para Ketua didam
pingi oleh para Wakil Sekretaris Jenderal sesuai dengan 
pembidangan masing-masing; dan
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g.	 melaporkan hasil tugasnya kepada Ketua Umum dan/atau 
Wakil Ketua Umum.

Pasal 12

(1)	 Kewenangan Sekretaris Jenderal:
a.	 merumuskan dan mengatur pengelolaan kesekretariatan 

pengurus besar Tanfidziyah;
b.	 merumuskan naskah-naskah rancangan peraturan, keputus

an, dan pelaksanaan program PBNU; dan
c.	 bersama Rais ‘Aam, Katib ‘Aam dan Ketua Umum dan 

menandatangani surat-surat keputusan PBNU.
(2)	 Tugas Sekretaris Jenderal:

a.	 membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Ketua da-
lam menjalankan tugas dan wewenangnya;

a.	 merumuskan manajemen administrasi, memimpin dan 
mengkoordinasikan sekretariat.

b.	 mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara 
Wakil Sekretaris Jenderal; dan

c.	 bersama Rais ‘Aam, Katib ‘Aam dan Ketua Umum menan-
datangani surat-surat keputusan biasa PBNU.

Pasal 13

(1)	 Kewenangan Wakil Sekretaris Jenderal:
a.	 melaksanakan kewenangan Sekretaris Jenderal apabila ber

halangan;
b.	 mendampingi Ketua sesuai bidangnya masing-masing; dan
c.	 bersama Rais ‘Aam, Katib ‘Aam, Ketua Umum atau Wakil 

Ketua Umum atau Ketua menandatangani surat-surat biasa 
PBNU.
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(2)	 Tugas Wakil Sekretaris Jenderal:
a.	 membantu tugas-tugas Sekretaris Jenderal;
b.	 mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan;
c.	 mendampingi pelaksanaan tugas para ketua sesuai pem-

bidangan masing-masing yang ditetapkan;
d.	 melaksanakan tugas Sekretaris Jenderal sesuai dengan pem-

bagian tugas yang ditentukan; dan
e.	 melaksanakan tugas khusus yang diberikan Sekretaris Jen-

deral.

Pasal 14

(1)	 Kewenangan Bendahara Umum:
a.	 mengatur pengelolaan keuangan PBNU;
b.	 melakukan pembagian tugas kebendaharaan dengan Benda-

hara; dan
c.	 bersama Ketua Umum menandatangani surat-surat penting 

PBNU berkaitan dengan keuangan.
(2)	 Tugas Bendahara Umum:

a.	 mendapatkan sumber-sumber pendanaan perkumpulan;
b.	 merumuskan manajemen dan melakukan pencatatan ke

uangan dan aset;
c.	 membuat dan mensosialisasikan penerapan Standard Ope­

rating Procedure (SOP) keuangan;
d.	 menyusun dan merencanakan anggaran pendapatan dan 

belanja rutin, dan anggaran program pengembangan atau 
rintisan PBNU; dan

e.	 menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kepenting
an audit keuangan.
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Pasal 15

(1)	 Kewenangan Bendahara:
a.	 melaksanakan kewenangan Bendahara Umum apabila ber

halangan; dan/atau
b.	 melaksanakan kewenangan sesuai dengan pembagian tugas 

yang ditentukan.
(2)	 Tugas Bendahara:

a.	 membantu tugas-tugas Bendahara Umum;
b.	 mewakili Bendahara Umum apabila berhalangan;
c.	 melaksanakan tugas Bendahara Umum sesuai dengan pem-

bagian tugas yang ditentukan; dan
d.	 membuat laporan keuangan sesuai dengan tugasnya.

BAB V
PEMBAGIAN BIDANG TUGAS

Pasal 16

(1)	 Pembagian bidang strategis sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat 
(2) huruf d dan pembidangan sebagaimana dimaksud Pasal 11 
Ayat (2) huruf d berlaku untuk seluruh tingkat kepengurusan de
ngan disesuaikan potensi dan kondisi masing-masing.

(2)	 Prinsip-prinsip pokok tentang wewenang dan tugas pengurus se-
bagaimana diatur dalam pasal-pasal pada Bab II, Bab III, dan Bab 
IV Peraturan Perkumpulan ini berlaku secara mutatis mutandis 
(dengan sendirinya) untuk seluruh tingkat kepengurusan.
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BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan 
Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

(1)	 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan 
Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama.

(2)	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tang-
gal ditetapkan.

Ditetapkan di	 : Jakarta
Pada tanggal 	 : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M 
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PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 5 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BARU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1 

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud 
dengan:
1.	 PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
2.	 PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
3.	 PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. 
4.	 PCINU adalah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama. 
5.	 MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
6.	 PRNU adalah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
7.	 PARNU adalah Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.

BAB II
SYARAT PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 2

(1)	 Pembentukan PWNU diusulkan oleh PCNU yang sudah terbentuk 
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/
kota dalam provinsi.

(2)	 Usulan pembentukan PWNU disampaikan secara tertulis kepada 
PBNU disertai surat usulan dari setiap PCNU yang mengusulkan 
dan ditandatangani lengkap oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekreta
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ris serta melampirkan berita acara rapat pengusulan dari masing-
masing PCNU.

(3)	 Pembentukan PWNU diputuskan oleh PBNU melalui Rapat Hari-
an Syuriyah dan Tanfidziyah.

(4)	 PCNU yang mengusulkan pembentukan PWNU melaksanakan 
permusyawaratan yang dipimpin oleh PBNU.

(5)	 PBNU memberikan surat keputusan masa percobaan kepada 
PWNU setelah menerima salinan lengkap hasil konferensi pem-
bentukan PWNU.

(6)	 PBNU mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa 
percobaan selama 2 (dua) tahun, melalui mekanisme Konferensi 
Wilayah.

(7)	 PWNU berfungsi sebagai koordinator cabang di daerahnya dan 
sebagai pelaksana PBNU untuk daerah yang bersangkutan.

Pasal 3

(1)	 PCNU hanya dapat dibentuk dalam satu wilayah kabupaten/kota.
(2)	 Pembentukan PCNU diusulkan oleh MWCNU dengan ketentuan:

a.	 untuk klasifikasi kelompok A, telah terbentuk MWCNU se-
banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kecamatan dalam 
kabupaten/kota;

b.	 untuk klasifikasi kelompok B, telah terbentuk MWCNU se-
banyak 80% (delapan puluh persen) dari jumlah kecamatan 
dalam kabupaten/kota; dan/atau

c.	 untuk klasifikasi kelompok C, telah terbentuk MWCNU se-
banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan da-
lam kabupaten/kota.

(3)	 Usulan pembentukan PCNU disampaikan secara tertulis kepada 
PBNU, setelah memperoleh rekomendasi dari PWNU, disertai 
surat usulan dari setiap MWCNU yang mengusulkan dan ditan-
datangani lengkap oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris serta 
melampirkan berita acara rapat pengusulan dari masing-masing 
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MWCNU.
(4)	 Pembentukan PCNU diputuskan dan ditetapkan oleh PBNU 

melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.
(5)	 PBNU memberikan surat keputusan masa percobaan kepada 

PCNU, setelah menerima rekomendasi dari PWNU dan salinan 
lengkap permusyawaratan pembentukan PCNU.

(6)	 PBNU mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa 
percobaan selama 1 (satu) tahun, melalui mekanisme Konferensi 
Cabang.

(7)	 Di dalam satu wilayah kabupaten/kota dapat dibentuk lebih dari 
satu PCNU.

(8)	 Dalam hal yang menyimpang dari ketentuan ayat (1) di atas, 
pada satu wilayah kabupaten/kota dapat dibentuk lebih dari satu 
PCNU dengan syarat sebagai berikut:
a.	 besar dan padatnya jumlah penduduk;
b.	 luasnya wilayah/kondisi geografis;
c.	 sulitnya komunikasi;
d.	 faktor kesejarahan/historis;
e.	 mempunyai prospek untuk perkembangan perkumpulan; 

dan
f.	 syarat-syarat dan faktor pendukung lainnya.

(9)	 Pembentukan PCNU sebagaimana diatur pada ayat (8) di atas, 
ditentukan oleh kebijakan PBNU dengan memperhatikan prinsip 
kebersamaan dan kesatuan.

(10)	 Pembentukan PCNU sebagaimana diatur pada ayat (8) di atas, ha-
rus diusulkan paling sedikit 5 (lima) MWCNU dalam satu wilayah 
yang berdekatan, dan mendapatkan persetujuan dari PCNU in-
duk.

(11)	 MWCNU sebagaimana dimaksud ayat (10) adalah MWCNU yang 
hasil pengukuran kinerjanya masuk dalam kategori 1 atau 2.

(12)	 Dalam kondisi PCNU induk tidak memberikan persetujuan, maka 
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PWNU dapat memberikan persetujuan setelah melalui kajian ke-
layakan.

Pasal 4

(1)	 Pembentukan PCINU diusulkan sekurang-kurangnya 40 (empat 
puluh) orang anggota.

(2)	 Usulan pembentukan PCINU disampaikan secara tertulis kepada 
PBNU, dilampiri surat usulan dari setiap anggota yang mengusul-
kan.

(3)	 Pembentukan PCINU diputuskan oleh PBNU melalui Rapat Hari-
an Syuriyah dan Tanfidziyah.

(4)	 Anggota yang mengusulkan pembentukan PCINU melaksanakan 
permusyawaratan dan menyampaikan usulan susunan kepengu-
rusan.

(5)	 PBNU memberikan surat keputusan masa percobaan kepada PC-
INU, setelah menerima salinan lengkap hasil permusyawaratan 
pembentukan PCINU.

(6)	 PBNU mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa 
percobaan selama 1 (satu) tahun, melalui mekanisme Konferensi 
Cabang Istimewa.

Pasal 5

(1)	 Pembentukan MWNCU diusulkan oleh PRNU.
(2)	 Pembentukan MWC diusulkan oleh PRNU, dengan ketentuan:

a.	 untuk klasifikasi kelompok A, telah terbentuk PRNU seba
nyak 100% (seratus persen) dari jumlah desa/kelurahan da-
lam satu kecamatan;

b.	 untuk klasifikasi kelompok B, telah terbentuk PRNU seba
nyak 80% (delapan puluh persen) dari jumlah desa/kelurah-
an dalam satu kecamatan; dan/atau

c.	 untuk klasifikasi kelompok C, telah terbentuk PRNU seba
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nyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah desa/kelurahan 
dalam satu kecamatan.

(3)	 Usulan pembentukan MWCNU disampaikan secara tertulis ke-
pada PCNU, disertai surat usulan dari setiap PRNU yang meng
usulkan dan ditandatangani lengkap oleh Rais, Katib, Ketua dan 
Sekretaris, serta melampirkan berita acara rapat pengusulan dari 
masing-masing PRNU.

(4)	 Pembentukan MWCNU diputuskan oleh PCNU melalui Rapat Ha-
rian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(5)	 PRNU yang mengusulkan pembentukan MWCNU, melaksanakan 
permusyawaratan yang dipimpin oleh PCNU.

(6)	 PCNU memberikan surat keputusan masa percobaan kepada 
MWCNU, setelah menerima persetujuan dari PWNU dan salinan 
lengkap permusyawaratan pembentukan MWCNU.

(7)	 PCNU mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui masa 
percobaan selama 6 (enam) bulan, melalui mekanisme Konferen-
si MWCNU.

(8)	 Pembentukan MWCNU sebagaimana diatur pada ayat (6) di atas, 
harus diusulkan oleh minimal 5 (lima) PRNU dalam satu wilayah 
yang berdekatan, dan mendapatkan persetujuan dari MWCNU 
induk.

(9)	 PRNU sebagaimana dimaksud ayat (7) adalah ranting yang hasil 
pengukuran kinerjanya masuk dalam kategori A atau B.

(10)	 Dalam kondisi MWCNU Induk tidak memberikan persetujuan, 
maka PCNU dapat memberikan persetujuan setelah melalui kaji-
an kelayakan. 

Pasal 6

(1)	 Pembentukan PRNU diusulkan oleh PARNU melalui MWCNU.
(2)	 Usulan pembentukan PRNU disampaikan secara tertulis kepada 

PCNU, disertai surat usulan setiap PARNU yang mengusulkan 
dan ditandatangani lengkap oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekreta
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ris, serta melampirkan berita acara rapat pengusulan dari masing-
masing PARNU.

(3)	 Pembentukan PRNU diputuskan oleh PCNU melalui Rapat Hari-
an Syuriyah dan Tanfidziyah.

(4)	 PRNU yang mengusulkan pembentukan MWCNU, melaksanakan 
permusyawaratan yang dipimpin oleh PCNU dan/atau MWCNU.

(5)	 PCNU memberikan surat keputusan masa percobaan kepada 
PRNU, setelah menerima rekomendasi dari MWCNU.

(6)	 PCNU mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui 
masa percobaan selama 6 (enam) bulan, melalui mekanisme 
Musyawarah Ranting.

(7)	 PRNU dapat dibentuk lebih dari satu di dalam satu desa/kelurah-
an, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.	 wilayah hunian/pemukiman/perumahan/apartemen di per

kotaan padat penduduk;
b.	 jarak antar kampung/dukuh/dusun relatif berjauhan;
c.	 kondisi sosial, budaya dan ekonomi; dan/atau
d.	 syarat-syarat dan faktor pendukung lainnya.

Pasal 7

(1)	 Pembentukan PARNU dapat dilakukan jika terdapat sekurang- 
kurangnya 25 (dua puluh lima) anggota.

(2)	 Pembentukan PARNU diusulkan oleh anggota melalui PRNU ke-
pada MWCNU.

(3)	 Pembentukan PARNU diputuskan oleh PRNU melalui Rapat Ha
rian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(4)	 MWCNU memberikan surat keputusan masa percobaan kepada 
PARNU.

(5)	 MWCNU mengeluarkan surat keputusan penuh setelah melalui 
masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, melalui mekanisme Musya
warah Anggota.
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BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan 
Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1)	 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan 
Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama.

(2)	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tang-
gal ditetapkan.

Ditetapkan di	 : Jakarta
Pada tanggal 	 : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M  
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PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 6 TAHUN 2022

TENTANG 
TATA CARA PENGESAHAN DAN PEMBEKUAN KEPENGURUSAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud 
dengan:
1.	 Pengesahan adalah tindakan organisasi untuk menetapkan dan 

mengesahkan susunan kepengurusan di lingkungan Nahdlatul 
Ulama.

2.	 Pembekuan adalah tindakan perkumpulan untuk menghenti-
kan tugas, tanggung jawab, serta kewenangan kepengurusan di 
lingkungan Nahdlatul Ulama.

3.	 Pengurus Nahdlatul Ulama adalah perangkat yang menjalankan 
aktivitas perkumpulan Nahdlatul Ulama di suatu wilayah pada 
masa khidmat tertentu, yang terdiri atas pengurus yang memiliki 
jabatan, bidang kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab, ser-
ta memperoleh pengesahan dalam bentuk surat keputusan.

4.	 Persyaratan lainnya adalah syarat-syarat kepengurusan yang ha-
rus dilalui/dipenuhi oleh calon pengurus, terutama mandataris, 
yang ditetapkan dalam tata tertib pemilihan.

5.	 Permusyawaratan serentak adalah pelaksanaan konferensi be-
berapa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pengurus Cabang 
Nahdlatul Ulama. yang dilakukan pada rentang waktu tahun yang 
sama.

6.	 Hari adalah hari kerja.
7.	 AHWA adalah singkatan dari Ahlul Halli Wal Aqdi.
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8.	 PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
9.	 PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
10.	 PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. 
11.	 PCINU adalah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama. 
12.	 MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
13.	 PRNU adalah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
14.	 PARNU adalah Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.

Pasal 2

Syarat-syarat Kepengurusan

(1)	 Semua pengurus di setiap tingkatan harus memenuhi syarat-
syarat kepengurusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Per-
kumpulan Nahdlatul Ulama tentang Syarat Menjadi Pengurus 
Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(2)	 Setiap orang dapat menjadi pengurus Nahdlatul Ulama apabila 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a.	 menerima Pancasila sebagai asas dan dasar negara serta 

mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ben-
tuk final;

b.	 bersedia meluangkan waktu untuk berkhidmat kepada 
jam’iyyah Nahdlatul Ulama;

c.	 memiliki integritas dan ber-akhlaqul karimah;
d.	 terdaftar sebagai anggota Nahdlatul Ulama yang dibuktikan 

dengan Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama;
e.	 untuk menjadi PBNU, harus sudah pernah menjadi pengu-

rus harian atau pengurus lembaga PBNU, dan/atau pengurus 
harian di tingkat wilayah, dan/atau pengurus harian Badan 
Otonom tingkat pusat, serta sudah pernah atau bersedia 
mengikuti pendidikan kaderisasi;

f.	 untuk menjadi PWNU, harus sudah pernah menjadi pengurus 
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harian atau pengurus Lembaga di tingkat wilayah, pengurus 
harian di tingkat cabang, dan/atau pengurus harian Badan 
Otonom tingkat wilayah serta sudah pernah atau bersedia 
mengikuti pendidikan kaderisasi;

g.	 untuk menjadi PCNU, harus sudah pernah menjadi pengurus 
harian atau pengurus lembaga di tingkat cabang dan/atau 
pengurus harian di tingkat MWCNU, dan/atau pengurus ha-
rian Badan Otonom tingkat cabang serta sudah pernah atau 
bersedia mengikuti pendidikan kaderisasi;

h.	 untuk menjadi MWCNU harus sudah pernah menjadi peng
urus harian PRNU dan/atau memiliki kecakapan sebagai 
pengurus;

i.	 untuk menjadi PRNU harus sudah menjadi PARNU dan/atau 
anggota aktif sekurang-kurangnya 2 (tahun) tahun dan/atau 
memiliki kecakapan sebagai pengurus;

j.	 untuk menjadi PARNU, harus sudah terdaftar sebagai anggo-
ta Nahdlatul Ulama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan/
atau memiliki kecakapan sebagai pengurus;

k.	 syarat sebagaimana diatur pada huruf e, f, g, h, i, dan j dibuk-
tikan dengan salinan surat keputusan atau surat keterangan 
dari pengurus pada tingkatannya atau surat pernyataan di 
atas kertas yang bermeterai cukup;

l.	 syarat kaderisasi dibuktikan dengan salinan sertifikat kaderi
sasi yang dilaksanakan dan diakui di lingkungan Nahdlatul 
Ulama dan telah diverifikasi keabsahannya dan/atau disah-
kan oleh Dewan Instruktur; dan

m.	 calon pengurus yang belum pernah mengikuti proses kade-
risasi di lingkungan Nahdlatul Ulama diwajibkan membuat 
surat pernyataan kesediaan mengikuti pengkaderan.
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BAB II
PENGESAHAN PENGURUS

Bagian Kesatu

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Pasal 3

(1)	 Rais ‘Aam dipilih secara langsung melalui musyawarah mufakat 
dengan sistem AHWA.

(2)	 Rais Aam dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
(3)	 AHWA terdiri atas 9 (sembilan) orang ulama yang diusulkan 

PWNU dan PCNU melalui Rapat Harian Syuriyah masing-masing 
tingkatan.

(4)	 Usulan nama calon anggota AHWA disampaikan kepada panitia 
muktamar selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum muktamar 
dilaksanakan.

(5)	 Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia mukta
mar dan 9 (sembilan) nama yang memperoleh ranking teratas 
disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno Muktamar.

(6)	 Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 9 (sembi-
lan) dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang 
memiliki kesamaan ranking untuk musyawarah dan memutuskan 
sendiri di antara mereka yang menjadi anggota AHWA.

(7)	 9 (Sembilan) nama yang memperoleh ranking teratas bermusya
warah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi 
pimpinan.

(8)	 Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah 
ahlus sunnah wa al-jama’ah al-nahdiyah, bersikap adil, alim, 
memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki 
pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan 
muharrik serta wara’ dan zuhud;

(9)	 PBNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa 
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diusulkan menjadi anggota AHWA;
(10)	 Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais ‘Aam dituangkan 

dalam berita acara Muktamar.
(11)	 Wakil Rais ‘Aam ditunjuk oleh Rais ‘Aam terpilih.
(12)	 Ketua Umum dipilih secara langsung oleh muktamirin melalui 

musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam Muktamar, 
dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan 
atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais ‘Aam 
terpilih.

(13)	 Wakil Ketua Umum ditunjuk oleh Ketua Umum terpilih.
(14)	 Rais ‘Aam terpilih, Wakil Rais ‘Aam, Ketua Umum terpilih dan 

Wakil Ketua Umum menjadi formatur yang bertugas melengkapi 
susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Pengurus Harian Tanfi
dziyah dengan dibantu oleh beberapa anggota mede formatur 
yang mewakili zona Indonesia bagian timur, tengah dan barat.

(15)	 Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga 
puluh) hari setelah muktamar berakhir.

(16)	 Surat keputusan susunan PBNU ditanda tangani oleh Rais ‘Aam 
terpilih dan Ketua Umum terpilih dengan dilampiri Berita Acara 
sidang formatur.

(17)	 Mustasyar dan A’wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah. 
(18)	 Ketua Lembaga dan Badan Khusus ditetapkan oleh Pengurus Ha-

rian Tanfidziyah.
(19)	 Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun 

kelengkapan Pengurus Harian Lembaga dan Badan Khusus.

Pasal 4

Susunan PBNU terdiri atas:
a.	 beberapa orang Mustasyar;
b.	 Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais ‘Aam, Wakil Rais ‘Aam 

dan beberapa orang Rais, Katib Aam dan beberapa orang Katib;
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c.	 Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah 
dan beberapa orang A’wan;

d.	 Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua Umum, beberapa 
orang Wakil Ketua Umum dan beberapa orang Ketua, Sekretaris 
Jenderal dan beberapa orang Wakil Sekretaris Jenderal, Bendaha-
ra Umum dan beberapa orang Bendahara; dan

e.	 Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tan-
fidziyah serta Ketua Lembaga dan Badan Khusus PBNU.

Bagian Kedua

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama

Pasal 5

(1)	 Rais Syuriyah PWNU dipilih secara langsung melalui musyawarah 
mufakat dengan sistem AHWA.

(2)	 Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
(3)	 AHWA terdiri atas 7 (tujuh) orang ulama yang diusulkan PCNU 

dan MWCNU pada PWNU klasifikasi kelompok A melalui Rapat 
Harian Syuriyah.

(4)	 Usulan nama calon anggota AHWA disampaikan kepada pani-
tia konferensi wilayah selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum 
konferensi dilaksanakan.

(5)	 Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia konferen-
si wilayah dan 7 (tujuh) nama yang memperoleh rangking teratas 
disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno konferensi 
wilayah.

(6)	 Dalam hal terdapat kesamaan rangking usulan nomor 7 (tujuh) 
dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memi-
liki kesamaan rangking untuk bermusyawarah dan memutuskan 
sendiri di antara mereka yang menjadi anggota AHWA.
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(7)	 7 (tujuh) nama yang memperoleh rangking teratas bermusyawa
rah untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.

(8)	 Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah 
ahlus sunnah wa al-jama’ah al-nahdiyah, bersikap adil, alim, 
memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki 
pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan 
muharrik serta wara’ dan zuhud;

(9)	 PWNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa 
diusulkan menjadi anggota AHWA.

(10)	 Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriyah ditu-
angkan dalam berita acara konferensi wilayah.

(11)	 Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta konferensi 
wilayah melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara da-
lam konferensi wilayah, dengan terlebih dahulu menyampaikan 
kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan 
tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.

(12)	 Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur 
bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan 
Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa ang-
gota mede formatur yang mewakili zona.

(13)	 Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga 
puluh) hari setelah konferensi wilayah berakhir.

(14)	 Mustasyar dan A’wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah.
(15)	 Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.
(16)	 Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun 

kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.
(17)	 Surat keputusan susunan PWNU diterbitkan oleh PBNU berdasar-

kan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais 
Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah 
terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara 
hasil konferensi wilayah dan persyaratan lain yang diatur dalam 
Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.
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(18)	 Dalam hal ada keberatan secara tertulis terhadap usulan tim for-
matur, maka keberatan tersebut wajib disampaikan maksimal 
7 (tujuh) hari setelah surat usulan tim formatur diajukan, dan 
PBNU berhak melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu se-
lambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keberatan itu diterima.

(19)	 Surat keputusan tentang pengesahan susunan PWNU sebagaima-
na dimaksud pada ayat (17), diterbitkan oleh PBNU maksimal 7 
(tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan leng-
kap.

(20)	Dalam hal permohonan pengesahan susunan PWNU pada saat 
diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (19), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterimanya permohonan pengesahan, PBNU memberikan surat 
pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa per-
mohonan belum memenuhi persyaratan.

(21)	 Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/
atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (20), dianggap telah diterima oleh pengurus yang 
berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan 
dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurang
an persyaratan.

(22)	Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, 
dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana di-
maksud dalam ayat (21), maka permohonan pengesahan susunan 
PWNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaima-
na diatur dalam ayat (19).

(23)	Dalam hal PBNU belum menerbitkan surat keputusan tentang 
pengesahan susunan PWNU setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana 
diatur pada ayat (19), maka susunan kepengurusan wilayah yang 
telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selan-
jutnya dari PBNU.
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Pasal 6

Susunan PWNU terdiri atas:
a.	 Beberapa orang Mustasyar;
b.	 Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa 

orang Wakil Rais, Katib Syuriyah dan beberapa orang Wakil Katib;
c.	 Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah 

dan beberapa orang A’wan;
d.	 Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa 

orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sek-
retaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara;

e.	 Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tan-
fidziyah dan Ketua Lembaga PWNU; dan

f.	 Pengurus Harian Lembaga disahkan dengan surat keputusan 
PWNU.

Bagian Ketiga

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama 

Pasal 7

(1)	 Rais Syuriyah PCNU dipilih secara langsung melalui musyawarah 
mufakat dengan sistem AHWA.

(2)	 Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
(3)	 AHWA terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan MWCNU 

dan PRNU pada PCNU klasifikasi kelompok A melalui Rapat Ha
rian Syuriyah.

(4)	 Usulan nama calon anggota AHWA disampaikan kepada panitia 
konferensi cabang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kon-
ferensi dilaksanakan.

(5)	 Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia konferen-
si cabang dan 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas 
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disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno konferensi 
cabang.

(6)	 Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan 
seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memili-
ki kesamaan ranking untuk bermusyawarah dan memutuskan 
sendiri di antara mereka yang menjadi anggota AHWA.

(7)	 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah 
untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.

(8)	 Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah 
ahlus sunnah wa al-jama’ah al-nahdiyah, bersikap adil, alim, 
memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki 
pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan 
muharrik serta wara’ dan zuhud.

(9)	 PCNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa 
diusulkan menjadi anggota AHWA.

(10)	 Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriyah ditu-
angkan dalam berita acara konferensi cabang.

(11)	 Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta konferen-
si cabang melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara 
dalam konferensi cabang, dengan terlebih dahulu menyampaikan 
kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan 
tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.

(12)	 Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih menjadi formatur 
yang bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah 
dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa 
anggota mede formatur yang mewakili zona.

(13)	 Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga 
puluh) hari setelah konferensi cabang berakhir.

(14)	 Mustasyar dan A’wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah.
(15)	 Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.
(16)	 Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun 

kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.
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(17)	 Surat keputusan susunan PCNU diterbitkan oleh PBNU berdasar-
kan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais 
Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah 
terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara 
hasil konferensi cabang dan surat rekomendasi PWNU serta per-
syaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat kepu-
tusan.

(18)	 Surat rekomendasi PWNU tidak boleh mengubah susunan pengu-
rus hasil tim formatur.

(19)	 Surat rekomendasi PWNU harus ditandatangani Rais, Katib, Ket-
ua, dan Sekretaris.

(20)	Dalam hal terjadi perbedaan rekomendasi antara Rais Syuriyah 
dan Ketua Tanfidziyah maka PBNU terlebih dahulu melakukan 
mediasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

(21)	 Dalam hal mediasi tidak mencapai kata kesepakatan maka yang 
diakui adalah rekomendasi yang ditandatangani oleh Rais Syuri-
yah dan Katib Syuriyah.

(22)	Surat rekomendasi wajib diterbitkan oleh PWNU maksimal 7 (tu-
juh) hari sejak semua kelengkapan surat permohonan rekomen-
dasi dinyatakan lengkap.

(23)	Dalam hal PWNU tidak menerbitkan dan tidak memberikan tang-
gapan apapun setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (19), maka PWNU dianggap telah memberikan rekomen-
dasi.

(24)	Dalam hal ada keberatan secara tertulis terhadap usulan tim for-
matur, maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah 
surat usulan tim formatur dan PBNU dapat melakukan klarifikasi 
dan mediasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari se-
jak keberatan diterima.

(25)	Surat keputusan tentang pengesahan susunan PCNU sebagaima-
na dimaksud pada ayat (17) diterbitkan oleh PBNU maksimal 7 
(tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan leng-
kap.
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(26)	Dalam hal permohonan pengesahan susunan PCNU pada saat 
diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (17), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterimanya permohonan pengesahan, PBNU memberikan surat 
pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa per-
mohonan belum memenuhi persyaratan.

(27)	Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/
atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (26), dianggap telah diterima oleh pengurus yang 
berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan 
dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurang
an persyaratan.

(28)	Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, 
dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana di-
maksud dalam ayat (27), maka permohonan pengesahan susunan 
PCNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana 
diatur dalam ayat (25).

(29)	Dalam hal PBNU belum menerbitkan surat keputusan tentang 
pengesahan susunan PCNU setelah 7 (tujuh) hari sejak diterima
nya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau keleng-
kapan kekurangan persyaratan sebagaimana ayat (25), maka 
susunan PCNU yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai 
ada keputusan selanjutnya dari PBNU.

Pasal 8

Susunan PCNU terdiri atas:
a.	 beberapa orang Mustasyar;
b.	 Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa 

orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;
c.	 Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah 

dan beberapa orang A’wan;
d.	 Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa 
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orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sek-
retaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara;

e.	 Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tan-
fidziyah dan Ketua Lembaga PCNU; dan

f.	 Pengurus Harian Lembaga disahkan dengan surat keputusan 
PCNU.

Bagian Keempat

Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama

Pasal 9

(1)	 Rais Syuriyah PCINU dipilih secara langsung melalui musyawarah 
mufakat dengan sistem AHWA.

(2)	 Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
(3)	 AHWA terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan anggota 

PCINU.
(4)	 Usulan nama calon anggota AHWA disampaikan kepada panitia 

konferensi cabang istimewa selambat-lambatnya 1 (satu) hari se-
belum konferensi dilaksanakan.

(5)	 Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia konferen-
si cabang istimewa dan 5 (lima) nama yang memperoleh ranking 
teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno kon-
ferensi cabang istimewa.

(6)	 Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan 
seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memili-
ki kesamaan ranking untuk bermusyawarah dan memutuskan 
sendiri di antara mereka yang menjadi anggota AHWA.

(7)	 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah 
untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.

(8)	 Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah 
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ahlus sunnah wa al-jama’ah al-nahdiyah, bersikap adil, alim, 
memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki 
pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan 
muharrik serta wara’ dan zuhud.

(9)	 PCINU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa 
diusulkan menjadi anggota AHWA.

(10)	 Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriyah ditu-
angkan dalam berita acara konferensi cabang istimewa.

(11)	 Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta konferensi 
cabang istimewa melalui musyawarah mufakat atau pemungutan 
suara dalam konferensi cabang istimewa, dengan terlebih dahulu 
menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis dan mendapat 
persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.

(12)	 Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih menjadi formatur 
yang bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah 
dan Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa 
anggota mede formatur.

(13)	 Tim formatur bekerja selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
setelah konferensi cabang istimewa berakhir.

(14)	 Mustasyar dan A’wan ditetapkan oleh pengurus Harian Syuriyah.
(15)	 Ketua Lembaga ditetapkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah.
(16)	 Pengurus Harian Tanfidziyah bersama Ketua Lembaga menyusun 

kelengkapan Pengurus Harian Lembaga.
(17)	 Surat keputusan susunan PCINU diterbitkan oleh PBNU berdasar-

kan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais 
Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah 
terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara 
hasil konferensi cabang istimewa dan persyaratan lain yang di
atur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.

(18)	 Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan tim formatur, 
maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat 
usulan tim formatur dan PBNU dapat melakukan klarifikasi dan 
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mediasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ke-
beratan itu diterima. 

(19)	 Surat keputusan tentang pengesahan susunan PCINU sebagaima-
na dimaksud pada ayat (17), diterbitkan oleh PBNU maksimal 7 
(tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan leng-
kap.

(20)	Dalam hal permohonan pengesahan susunan PCINU pada saat 
diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (19), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterimanya permohonan pengesahan, PBNU memberikan surat 
pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa per-
mohonan belum memenuhi persyaratan.

(21)	 Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/
atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (20), dianggap telah diterima oleh pengurus yang 
berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan 
dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurang
an persyaratan.

(22)	Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, 
dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana di-
maksud dalam ayat (21), maka permohonan pengesahan susunan 
PCNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana 
diatur dalam ayat (19).

(23)	Dalam hal PBNU belum menerbitkan surat keputusan tentang 
pengesahan susunan PCINU setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana 
diatur pada ayat (19), maka susunan kepengurusan wilayah yang 
telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada keputusan selan-
jutnya dari PBNU.

Pasal 10

Susunan PCINU terdiri atas:
a.	 Beberapa orang Mustasyar;
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b.	 Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa 
orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;

c.	 Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah 
dan beberapa orang A’wan;

d.	 Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa 
orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sek-
retaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara;

e.	 Pengurus Lengkap Tanfidziyah terdiri atas Pengurus Harian Tan-
fidziyah dan Ketua Lembaga PCINU;

f.	 jumlah Mustasyar, A’wan, jajaran Pengurus Harian Syuriah selain 
Rais dan jajaran Pengurus Harian Tanfidziyah selain Ketua dise-
suaikan dengan situasi dan kondisi PCINU setempat; dan

g.	 Pengurusan Harian Lembaga disahkan dengan surat keputusan 
PCINU. 

Bagian Kelima

Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama

Pasal 11

(1)	 Rais Syuriyah MWCNU dipilih secara langsung melalui musya
warah mufakat dengan sistem AHWA.

(2)	 Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
(3)	 AHWA terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan PRNU 

dan PARNU pada MWCNU klasifikasi kelompok A melalui Rapat 
Harian Syuriyah.

(4)	 Usulan nama calon anggota AHWA disampaikan kepada panitia 
konferensi Majelis Wakil Cabang selambat-lambatnya 1 (satu) 
hari sebelum konferensi wakil cabang dilaksanakan.

(5)	 Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia konfe
rensi Majelis Wakil Cabang dan 5 (lima) nama yang memperoleh 
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rangking teratas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang 
pleno konferensi wakil cabang.

(6)	 Dalam hal terdapat kesamaan rangking usulan nomor 5 (lima) 
dan seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memi-
liki kesamaan rangking untuk bermusyawarah dan memutuskan 
sendiri di antara mereka yang menjadi anggota AHWA.

(7)	 5 (lima) nama yang memperoleh rangking teratas bermusyawarah 
untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.

(8)	 Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah 
ahlus sunnah wa al-jama’ah al-nahdiyah, bersikap adil, alim, 
memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki 
pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan 
muharrik serta wara’ dan zuhud.

(9)	 MWCNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang 
bisa diusulkan menjadi anggota AHWA.

(10)	 Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriyah ditu-
angkan dalam berita acara konferensi wakil cabang.

(11)	 Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta konferensi 
Majelis Wakil Cabang melalui musyawarah mufakat atau pemu-
ngutan suara dalam konferensi Majelis Wakil Cabang, dengan ter-
lebih dahulu menyampaikan kesediaan secara lisan atau tertulis 
dan mendapat persetujuan tertulis dari Rais Syuriyah terpilih.

(12)	 Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur 
bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan 
Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa ang-
gota mede formatur yang mewakili zona.

(13)	 Tim formatur bekerja selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
setelah konferensi wakil cabang berakhir.

(14)	 Mustasyar dan A’wan ditetapkan oleh Pengurus Harian Syuriyah.
(15)	 Surat keputusan susunan MWCNU diterbitkan oleh PCNU ber-

dasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh 
Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua Formatur dan Ketua Tanfidzi
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yah terpilih sebagai Sekretaris Formatur dengan dilampiri berita 
acara hasil konferensi wakil cabang dan persyaratan lain yang di
atur dalam Bab/Pasal pengajuan surat keputusan.

(16)	 Surat keputusan susunan MWCNU di wilayah yang digolong-
kan dalam klasifikasi kelompok A wajib mendapat persetujuan 
PWNU.

(17)	 Permohonan persetujuan wajib disampaikan oleh PCNU maksi-
mal 7 (tujuh) hari setelah surat permohonan diterima.

(18)	 PWNU wajib memberikan tanggapan atas permohonan persetu-
juan atas surat keputusan Pengurus MWCNU maksimal 7 (tujuh) 
hari setelah surat diterima.

(19)	 Dalam hal PWNU belum memberikan tanggapan atas surat se-
bagaimana ayat (18), maka dianggap telah memberikan persetu-
juan.

(20)	Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan tim formatur, 
maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat 
usulan tim formatur disampaikan dan PCNU dapat melakukan 
klarifikasi dan mediasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tu-
juh) hari sejak keberatan diterima.

(21)	 Surat keputusan tentang pengesahan susunan MWCNU se-
bagaimana dimaksud pada ayat (15), diterbitkan oleh PCNU mak-
simal 7 (tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinya-
takan lengkap.

(22)	Dalam hal permohonan pengesahan susunan MWCNU pada saat 
diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (21), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterimanya permohonan pengesahan, PCNU memberikan surat 
pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa per-
mohonan belum memenuhi persyaratan.

(23)	Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/
atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (22), dianggap telah diterima oleh pengurus yang 
berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan 
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dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurang
an persyaratan.

(24)	Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, 
dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana di-
maksud dalam ayat (23), maka permohonan pengesahan susunan 
PCNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana 
diatur dalam ayat (21).

(25)	Dalam hal PCNU belum menerbitkan surat keputusan tentang 
pengesahan susunan MWCNU setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana 
diatur pada ayat (21), maka susunan kepengurusan Majelis Wakil 
Cabang yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai ada kepu-
tusan selanjutnya dari PCNU.

Pasal 12

Susunan MWCNU terdiri atas:
a.	 Beberapa orang Mustasyar;
b.	 Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa 

orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;
c.	 Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah 

dan beberapa orang A’wan;
d.	 Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa 

orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sek-
retaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara;

Bagian Keenam

Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama

Pasal 13

(1)	 Rais Syuriyah PRNU dipilih secara langsung melalui musyawarah 
ranting secara mufakat dengan sistem AHWA.
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(2)	 Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
(3)	 AHWA terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan PARNU 

melalui Rapat Harian Syuriyah PARNU atau diusulkan oleh ang-
gota.

(4)	 Usulan nama calon anggota AHWA disampaikan kepada panitia 
musyawarah ranting selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum 
musyawarah ranting dilaksanakan.

(5)	 Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia musya
warah ranting dan 5 (lima) nama yang memperoleh ranking ter
atas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno musya
warah ranting.

(6)	 Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan 
seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memili-
ki kesamaan rangking untuk bermusyawarah dan memutuskan 
sendiri diantara mereka yang menjadi anggota AHWA.

(7)	 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah 
untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.

(8)	 Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah 
ahlus sunnah wa al-jama’ah al-nahdiyah, bersikap adil, alim, 
memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki 
pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan 
muharrik serta wara’ dan zuhud.

(9)	 PRNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa 
diusulkan menjadi anggota AHWA.

(10)	 Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriyah ditu-
angkan dalam berita acara musyawarah ranting.

(11)	 Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta melalui 
musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam musyawa
rah ranting, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan 
secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari 
Rais Syuriyah terpilih.

(12)	 Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur 
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bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan 
Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa ang-
gota mede formatur.

(13)	 Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga 
puluh) hari setelah musyawarah ranting berakhir.

(14)	 Surat keputusan susunan PRNU diterbitkan oleh PCNU berdasar-
kan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh Rais 
Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfidziyah 
terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri berita acara 
hasil musyawarah ranting dan surat rekomendasi MWCNU ser-
ta persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan surat 
keputusan.

(15)	 Surat Rekomendasi MWCNU tidak boleh mengubah susunan 
pengurus hasil tim formatur.

(16)	 Surat rekomendasi MWCNU harus ditandatangani Rais, Katib, 
Ketua, dan Sekretaris.

(17)	 Dalam hal terjadi perbedaan rekomendasi antara Rais Syuriyah 
dan Ketua Tanfidziyah maka PCNU terlebih dahulu melakukan 
mediasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

(18)	 Dalam hal mediasi tidak mencapai kata kesepakatan maka yang 
diakui adalah rekomendasi yang ditandatangani oleh Rais Syuri-
yah dan Katib Syuriyah.

(19)	 Surat rekomendasi wajib diterbitkan oleh MWCNU maksimal 
7 (tujuh) hari sejak semua kelengkapan surat permohonan re-
komendasi dinyatakan lengkap.

(20)	Dalam hal MWCNU tidak menerbitkan dan tidak memberikan 
tanggapan apapun setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (16), maka MWCNU dianggap telah memberikan re-
komendasi.

(21)	 Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan tim formatur, 
maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat 
usulan tim formatur disampaikan dan PCNU dapat melakukan 
klarifikasi dan mediasi dalam waktu selama-lamanya 7 (tujuh) 
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hari sejak keberatan itu diterima. 
(22)	Surat keputusan tentang pengesahan susunan PRNU sebagaima-

na dimaksud pada ayat (14) diterbitkan oleh PCNU maksimal 7 
(tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan leng-
kap.

(23)	Dalam hal permohonan pengesahan susunan PRNU pada saat 
diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (14), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterimanya permohonan pengesahan, PCNU memberikan surat 
pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa per-
mohonan belum memenuhi persyaratan.

(24)	Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/
atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (23), dianggap telah diterima oleh pengurus yang 
berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan 
dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurang
an persyaratan.

(25)	Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, 
dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana di-
maksud dalam ayat (24), maka permohonan pengesahan susunan 
PRNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana 
diatur dalam ayat (22).

(26)	Dalam hal PCNU belum menerbitkan surat keputusan tentang 
pengesahan susunan PRNU setelah 7 (tujuh) hari sejak diterima
nya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau keleng-
kapan kekuarangan persyaratan sebagaimana ayat (22), maka 
susunan PRNU yang telah diajukan dinyatakan berlaku sampai 
ada keputusan selanjutnya dari PCNU.
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Pasal 14

Susunan PRNU terdiri atas:

a.	 Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa 
orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;

b.	 Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuri-
yah dan beberapa orang A’wan;

c.	 Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa 
orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sek-
retaris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara.

Bagian Ketujuh

Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama

Pasal 15

(1)	 Rais Syuriyah PARNU dipilih secara langsung melalui musyawa
rah anak ranting secara mufakat dengan sistem AHWA.

(2)	 Rais Syuriyah dipilih dari anggota atau di luar anggota AHWA.
(3)	 AHWA terdiri atas 5 (lima) orang ulama yang diusulkan diusulkan 

oleh anggota.
(4)	 Usulan nama calon anggota AHWA disampaikan kepada panitia 

musyawarah anak ranting selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebe-
lum musyawarah anak ranting dilaksanakan.

(5)	 Nama-nama usulan yang masuk ditabulasi oleh panitia musya
warah ranting dan 5 (lima) nama yang memperoleh ranking tera-
tas disahkan sebagai anggota AHWA dalam sidang pleno musya
warah anak ranting.

(6)	 Dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 5 (lima) dan 
seterusnya, maka diserahkan kepada nama-nama yang memili-
ki kesamaan rangking untuk bermusyawarah dan memutuskan 
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sendiri di antara mereka yang menjadi anggota AHWA.
(7)	 5 (lima) nama yang memperoleh ranking teratas bermusyawarah 

untuk memilih salah satu di antara mereka menjadi pimpinan.
(8)	 Kriteria ulama yang diusulkan menjadi AHWA adalah beraqidah 

ahlus sunnah wa al-jama’ah al-nahdiyah, bersikap adil, alim, 
memiliki integritas moral, tawadlu’, berpengaruh dan memiliki 
pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan 
muharrik serta wara’ dan zuhud.

(9)	 PARNU dapat memberikan referensi nama-nama ulama yang bisa 
diusulkan menjadi anggota AHWA.

(10)	 Proses musyawarah AHWA dalam memilih Rais Syuriyah dituang-
kan dalam berita acara musyawarah anak ranting.

(11)	 Ketua Tanfidziyah dipilih secara langsung oleh peserta melalui 
musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam musyawarah 
anak ranting, dengan terlebih dahulu menyampaikan kesediaan 
secara lisan atau tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari 
Rais Syuriyah terpilih.

(12)	 Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah terpilih sebagai formatur 
bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan 
Pengurus Harian Tanfidziyah dengan dibantu oleh beberapa ang
gota mede formatur.

(13)	 Tim formatur bekerja selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga 
puluh) hari setelah musyawarah ranting berakhir.

(14)	 Surat keputusan susunan PARNU diterbitkan oleh MWCNU ber-
dasarkan permohonan tim formatur yang ditandatangani oleh 
Rais Syuriyah terpilih sebagai Ketua formatur dan Ketua Tanfi
dziyah terpilih sebagai Sekretaris formatur dengan dilampiri ber-
ita acara hasil musyawarah ranting dan surat rekomendasi PRNU 
serta persyaratan lain yang diatur dalam Bab/Pasal pengajuan su-
rat keputusan.

(15)	 Surat Rekomendasi PRNU tidak boleh mengubah susunan peng
urus hasil tim formatur.
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(16)	 Surat rekomendasi PRNU harus ditandatangani Rais, Katib, Ketua, 
dan Sekretaris.

(17)	 Dalam hal terjadi perbedaan rekomendasi antara Rais Syuriyah 
dan Ketua Tanfidziyah maka MWCNU terlebih dahulu melakukan 
mediasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

(18)	 Dalam hal mediasi tidak mencapai kata kesepakatan maka yang 
diakui adalah rekomendasi yang ditanda tangani oleh Rais Syuri-
yah dan Katib Syuriyah.

(19)	 Surat rekomendasi wajib diterbitkan oleh PRNU maksimal 7 (tu-
juh) hari sejak semua kelengkapan surat permohonan rekomen-
dasi dinyatakan lengkap.

(20)	Dalam hal PRNU tidak menerbitkan dan tidak memberikan tang-
gapan apapun setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (16), maka PRNU dianggap telah memberikan rekomen-
dasi.

(21)	 Dalam hal ada keberatan secara tertulis atas usulan tim formatur, 
maka wajib disampaikan maksimal 7 (tujuh) hari setelah surat 
usulan tim formatur disampaikan dan MWCNU berhak untuk 
melakukan klarifikasi dan mediasi dalam waktu selama-lamanya 
7 (tujuh) hari sejak keberatan itu diterima. 

(22)	Surat keputusan tentang pengesahan susunan PARNU sebagaima-
na dimaksud pada ayat (14) diterbitkan oleh MWCNU maksimal 7 
(tujuh) hari sejak dokumen dan persyaratan lain dinyatakan leng-
kap.

(23)	Dalam hal permohonan pengesahan susunan PARNU pada saat 
diterima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (14), maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterimanya permohonan pengesahan, MWCNU memberikan 
surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa 
permohonan belum memenuhi persyaratan.

(24)	Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/
atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (23), dianggap telah diterima oleh pengurus yang 
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berwenang pada tanggal penerimaan penyampaian perubahan 
dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurang
an persyaratan.

(25)	Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, 
dan/atau kelengkapan kekurangan persyaratan sebagaimana di-
maksud dalam ayat (24), maka permohonan pengesahan susunan 
PRNU tersebut dianggap baru diterima dan diproses sebagaimana 
diatur dalam ayat (22).

(26)	Dalam hal MWCNU belum menerbitkan surat keputusan ten-
tang pengesahan susunan PARNU setelah 7 (tujuh) hari sejak 
diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau 
kelengkapan kekuarangan persyaratan sebagaimana ayat (22), 
maka susunan PARNU yang telah diajukan dinyatakan berlaku 
sampai ada keputusan selanjutnya dari MWCNU.

Pasal 16

Susunan PARNU terdiri atas:
a.	 Pengurus Harian Syuriyah terdiri atas Rais Syuriyah dan beberapa 

orang Wakil Rais, Katib dan beberapa orang Wakil Katib;
b.	 Pengurus Lengkap Syuriyah terdiri atas Pengurus Harian Syuriyah 

dan beberapa A’wan;
c.	 Pengurus Harian Tanfidziyah terdiri atas Ketua dan beberapa 

orang Wakil Ketua, Sekretaris dan beberapa orang Wakil Sekreta
ris, Bendahara dan beberapa orang Wakil Bendahara.

BAB III
TATA CARA DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN

Pasal 17

(1)	 Surat Keputusan Pengesahan PWNU, PCNU dan PCINU diterbit-
kan oleh PBNU.
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(2)	 Surat Keputusan Pengesahan MWCNU diterbitkan oleh PCNU.
(3)	 Surat Keputusan Pengesahan MWCNU pada wilayah klasifika-

si kelompok A diterbitkan oleh PCNU dengan terlebih dahulu 
mendapat persetujuan PWNU.

(4)	 Surat Keputusan Pengesahan PRNU diterbitkan oleh PCNU.
(5)	 Surat Keputusan Pengesahan PARNU diterbitkan oleh MWCNU.

Pasal 18

(1)	 Permohonan surat keputusan pada semua tingkat kepengurusan 
harus menyertakan:
a.	 berita acara konferensi yang ditandatangani oleh pimpinan 

sidang;
b.	 berita acara rapat formatur;
c.	 daftar riwayat hidup;
d.	 kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama berbasis layanan;
e.	 kartu tanda penduduk;
f.	 sertifikat kaderisasi calon Pengurus Harian Tanfidziyah; dan
g.	 daftar kelengkapan dokumen; 

(2)	 Daftar kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) huruf g adalah daftar periksa yang menunjukkan tingkat 
kelengkapan lampiran dokumen.

(3)	 Dokumen sertifikat kaderisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) huruf f tidak berlaku bagi PRNU dan PARNU.

(4)	 Calon pengurus yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
ayat 1 (satu) huruf d, tidak akan disertakan dalam surat keputusan 
sampai dengan yang bersangkutan bisa memenuhi persyaratan 
dimaksud.

(5)	 Sertifikat kaderisasi sebagaimana ayat 1 (satu) huruf f mengacu 
pada Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Syarat 
Menjadi Pengurus Nahdlatul Ulama.

(6)	 Persyaratan-persyaratan lain yang telah diatur dalam pasal terpi-
sah merupakan satu kesatuan dari persyaratan ini.
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Pasal 19

Permohonan surat keputusan pengesahan susunan kepengurusan di
sampaikan secara elektronik (melalui email atau media yang lain) dan 
naskah asli (hardcopy) dikirimkan melalui jasa pengiriman atau yang 
sejenisnya.

BAB IV
TATA CARA PEMBEKUAN PENGURUS

Pasal 20

(1)	 PBNU dapat membekukan PWNU, PCNU dan PCINU melalui 
keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(2)	 Pembekuan PCNU dilakukan atas permohonan atau setelah 
mendapat masukan tertulis dari PWNU.

(3)	 Apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah melewati batas 
waktu (kedaluwarsa), tidak ada surat permohonan atau masukan 
tertulis dari PWNU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, 
maka PBNU dapat secara langsung membekukan kepengurusan 
PCNU. 

(4)	 Ketentuan sebagaimana ayat (2) dan (3) di atas tidak berlaku bagi 
pembekuan PCINU.

(5)	 PCNU dapat membekukan MWCNU dan PRNU melalui keputus
an Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(6)	 MWCNU dapat membekukan PARNU melalui keputusan Rapat 
Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 21

PWNU dapat dibekukan apabila:
a.	 masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kedaluwarsa) 
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dan sebelumnya telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 
2 (dua) kali dalam rentang waktu masing-masing 14 (empat belas) 
hari;

b.	 melakukan tindakan yang nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat kon-
ferensi wilayah; dan/atau

c.	 tidak melaksanakan amanat konferensi wilayah selama 180 (se
ratus delapan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan 
alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi 
tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua 
per tiga) dari jumlah PCNU dan MWCNU pada wilayah klasifikasi 
kelompok A atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jum-
lah PCNU pada wilayah klasifikasi kelompok B dan C yang ditan-
datangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris.

Pasal 22

(1)	 Pembekuan PWNU dilaksanakan oleh PBNU setelah dilakukan 
kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur se-
bagaimana dimaksud Pasal 21.

(2)	 Pembekuan PWNU dapat dilaksanakan setelah PBNU membe
rikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing 
dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

(3)	 Pembekuan PWNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf 
b dilakukan setelah PBNU memberikan peringatan tertulis seba
nyak 2 (dua) kali sebelum masa kepengurusan berakhir.

(4)	 Pembekuan PWNU sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf 
c dilaksanakan setelah PBNU mempertemukan/memediasi an-
tara PWNU dengan PCNU dan MWCNU pada wilayah klasifikasi 
kelompok A dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak 
mencapai kata sepakat.

(5)	 PWNU yang dibekukan selanjutnya diambil alih oleh PBNU de
ngan menunjuk karteker dari PBNU.
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(6)	 Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah pembekuan, karte-
ker atas nama PBNU harus sudah menyelenggarakan konferensi 
wilayah.

(7)	 Masa kerja karteker dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan 
dengan surat keputusan perpanjangan.

Pasal 23

PCNU dapat dibekukan apabila:
a.	 masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kedaluwarsa) 

dan sebelumnya telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 
2 (dua) kali dalam rentang waktu masing-masing 14 (empat belas) 
hari; 

b.	 melakukan tindakan yang nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat kon-
ferensi cabang; dan/atau

c.	 tidak melaksanakan amanat konferensi cabang selama 180 (se
ratus delapan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan 
alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi 
tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua 
per tiga) dari jumlah MWCNU dan PRNU pada cabang klasifikasi 
kelompok A atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) MWCNU 
pada cabang klasifikasi kelompok B dan C yang ditandatangani 
oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris.

Pasal 24

(1)	 Pembekuan PCNU dilaksanakan oleh PBNU atas usulan PWNU 
setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah 
satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 23.

(2)	 Pembekuan PCNU dapat dilaksanakan setelah PBNU memberi
kan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing 
dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

(3)	 Pembekuan PCNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf 
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b dilakukan setelah PBNU memberikan memberikan peringatan 
tertulis sebanyak 2 (dua) kali sebelum masa kepengurusan ber
akhir.

(4)	 Pembekuan PCNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf 
c dilaksanakan setelah PBNU melakukan mediasi antara PCNU 
dengan MWCNU dan PRNU pada cabang klasifikasi kelompok A 
dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya tidak mencapai 
kata sepakat.

(5)	 PCNU yang dibekukan selanjutnya diambil alih oleh PBNU de
ngan menunjuk karteker dari PWNU.

(6)	 Dalam hal dan pertimbangan tertentu, karteker sebagaimana di-
maksud ayat (5) dapat ditunjuk langsung dari jajaran PBNU.

(7)	 Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan, karte-
ker atas nama PBNU harus sudah menyelenggarakan konferensi 
cabang.

(8)	 Masa kerja karteker dapat diperpanjang 2 (dua) bulan dengan su-
rat keputusan perpanjangan.

Pasal 25

PCINU dapat dibekukan apabila:
a.	 masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kedaluwarsa) 

dan sebelumnya telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 
2 (dua) kali dalam rentang waktu masing-masing 14 (empat belas) 
hari; 

b.	 melakukan tindakan yang nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat kon-
ferensi cabang istimewa; dan/atau

c.	 tidak melaksanakan amanat konferensi cabang istimewa selama 
180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberita-
huan alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau 
mosi tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 
(dua per tiga) dari jumlah anggota yang sah.
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Pasal 26

(1)	 Pembekuan PCINU dilaksanakan oleh PBNU setelah dilakukan 
kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur se-
bagaimana dimaksud Pasal 25.

(2)	 Pembekuan PCNU dapat dilaksanakan setelah PBNU memberi
kan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing 
dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

(3)	 Pembekuan PCINU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf 
b dilakukan setelah PBNU memberikan peringatan tertulis seba
nyak 2 (dua) kali sebelum masa kepengurusan berakhir.

(4)	 Pembekuan PCINU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf 
c dilaksanakan setelah PBNU melakukan mediasi antara PCINU 
dengan anggota dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya 
tidak mencapai kata sepakat.

(5)	 PCINU yang dibekukan selanjutnya diambil alih oleh PBNU de
ngan menunjuk karteker dari PBNU.

(6)	 Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan, karte-
ker atas nama PBNU harus sudah menyelenggarakan konferensi 
cabang istimewa.

(7)	 Masa kerja karteker dapat diperpanjang 2 (dua) bulan dengan su-
rat keputusan perpanjangan.

Pasal 27

Pengurus MWCNU dapat dibekukan apabila:
a.	 masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kedaluwarsa) 

dan sebelumnya telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 
2 (dua) kali dalam rentang waktu masing-masing 14 (empat belas) 
hari;

b.	 melakukan tindakan yang nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat kon-
ferensi wakil cabang; dan/atau
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c.	 tidak melaksanakan amanat konferensi wakil cabang selama 90 
(sembilan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan ala-
san yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi ti-
dak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per 
tiga) dari jumlah PRNU yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ke
tua dan Sekretaris.

Pasal 28

(1)	 Pembekuan MWCNU dilaksanakan oleh PCNU setelah dilakukan 
kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah satu unsur se-
bagaimana dimaksud Pasal 27.

(2)	 Pembekuan MWCNU dapat dilaksanakan setelah PCNU mem-
berikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing 
dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

(3)	 Pembekuan MWCNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 
huruf b dilakukan setelah PCNU memberikan peringatan tertulis 
sebanyak 2 (dua) kali sebelum masa kepengurusan berakhir.

(4)	 Pembekuan MWCNU sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf 
c dilaksanakan setelah PCNU melakukan mediasi antara MWCNU 
dengan PRNU dalam sebuah permusyawaratan yang hasilnya ti-
dak mencapai kata sepakat.

(5)	 MWCNU yang dibekukan selanjutnya diambil alih oleh PCNU 
dengan menunjuk karteker dari PCNU.

(6)	 Selambat-lambatnya 3 (bulan) hari setelah pembekuan, karteker 
atas nama PCNU harus sudah menyelenggarakan konferensi wakil 
cabang.

Pasal 29

PRNU dapat dibekukan apabila:
a.	 masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kedaluwarsa) 

dan sebelumnya telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 
2 (dua) kali dalam rentang waktu masing-masing 14 (empat belas) 
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hari;
b.	 melakukan tindakan yang nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat mu
syawarah ranting; dan/atau

c.	 tidak melaksanakan amanat musyawarah ranting selama 90 
(sembilan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan ala-
san yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi ti-
dak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per 
tiga) dari jumlah PARNU atau anggota yang ditandatangani oleh 
Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris.

Pasal 30

(1)	 Pembekuan PRNU dilaksanakan oleh PCNU atas usulan MWCNU 
setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah 
satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 29.

(2)	 Pembekuan PRNU dapat dilaksanakan setelah PCNU memberi
kan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing 
dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

(3)	 Pembekuan PRNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf 
b dilakukan setelah PCNU memberikan peringatan tertulis seba
nyak 2 (dua) kali sebelum masa kepengurusan berakhir.

(4)	 Pembekuan PRNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf 
c dilaksanakan setelah PCNU melakukan mediasi antara PRNU 
dengan PARNU atau anggota dalam sebuah permusyawaratan 
yang hasilnya tidak mencapai kata sepakat.

(5)	 PRNU yang dibekukan selanjutnya diambil alih oleh PCNU de
ngan menunjuk karteker dari MWCNU.

(6)	 Dalam hal dan pertimbangan tertentu karteker sebagaimana di-
maksud ayat (5) dapat ditunjuk langsung dari jajaran PCNU.

(7)	 Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan, karteker 
atas nama PCNU harus sudah menyelenggarakan musyawarah 
ranting.
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Pasal 31

PARNU dapat dibekukan apabila:
a.	 masa kepengurusan telah melewati batas waktu (kedaluwarsa) 

dan sebelumnya telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 
2 (dua) kali dalam rentang waktu masing-masing 14 (empat belas) 
hari;

b.	 melakukan tindakan yang nyata-nyata melanggar Anggaran Dasar 
dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama dan amanat mu
syawarah anak ranting; dan/atau

c.	 tidak melaksanakan amanat musyawarah anak ranting selama 
90 (sembilan puluh) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan 
alasan yang rasional, disertai adanya permintaan dan/atau mosi 
tidak percaya secara tertulis dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per 
tiga) dari jumlah anggota yang ditandatangani oleh Rais, Katib, 
Ketua dan Sekretaris.

Pasal 32

(1)	 Pembekuan PARNU dilaksanakan oleh MWCNU atas usulan PRNU 
setelah dilakukan kajian dan pertimbangan serta memenuhi salah 
satu unsur sebagaimana dimaksud Pasal 31.

(2)	 Pembekuan PARNU dapat dilaksanakan setelah MWCNU mem-
berikan surat peringatan pertama dan kedua yang masing-masing 
dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari.

(3)	 Pembekuan PARNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf 
b dilakukan setelah MWCNU memberikan peringatan tertulis se-
banyak 2 (dua) kali sebelum masa kepengurusan berakhir.

(4)	 Pembekuan PARNU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf 
c dilaksanakan setelah MWCNU melakukan mediasi antara PAR-
NU dengan anggota dalam sebuah permusyawaratan yang hasil
nya tidak mencapai kata sepakat.

(5)	 PARNU yang dibekukan selanjutnya diambil alih oleh MWCNU 
dengan menunjuk karteker dari PRNU.
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(6)	 Dalam hal dan pertimbangan tertentu karteker sebagaimana di-
maksud ayat (5) dapat ditunjuk langsung dari jajaran MWCNU.

(7)	 Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pembekuan, karteker 
atas nama MWCNU harus sudah menyelenggarakan musyawarah 
anak ranting.

BAB V
KETENTUAN KARTEKER

Pasal 33

(1)	 Dalam kondisi tertentu PBNU dapat membentuk karteker PWNU 
dengan ketentuan:
a.	 masa kerja karteker PWNU adalah 6 (enam) bulan; 
b.	 karteker PWNU terdiri atas unsur PBNU dan PWNU sebelum-

nya;
c.	 Masa kerja karteker PWNU dapat diperpanjang paling lama 3 

(tiga) bulan dengan surat keputusan perpanjangan; dan
d.	 Dalam hal masa kerja karteker PWNU telah berakhir atau ti-

dak diperpanjang atau surat keputusan perpanjangan telah 
habis, karteker PWNU wajib menyelenggarakan konferensi 
wilayah.

(2)	 Dalam kondisi tertentu PBNU dapat membentuk karteker PCNU 
dengan ketentuan:
a.	 masa kerja karteker PCNU adalah 3 (tiga) bulan; 
b.	 karteker PCNU terdiri atas unsur PWNU dan PCNU sebelum-

nya;
c.	 dalam kondisi tertentu karteker PCNU dapat melibatkan un-

sur PBNU;
d.	 masa kerja karteker PCNU dapat diperpanjang paling lama 2 

(dua) bulan dengan surat keputusan perpanjangan; dan
e.	 dalam hal masa kerja karteker PCNU telah berakhir atau ti-
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dak diperpanjang atau surat keputusan perpanjangan telah 
habis, karteker PCNU wajib menyelenggarakan konferensi 
cabang.

(3)	 Dalam kondisi tertentu PBNU dapat membentuk karteker PCINU 
dengan ketentuan:
a.	 masa kerja karteker PCINU adalah 3 (tiga) bulan; 
b.	 karteker PCINU terdiri atas unsur PBNU dan PCNU sebelum-

nya;
c.	 masa kerja karteker PCINU dapat diperpanjang paling lama 2 

(dua) bulan dengan surat keputusan perpanjangan; dan
d.	 dalam hal masa kerja karteker PCINU telah berakhir atau ti-

dak diperpanjang atau surat keputusan perpanjangan telah 
habis, karteker PCINU wajib menyelenggarakan konferensi 
cabang.

Pasal 34

(1)	 Dalam kondisi tertentu PCNU dapat membentuk karteker 
MWCNU dengan ketentuan:
a.	 masa kerja karteker MWCNU adalah 3 (tiga) bulan; 
b.	 karteker MWCNU terdiri atas unsur PCNU dan MWCNU se-

belumnya; dan
c.	 dalam hal masa kerja karteker MWCNU telah berakhir, karte-

ker MWCNU wajib menyelenggarakan konferensi wakil 
cabang.

(2)	 Dalam kondisi tertentu PCNU dapat membentuk karteker PRNU 
dengan ketentuan:
a.	 masa kerja karteker PRNU adalah 3 (tiga) bulan; 
b.	 karteker PRNU terdiri atas unsur MWCNU dan PRNU sebe

lumnya;
c.	 dalam kondisi tertentu karteker PRNU dapat melibatkan un-

sur PCNU; dan
d.	 dalam hal masa kerja karteker PRNU telah berakhir, karteker 
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PRNU wajib menyelenggarakan musyawarah ranting.

Pasal 35

Dalam kondisi tertentu MWCNU dapat membentuk karteker PARNU 
dengan ketentuan:
a.	 masa kerja karteker PARNU adalah 3 (tiga) bulan; 
b.	 karteker PARNU terdiri atas unsur PRNU dan PARNU sebelumnya;
c.	 dalam kondisi tertentu karteker PARNU dapat melibatkan unsur 

MWCNU; dan
d.	 dalam hal masa kerja karteker PARNU telah berakhir, karteker 

PARNU wajib menyelenggarakan musyawarah anggota.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

(1)	 Pelaksanaan permusyawaratan serentak akan diberlakukan sejak 
tahun 2027;

(2)	 Dalam masa transisi menuju permusyawaratan serentak se-
bagaimana dimaksud ayat (1), PBNU dapat memperpanjang masa 
khidmat dan/atau membentuk karteker PWNU dan PCNU sampai 
batas waktu pelaksanaan permusyawaratan serentak;

(3)	 Masa transisi sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku sejak satu 
tahun setelah ditetapkannya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul 
Ulama ini sampai dengan pelaksanaan permusyawaratan seren-
tak sebagaimana dimaksud Ayat (1);

(4)	 Pelaksanaan konferensi selama masa transisi sebagaimana di-
maksud ayat (3) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peratur-
an Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur 
dan Pengukuran Kinerja sebagai berikut:
a.	 PWNU dan PCNU yang dalam pengukuran kinerja masuk 
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kategori 1 dan 2, maka masa khidmat kepengurusannya 
diperpanjang;

b.	 PWNU dan PCNU yang dalam pengukuran kinerja masuk 
kategori 3, maka dibentuk kepengurusan karteker.

(5)	 Dengan diterbitkannya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama 
ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang telah dikeluarkan oleh 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama maupun Peraturan Organisasi di 
lingkungan Nahdlatul Ulama yang tidak sejalan dinyatakan tidak 
berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

(1)	 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nah
dlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nah-
dlatul Ulama.

(2)	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tang-
gal ditetapkan.

Ditetapkan di	 : Jakarta
Pada tanggal 	 : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M 
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PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 7 TAHUN 2022

TENTANG 
PERANGKAT PERKUMPULAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud 
dengan:
1.	 Perangkat adalah bagian perkumpulan yang mendukung penca-

paian tujuan, usaha-usaha, dan melaksanakan program-program 
Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

2.	 Lembaga adalah perangkat departementasi Perkumpulan Nah
dlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nah-
dlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu 
dan/atau yang memerlukan penanganan khusus.

3.	 Badan Otonom adalah Perangkat Perkumpulan yang berfungsi 
melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan 
kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.

4.	 PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
5.	 PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
6.	 PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. 
7.	 PCINU adalah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama. 
8.	 MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
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BAB II
LEMBAGA

Pasal 2

(1)	 Struktur kepengurusan harian lembaga sekurang-kurangnya ter-
diri dari ketua dan wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, ser-
ta anggota.

(2)	 Pembentukan dan penghapusan lembaga ditetapkan melalui Ra-
pat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada masing-masing tingkat 
kepengurusan Nahdlatul Ulama.

(3)	 Ketua Lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada 
pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya.

(4)	 Ketua Lembaga bersama pengurus Nahdlatul Ulama menyusun 
kepengurusan harian dan anggota Lembaga.

(5)	 Pengurus Harian Lembaga dapat membentuk kelompok kerja dan 
gugus tugas berdasarkan kebutuhan.

(6)	 Pembentukan susunan kepengurusan Lembaga harus memper-
timbangkan kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan sesuai 
dengan pelaksanaan program-program Perkumpulan.

(7)	 Lembaga di tingkat PWNU, PCNU, PCINU dan MWCNU dibentuk 
sesuai dengan kebutuhan.

(8)	 Ketua Lembaga dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa 
jabatan.

Pasal 3

Lembaga yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 adalah sebagaimana 
termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 17 
ayat (6).
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BAB III
BADAN OTONOM

Pasal 4

(1)	 Pembentukan dan pembubaran Badan Otonom diusulkan oleh 
PBNU, ditetapkan dalam Konferensi Besar dan dikukuhkan dalam 
Muktamar.

(2)	 Badan Otonom memiliki Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah 
Tangga masing-masing.

(3)	 Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom 
tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

Pasal 5

(1)	 Badan Otonom berpedoman pada aqidah, azas dan tujuan per-
kumpulan Nahdlatul Ulama.

(2)	 Badan Otonom melaksanakan program Nahdlatul Ulama sesuai 
dengan basis usia, kelompok masyarakat, profesi dan/atau kekhu-
susan lainnya yang menjadi anggotanya.

Pasal 6

Badan Otonom wajib memberikan laporan perkembangan setiap 6 
(enam) bulan kepada pengurus Nahdlatul Ulama sesuai tingkatannya.

Pasal 7

Badan Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 1 angka 3, se-
bagaimana termaktub dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan 
Nahdlatul Ulama Pasal 18 ayat (6) dan (7).
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BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1)	 Semua perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama wajib menye-
suaikan dengan Peraturan Perkumpulan ini selambat-lambatnya 
1 (satu) tahun.

(2)	 Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkum-
pulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1)	 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan 
Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama.

(2)	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tang-
gal ditetapkan.

Ditetapkan di	 : Jakarta
Pada tanggal 	 : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M  
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PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 8 TAHUN 2022

TENTANG
BADAN KHUSUS 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud 
dengan:
1.	 Badan Khusus adalah perangkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 

yang berfungsi sebagai pengelola, penyelenggara, dan pengem-
bangan kebijakan Perkumpulan Nahdlatul Ulama berkaitan de
ngan bidang tertentu dan melekat di bawah koordinasi Pengurus 
Besar Nahdlatul Ulama yang dapat bekerja sama dan berkoordi-
nasi dengan tingkat kepengurusan di bawahnya.

2.	 PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
3.	 Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah adalah rapat yang dihadi-

ri oleh Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah untuk membi
carakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan oleh Peng
urus Harian Tanfidziyah kepada Pengurus Harian Syuriyah.

BAB II
KELEMBAGAAN BADAN KHUSUS

Pasal 2

Struktur dan cara pembentukan Badan Khusus PBNU:
a.	 Badan Khusus berfungsi sebagai pengelola, penyelenggara, dan 

pengembangan kebijakan organisasi di bidang tertentu;



108 Keputusan Konferensi Besar NU Tahun 2022

b.	 pembentukan Badan Khusus dilakukan dengan mempertimbang-
kan kebutuhan untuk pengembangan organisasi dengan prioritas 
pada bidang yang memerlukan penanganan secara khusus dan 
tertentu;

c.	 struktur kepengurusan harian Badan Khusus sekurang-kurangnya 
terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan 
Anggota;

d.	 Ketua Badan Khusus ditunjuk langsung dan bertanggung jawab 
kepada Ketua Umum PBNU;

e.	 pembentukan dan penghapusan Badan Khusus ditetapkan 
melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah; dan

f.	 pembentukan kepengurusan Badan Khusus harus mempertim-
bangkan kompetensi yang sesuai dengan karakteristik dan bidang 
keahlian lembaga tersebut.

Pasal 3

Badan Khusus dapat melaksanakan kegiatan kerja sama dengan peng
urus wilayah atau cabang.

Pasal 4

(1)	 Masa khidmat pengurus Badan Khusus adalah 5 (lima) tahun dan 
dapat diperpanjang untuk satu kali masa khidmat berikutnya.

(2)	 Masa khidmat Badan Khusus tidak bersamaan dengan masa khid-
mat PBNU.

(3)	 PBNU dapat memberhentikan dan/atau mengganti pengurus 
Badan Khusus sebelum masa khidmatnya berakhir.
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BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS BADAN KHUSUS

Pasal 5

Pengurus Badan Khusus berhak mengusulkan pejabat di lingkungan 
Badan Khusus sesuai dengan kompetensi, tanggung jawab, profesio
nalitas, dan mematuhi prinsip-prinsip perkumpulan.

Pasal 6

Kewajiban pengurus Badan Khusus:
a.	 bekerja secara profesional dan bertanggung jawab terhadap ke-

majuan Badan Khusus dan bagian-bagiannya;
b.	 menyampaikan laporan secara periodik dan pada akhir masa 

khidmat Badan Khusus; dan/atau
c.	 laporan sebagaimana huruf a dan b mengikuti ketentuan yang 

diatur oleh PBNU.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan 
Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1)	 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nah
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dlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nah-
dlatul Ulama.

(2)	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tang-
gal ditetapkan.

Ditetapkan di	 : Jakarta
Pada tanggal 	 : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M  
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PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA 
NOMOR: 9 TAHUN 2022

TENTANG 
PERMUSYAWARATAN 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud 
dengan:
1.	 Permusyawaratan adalah suatu pertemuan yang dapat membuat 

keputusan dan ketetapan perkumpulan yang diikuti oleh struktur 
perkumpulan di bawahnya.

2.	 Muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam per-
kumpulan Nahdlatul Ulama. 

3.	 Musyawarah Nasional Alim Ulama merupakan forum permusya
waratan tertinggi setelah Muktamar yang dipimpin dan diseleng-
garakan oleh Pengurus Besar.

4.	 Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan tertinggi 
setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Peng
urus Besar.

5.	 Konferensi Wilayah adalah forum permusyawaratan tertinggi un-
tuk tingkat Wilayah.

6.	 Musyarawah Kerja Wilayah merupakan forum permusyawaratan 
tertinggi setelah Konferensi Wilayah yang dipimpin dan diseleng-
garakan oleh Pengurus Wilayah. 

7.	 Konferensi Cabang adalah forum permusyawaratan tertinggi un-
tuk tingkat Cabang 

8.	 Musyarawah Kerja Cabang merupakan forum permusyawaratan 
tertinggi setelah Konferensi Cabang yang dipimpin dan diseleng-
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garakan oleh Pengurus Cabang.
9.	 Konferensi Majelis Wakil Cabang adalah forum permusyawaratan 

tertinggi untuk tingkat Majelis Wakil Cabang.
10.	 Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang merupakan forum per-

musyawaratan tertinggi setelah Konferensi Majelis Wakil Cabang 
yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Majelis Wakil 
Cabang.

11.	 Musyawarah Ranting adalah forum permusyawaratan tertinggi 
untuk tingkat Ranting; 

12.	 Musyarawah Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan 
tertinggi setelah Musyawarah Ranting yang dipimpin dan dise
lenggarakan oleh Pengurus Ranting.

13.	 Musyawarah Anak Ranting adalah forum permusyawaratan ter
tinggi untuk tingkat Anak Ranting.

14.	 Musyawarah Kerja Anak Ranting merupakan forum permusya
waratan tertinggi setelah Musyawarah Anak Ranting yang dipim
pin dan diselenggarakan oleh PAR.

15.	 Peserta forum permusyawaratan adalah pihak yang memiliki hak 
untuk pengambilan suara dalam forum permusyawaratan.

16.	 Kuorum adalah jumlah minimum peserta forum permusya
waratan yang harus hadir dalam forum permusyawaratan.

17.	 Risalah Permusyawaratan adalah hasil rekaman lengkap permu
syawaratan dari pembukaan sampai penutupan, baik secara tertu-
lis, rekaman audio visual dan/atau menggunakan teknologi lain
nya.

18.	 Permusyawaratan serentak adalah pelaksanaan konferensi be-
berapa Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pengurus Cabang 
Nahdlatul Ulama yang dilakukan pada rentang waktu tahun yang 
sama.

19.	 PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
20.	 PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
21.	 PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
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22.	 PCINU adalah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama.
23.	 MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
24.	 PRNU adalah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
25.	 PARNU adalah Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama.

BAB II
PERMUSYAWARATAN

Pasal 2

Permusyawaratan di lingkungan Nahdlatul Ulama meliputi Permusya
waratan Tingkat Nasional dan Permusyawaratan Tingkat Daerah.

Pasal 3

Permusyawaratan Tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 terdiri dari:
a.	 Muktamar; 
b.	 Muktamat Luar Biasa;
c.	 Musyawarah Nasional Alim Ulama; dan
d.	 Konferensi Besar. 

Pasal 4

Permusyawaratan tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
2 terdiri dari:
a.	 Konferensi Wilayah; 
b.	 Musyarawah Kerja Wilayah; 
c.	 Konferensi Cabang/Konferensi Cabang Istimewa; 
d.	 Musyarawah Kerja Cabang; 
e.	 Konferensi Majelis Wakil Cabang;
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f.	 Musyarawah Kerja Majelis Wakil Cabang; 
g.	 Musyawarah Ranting; 
h.	 Musyarawah Kerja Ranting; 
i.	 Musyawarah Anak Ranting; dan
j.	 Musyawarah Kerja Anak Ranting. 

BAB III 
PESERTA 

Pasal 5

(1)	 Peserta permusyawaratan di semua tingkatan adalah pengurus 
Nahdlatul Ulama sesuai tingkatan masing-masing yang mendapat
kan mandat penuh yang diterbitkan oleh Pengurus Nahdlatul Ula-
ma yang ditandatangani oleh Rais ‘Aam/Rais Syuriah, Katib ‘Aam/
Katib, Ketua Umum/Ketua Tanfidziyah dan Sekretaris Jenderal/
Sekretaris di setiap tingkatan masing-masing.

(2)	 Dalam kondisi terjadi perbedaan surat mandat antara Syuriyah 
dan Tanfidziyah, Pengurus Nahdlatul Ulama setingkat di atasnya 
melakukan islah terlebih dahulu;

(3)	 Dalam hal kondisi islah tidak terpenuhi, mandat yang diakui ada-
lah yang ditandatangani oleh Rais ‘Aam/Rais Syuriyah dan Katib 
‘Aam/Katib sepanjang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat 
Harian Syuriyah dan Tanfidziyah di tingkatan masing-masing. 

BAB IV
FORUM PERMUSYAWARATAN TINGKAT NASIONAL

Pasal 6

(1)	 Muktamar membahas dan menetapkan: 
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a.	 laporan pertanggungjawaban PBNU yang disampaikan se-
cara tertulis; 

b.	 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 
c.	 garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama 5 (lima) ta-

hun; 
d.	 hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan; 
e.	 rekomendasi perkumpulan; 
f.	 Ahlul Halli wal ‘Aqdi; dan
g.	 memilih Ketua Umum PBNU. 

(2)	 Muktamar dipimpin dan diselenggarakan oleh PBNU sekali da-
lam 5 (lima) tahun. 

Pasal 7

(1)	 Muktamar dihadiri oleh: 

	 i.	 PBNU; 
	 ii.	 PWNU; 
	 iii.	PCNU; dan
	 iv.	 PCINU. 
(2)	 PWNU, PCNU dan PCINU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) 

yang memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan 
adalah PWNU PCNU dan PCINU yang memenuhi syarat sesuai 
dengan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Klasi
fikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan 
Nahdlatul Ulama dan Peraturan Perkumpulan lainnya.

(3)	 Muktamar dinyatakan sah apabila telah memenuhi kuorum yaitu 
dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) jumlah PWNU, PCNU dan PCINU 
yang sah. 

Pasal 8

(1)	 Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Rais ’Aam 



116 Keputusan Konferensi Besar NU Tahun 2022

dan/atau Ketua Umum PBNU melakukan pelanggaran berat ter-
hadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga 
Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(2)	 Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan seku-
rang-kurangnya setengah lebih satu dari keseluruhan jumlah 
PWNU, PCNU dan PCINU yang sah. 

(3)	 Muktamar Luar Biasa dipimpin dan diselenggarakan oleh PBNU.
(4)	 Ketentuan tentang peserta dan keabsahan Muktamar Luar Biasa 

mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 tentang 
Peserta Muktamar. 

Pasal 9

(1)	 Musyawarah Nasional Alim Ulama membicarakan masalah-masa
lah keagamaan yang menyangkut kehidupan umat dan bangsa. 

(2)	 Musyawarah Nasional Alim Ulama dihadiri oleh peserta forum 
permusyawaratan Pengurus Besar Pleno dan Pengurus Syuriyah 
Wilayah. 

(3)	 Musyawarah Nasional Alim Ulama dapat mengundang alim ula-
ma, pengasuh pondok pesantren dan tenaga ahli, baik dari dalam 
maupun dari luar PBNU sebagai peserta. 

(4)	 Musyawarah Nasional Alim Ulama dapat diselenggarakan atas 
permintaan sekurang-kurangnya separuh dari jumlah wilayah 
yang sah.

(5)	 Musyawarah Nasional Alim Ulama tidak dapat mengubah Anggar
an Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan NU, keputus
an Muktamar dan tidak memilih pengurus baru. 

(6)	 Musyawarah Nasional Alim Ulama diadakan sekurang-kurangnya 
2 (dua) kali dalam masa jabatan PBNU. 

Pasal 10

(1)	 Konferensi Besar membicarakan pelaksanaan keputusan-kepu
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tusan Muktamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan 
Peraturan Perkumpulan. 

(2)	 Konferensi Besar dihadiri oleh peserta Pleno PBNU dan PWNU. 
(3)	 Konferensi Besar tidak dapat mengubah Anggaran Dasar dan An-

ggaran Rumah Tangga perkumpulan NU, keputusan Muktamar 
dan tidak memilih pengurus baru. 

(4)	 Konferensi Besar adalah sah apabila telah memenuhi kuorum ya
itu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jum-
lah wilayah. 

(5)	 Konferensi Besar diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali da-
lam masa jabatan PBNU. 

BAB V
FORUM PERMUSYAWARATAN TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Forum Permusyawaratan Tingkat Wilayah

Pasal 11

(1)	 Konferensi Wilayah membicarakan dan menetapkan: 
a.	 laporan pertanggungjawaban PWNU yang disampaikan se-

cara tertulis; 
b.	 pokok-pokok program kerja PWNU 5 (lima) tahun merujuk 

kepada garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama; 
c.	 hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan; 
d.	 rekomendasi perkumpulan; 
e.	 Ahlul Halli wal ‘Aqdi; dan
f.	 memilih Ketua PWNU. 

(2)	 Konferensi Wilayah dipimpin dan diselenggarakan oleh PWNU 
sekali dalam 5 (lima) tahun. 
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Pasal 12

(1)	 Konferensi Wilayah yang diselenggarakan oleh PWNU yang ter-
masuk klasifikasi kelompok A dihadiri oleh: 
a.	 PWNU; 
b.	 PCNU; dan
c.	 MWCNU. 

(2)	 Konferensi Wilayah yang diselenggarakan oleh PWNU yang ter-
masuk klasifikasi kelompok B dan C dihadiri oleh: 
a.	 PWNU; dan
b.	 PCNU.

(3)	 Konferensi Wilayah yang diselenggarakan oleh PWNU yang ter-
masuk klasifikasi kelompok A dinyatakan sah apabila telah me-
menuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua 
pertiga) dari jumlah peserta dari PCNU dan MWCNU di daerah
nya. 

(4)	 Konferensi Wilayah yang diselenggarakan oleh PWNU yang ter-
masuk klasifikasi kelompok B dan C dinyatakan sah apabila telah 
memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 
(dua pertiga) dari jumlah PCNU di daerahnya.

(5)	 Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengi-
kuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpul
an Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan 
Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama. 

Pasal 13

(1)	 Musyarawah Kerja Wilayah membicarakan pelaksanaan keputus
an-keputusan Konferensi Wilayah dan mengkaji perkembangan 
perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat.

(2)	 Musyarawah Kerja Wilayah dihadiri oleh peserta Pleno PWNU 
dan PCNU.

(3)	 Musyarawah Kerja Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-ku-
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rangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah PCNU.
(4)	 Musyarawah Kerja Wilayah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) 

kali dalam masa jabatan PWNU. 
(5)	 Musyawarah Kerja Wilayah tidak dapat melakukan pemilihan 

pengurus. 

Bagian Kedua

Forum Permusyawaratan Tingkat Cabang 

Pasal 14

(1)	 Konferensi Cabang membicarakan dan menetapkan: 
a.	 laporan pertanggungjawaban PCNU yang disampaikan se-

cara tertulis; 
b.	 pokok-pokok program kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada 

pokok-pokok program kerja PWNU dan garis-garis besar pro-
gram kerja Nahdlatul Ulama; 

c.	 hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan; 
d.	 rekomendasi perkumpulan; 
e.	 Ahlul Halli wal ‘Aqdi; dan
f.	 memilih Ketua PCNU. 

(2)	 Konferensi Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh PCNU 
sekali dalam 5 (lima) tahun. 

Pasal 15

(1)	 Konferensi Cabang yang diselenggarakan oleh PCNU yang terma-
suk klasifikasi kelompok A dihadiri oleh: 
a.	 PCNU;
b.	 MWCNU; dan
c.	 PRNU.
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(2)	 Konferensi Cabang yang diselenggarakan oleh PCNU yang terma-
suk klasifikasi kelompok B dan C dihadiri oleh: 
a.	 PCNU; dan 
b.	 MWCNU.

(3)	 Konferensi Cabang yang diselenggarakan oleh PCNU yang ter-
masuk klasifikasi kelompok A dinyatakan sah apabila telah me-
menuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua 
pertiga) dari jumlah peserta dari MWCNU dan PRNU di daerah
nya. 

(4)	 Konferensi Cabang yang diselenggarakan oleh PCNU yang terma-
suk klasifikasi kelompok B dan C dinyatakan sah apabila telah me-
menuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua 
pertiga) dari jumlah MWCNU di daerahnya.

(5)	 Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengi-
kuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpul
an Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan 
Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama. 

Pasal 16

(1)	 Musyarawah Kerja Cabang membicarakan pelaksanaan keputus
an-keputusan Konferensi Cabang dan mengkaji perkembangan 
perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat. 

(2)	 Musyarawah Kerja Cabang dihadiri oleh peserta Pleno PCNU dan 
MWCNU.

(3)	 Musyarawah Kerja Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-ku-
rangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah MWCNU. 

(4)	 Musyarawah Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) 
kali dalam masa jabatan PCNU. 

(5)	 Musyawarah Kerja Cabang tidak dapat melakukan pemilihan 
pengurus. 
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Bagian Ketiga

Forum Permusyawaratan Tingkat Cabang Istimewa

Pasal 17

(1)	 Konferensi Cabang Istimewa membicarakan dan menetapkan: 
a.	 laporan pertanggungjawaban PCINU yang disampaikan se-

cara tertulis; 
b.	 pokok-pokok program kerja 2 (dua) tahun merujuk kepada 

garis-garis besar program kerja Nahdlatul Ulama; 
c.	 hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan; 
d.	 rekomendasi perkumpulan; 
e.	 Ahlul Halli wal ‘Aqdi; dan
f.	 memilih Ketua PCINU. 

(2)	 Konferensi Cabang Istimewa dipimpin dan diselenggarakan oleh 
PCINU sekali dalam 2 (dua) tahun. 

Pasal 18

(1)	 Konferensi Cabang Istimewa dihadiri oleh anggota. 
(2)	 Konferensi Cabang Istimewa dinyatakan sah apabila telah me-

menuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua 
pertiga) dari jumlah anggota. 

Bagian Keempat

Forum Permusyawaratan Tingkat Wakil Cabang 

Pasal 19

(1)	 Konferensi Wakil Cabang membicarakan dan menetapkan: 
a.	 laporan pertanggungjawaban MWCNU yang disampaikan se-
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cara tertulis; 
b.	 pokok-pokok program kerja 5 (lima) tahun merujuk pokok-

pokok program kerja PWNU dan PCNU; 
c.	 hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada 

umumnya; 
d.	 rekomendasi perkumpulan; 
e.	 Ahlul Halli wal ‘Aqdi; dan
f.	 memilih Ketua MWCNU. 

(2)	 Konferensi Wakil Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh 
MWCNU sekali dalam 5 (lima) tahun. 

Pasal 20

(1)	 Konferensi Wakil Cabang yang diselenggarakan oleh MWCNU 
yang termasuk klasifikasi kelompok A dihadiri oleh: 
a.	 MWCNU;
b.	 PRNU; dan
c.	 PARNU.

(2)	 Konferensi Wakil Cabang yang diselenggarakan oleh MWCNU 
yang termasuk klasifikasi kelompok B dan C dihadiri oleh: 
a.	 MWC; dan
b.	 PRNU.

(3)	 Konferensi Wakil Cabang yang diselenggarakan oleh MWCNU 
yang termasuk klasifikasi kelompok A dinyatakan sah apabila te
lah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 
2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta dari PRNU dan PARNU di 
daerahnya. 

(4)	 Konferensi Wakil Cabang yang diselenggarakan oleh MWCNU 
yang termasuk klasifikasi kelompok B dan C dinyatakan sah apa-
bila telah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kuran-
gnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PRNU di daerahnya.

(6)	 Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) meng
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ikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpul
an Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan 
Pengukuran Kinerja Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama. 

Pasal 21

(1)	 Musyarawah Kerja Wakil Cabang membicarakan pelaksanaan 
keputusan-keputusan Konferensi Majelis Wakil Cabang dan 
mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di te
ngah masyarakat. 

(2)	 Musyarawah Kerja Wakil Cabang oleh peserta Pleno MWCNU dan 
PRNU. 

(3)	 Musyarawah Kerja Wakil Cabang sah apabila dihadiri oleh seku-
rang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah PRNU. 

(4)	 Musyarawah Kerja Wakil Cabang diadakan sekurang-kurangnya 3 
(tiga) kali dalam masa jabatan MWCNU. 

(5)	 Musyawarah Kerja Wakil Cabang tidak dapat melakukan pemilih
an pengurus. 

Bagian Kelima

Forum Permusyawaratan Tingkat Ranting 

Pasal 22

(1)	 Musyawarah Ranting membicarakan dan menetapkan: 
a.	 laporan pertanggungjawaban PRNU yang disampaikan se-

cara tertulis; 
b.	 pokok-pokok program kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada 

pokok-pokok program kerja PCNU dan MWCNU; 
c.	 hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan; 
d.	 rekomendasi perkumpulan; 
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e.	 Ahlul Halli wal ‘Aqdi; dan 
f.	 memilih Ketua PRNU. 

(2)	 Musyawarah Ranting dipimpin dan diselenggarakan oleh PRNU 
sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 23

(1)	 Musyawarah Ranting yang diselenggarakan oleh PRNU yang ter-
masuk klasifikasi kelompok A dan B dihadiri oleh: 
a.	 PRNU;
b.	 PARNU; dan/atau
c.	 Anggota

(2)	 Musyawarah Ranting yang diselenggarakan oleh PRNU yang ter-
masuk klasifikasi kelompok A dan B dinyatakan sah apabila te
lah memenuhi kuorum yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 
2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta dari PARNU atau anggota di 
daerahnya. 

(3)	 Klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikuti keten-
tuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdla
tul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran 
Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama. 

Pasal 24

(1)	 Musyarawah Kerja Ranting membicarakan pelaksanaan keputus
an-keputusan Konferensi Ranting dan mengkaji perkembangan 
perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat. 

(2)	 Musyarawah Kerja Ranting dihadiri oleh peserta Pleno PRNU dan 
PARNU. 

(3)	 Musyarawah Kerja Ranting sah apabila dihadiri oleh sekurang-ku-
rangnya setengah lebih satu dari jumlah PARNU.

(4)	 Musyarawah Kerja Ranting diadakan sekurang-kurangnya 4 (em-
pat) kali dalam masa jabatan PRNU. 
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(5)	 Musyawarah Kerja Ranting tidak dapat melakukan pemilihan 
pengurus. 

Bagian Keenam

Forum Permusyawaratan Tingkat Anak Ranting 

Pasal 25

(1)	 Musyawarah Anggota membicarakan dan menetapkan: 
a.	 laporan pertanggungjawaban PARNU yang disampaikan se-

cara tertulis; 
b.	 pokok-pokok program kerja 5 (lima) tahun merujuk kepada 

pokok-pokok program kerja MWCNU dan PRNU; 
c.	 hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan; 
d.	 rekomendasi perkumpulan; 
e.	 Ahlul Halli Wal ‘Aqdi; dan
f.	 memilih Ketua PARNU. 

(2)	 Musyawarah Anggota dipimpin dan diselenggarakan oleh PARNU 
sekali dalam 5 (lima) tahun. 

Pasal 26

(1)	 Musyawarah Anggota dihadiri oleh: 
a.	 PARNU; dan 
b.	 Anggota NU. 

(2)	 Musyawarah Anak Ranting sah apabila telah memenuhi kuorum 
yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari 
jumlah anggota. 
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Pasal 27

(1)	 Musyawarah Kerja Anggota membicarakan pelaksanaan keputus
an-keputusan Musyawarah Anak Ranting dan mengkaji perkem-
bangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat. 

(2)	 Musyawarah Kerja Anggota dihadiri oleh anggota Pleno PAR. 
(3)	 Musyawarah Kerja Anggota sah apabila dihadiri oleh setengah 

lebih satu dari jumlah anggota. 
(4)	 Musyawarah Kerja Anggota diadakan sekurang-kurangnya lima 

kali dalam masa jabatan PAR.
(5)	 Musyawarah Kerja Anggota tidak dapat melakukan pemilihan 

pengurus. 

BAB VI
TATA CARA PERMUSYAWARATAN 

Pasal 28

(1)	 Surat undangan kepada peserta forum permusyawaratan disam-
paikan kepada peserta forum permusyawaratan dalam jangka 
waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan forum 
permusyawaratan disertai dengan pokok bahasan dan materi fo-
rum permusyawaratan.

(2)	 Surat undangan forum permusyawaratan di tingkat nasional 
ditandatangani oleh Rais ‘Aam, Katib ‘Aam, Ketua Umum dan Sek-
retaris Jenderal; 

(3)	 Surat undangan forum permusyawaratan di tingkat wilayah, 
cabang/cabang istimewa, anak cabang, ranting dan anak ranting 
ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris di tingkatan 
masing-masing.

(4)	 Dalam kondisi tertentu, surat undangan permusyawaratan ting-
kat nasional dapat ditandatangani hanya oleh Rais ‘Aam.
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(5)	 Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) manaka-
la terjadi perbedaan penandatanganan surat undangan antara 
Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 29

(1)	 Peserta forum permusyawaratan wajib menandatangani daftar 
hadir sebelum menghadiri forum permusyawaratan;

(2)	 Kehadiran peserta forum permusyawaratan menjadi dasar bagi 
kepemilikan hak untuk pengambilan keputusan dan perhitungan 
kuorum.

Pasal 30

(1)	 Forum permusyawaratan dipimpin oleh pimpinan sidang yang di-
tunjuk penyelenggara forum permusyawaratan. 

(2)	 Pimpinan sidang wajib dan bertanggung jawab untuk menjaga 
agar forum permusyawaratan berjalan sesuai dengan tata tertib.

(3)	 Tata tertib ditetapkan terlebih dahulu oleh pimpinan sidang dan 
tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Ru-
mah Tangga dan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

BAB VII
RISALAH DAN LAPORAN FORUM PERMUSYAWARATAN

Pasal 31

(1)	 Untuk setiap forum permusyawaratan dibuat risalah dan laporan 
yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris pimpinan sidang.

(2)	 Risalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah catatan 
forum permusyawaratan yang dibuat secara lengkap dan berisi 
seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam forum per-
musyawaratan serta dilengkapi dengan catatan tentang:
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a.	 jenis forum permusyawaratan;
b.	 hari dan tanggal forum permusyawaratan;
c.	 tempat forum permusyawaratan;
d.	 acara forum permusyawaratan;
e.	 waktu pembukaan dan penutupan forum permusyawaratan;
f.	 ketua dan sekretaris pimpinan sidang;
g.	 jumlah dan nama peserta forum permusyawaratan yang 

menandatangani daftar hadir; dan
h.	 undangan yang hadir.

(3)	 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpul
an dan/atau keputusan forum permusyawaratan.

BAB VIII
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 32

(1)	 Forum permusyawaratan dapat mengambil keputusan jika me-
menuhi kuorum.

(2)	 Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 
pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mu-
fakat.

(3)	 Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud 
pada Ayat (2) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan su-
ara terbanyak.

Pasal 33

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah pe-
serta forum permusyawaratan yang hadir diberi kesempatan untuk 
mengemukakan pendapat serta saran yang telah dipandang cukup 
untuk diterima oleh forum permusyawaratan sebagai sumbangan 
pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang di-
musyawarahkan.



129Bagian Dua: Keorganisasian

Pasal 34

Keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat diambil jika keputusan 
berdasarkan mufakat tidak dapat dilakukan, kecuali untuk pemilihan 
Rais ‘Aam atau Rais dengan sistem Ahlul Halli wal ‘Aqdi sebagaimana 
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 35

(1)	 Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat 
dilakukan secara terbuka atau secara tertutup.

(2)	 Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara ter-
buka dilakukan jika menyangkut kebijakan perkumpulan.

(3)	 Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara ter-
tutup dilakukan jika menyangkut orang. 

Pasal 36

(1)	 Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, meno-
lak, atau tidak menyatakan pilihan atau abstain dilakukan oleh 
peserta forum permusyawaratan yang hadir dengan cara lisan, 
mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang 
disepakati oleh peserta forum permusyawaratan.

(2)	 Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara lang
sung setiap suara peserta forum permusyawaratan.

(3)	 Peserta forum permusyawaratan yang meninggalkan sidang di-
anggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

Pasal 37

(1)	 Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan menulis nama 
calon, tanpa mencantumkan tandatangan atau tanda lain yang 
dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara.

(2)	 Pemberian suara secara tertutup dapat dilakukan dengan cara 
lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaan.



130 Keputusan Konferensi Besar NU Tahun 2022

Pasal 38

Setiap keputusan forum permusyawaratan, baik berdasarkan mu
syawarah untuk mencapai mufakat maupun berdasarkan suara 
terbanyak bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam 
pengambilan keputusan.

BAB IX
HAK SUARA

Pasal 39

(1)	 Dalam Muktamar, setiap PWNU dan PCNU yang dinyatakan sah 
mempunyai 1 (satu) hak suara, selain suara tambahan sebagaima-
na diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ten-
tang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Per-
kumpulan Nahdlatul Ulama.

(2)	 Dalam Konferensi Wilayah, setiap PCNU dan/atau MWCNU 
yang dinyatakan sah mempunyai 1 (satu) hak suara, selain su-
ara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpul
an Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan 
Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(3)	 Dalam Konferensi Cabang, setiap MWCNU dan/atau PRNU 
yang dinyatakan sah mempunyai 1 (satu) hak suara, selain su-
ara tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpul
an Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan 
Pengukuran Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(4)	 Dalam Konferensi Majelis Wakil Cabang, setiap PRNU yang din-
yatakan sah mempunyai 1 (satu) hak suara, selain suara tambah-
an sebagaimana diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul 
Ulama tentang Klasifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran 
Kinerja Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(5)	 Dalam Musyawarah Ranting, setiap PARNU atau anggota yang 
dinyatakan sah mempunyai 1 (satu) hak suara.
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(6)	 Dalam Musyawarah Anggota setiap anggota mempunyai 1 (satu) 
hak suara.

(7)	 Pengurus demisioner di semua tingkatan tidak memiliki hak suara.
	
	

BAB X
PENYELENGGARAAN

Pasal 40

(1)	 Forum permusyawaratan diselenggarakan oleh kepengurusan 
Nahdlatul Ulama yang sah.

(2)	 Kepengurusan Nahdlatul Ulama yang sah sebagaimana dimaksud 
dalam Ayat (1) apabila masa khidmat kepengurusan dimaksud 
masih berlaku sesuai Surat Keputusan.

(3)	 Dalam hal masa khidmat kepengurusan Nahdlatul Ulama telah 
berakhir, berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana di
atur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Kla-
sifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan 
Nahdlatul Ulama, kepengurusan yang masuk Kategori 1 dan Kate-
gori 2 dapat diberikan perpanjangan masa khidmat untuk kepen
tingan permusyawaratan serentak. 

(4)	 Dalam hal masa khidmat kepengurusan Nahdlatul Ulama telah 
berakhir, berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana di
atur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Kla-
sifikasi Struktur Organisasi dan Pengukuran Kinerja Perkumpulan 
Nahdlatul Ulama, kepengurusan yang masuk Kategori 3 dapat 
dikenakan mekanisme karteker untuk kepentingan permusya
waratan serentak. 

(5)	 Ketentuan mengenai perpanjangan masa khidmat dan karteker 
untuk kepentingan permusyawaratan serentak sebagaimana di-
maksud dalam ayat (3) dan (4) akan diatur dalam Surat Keputu-
san PBNU.
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Pasal 41

Penyelenggaraan forum permusyawaratan dilaksanakan oleh pani-
tia penyelenggara yang ditetapkan dalam Rapat Harian Syuriyah dan 
Tanfidziyah di tingkatan masing-masing melalui Surat Keputusan oleh 
Pengurus Nahdlatul Ulama yang sah.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

(1)	 Pelaksanaan permusyawaratan serentak akan diberlakukan sejak 
tahun 2027;

(2)	 Pelaksanaan konferensi sebelum dilaksanakannya permusya
waratan serentak sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti 
ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ten-
tang Tata Cara Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan;

(3)	 Dalam pelaksanaan permusyawaratan serentak sebagaimana di-
maksud ayat (1), PWNU dan PCNU yang dalam pengukuran kiner-
ja masuk kategori 1 dan 2, maka masa khidmat kepengurusannya 
akan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan permusyawaratan 
terdekat;

(4)	 Dalam pelaksanaan permusyawaratan serentak sebagaimana di-
maksud ayat (1), PWNU dan PCNU yang dalam pengukuran kiner-
ja masuk kategori 3, maka dibentuk kepengurusan karteker.

Pasal 42

(1)	 Pasal dan/atau ayat dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ula-
ma ini yang mengikuti ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan 
Nahdlatul Ulama tentang Klasifikasi Struktur dan Pengukuran 
Kinerja berlaku sejak tanggal Peraturan Perkumpulan dimaksud 
ditetapkan.
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(2)	 Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkum-
pulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

(1)	 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nah
dlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nah-
dlatul Ulama.

(2)	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tang-
gal ditetapkan

Ditetapkan di	 : Jakarta
Pada tanggal 	 : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M  
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PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 10 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA RAPAT

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud 
dengan:
1.	 Rapat adalah suatu pertemuan dalam rangka membuat keputus

an dan ketetapan perkumpulan yang dilakukan di masing-masing 
tingkat kepengurusan. 

2.	 Keputusan dan ketetapan adalah hasil musyawarah yang diper-
oleh dari rapat. 

3.	 Kuorum rapat adalah batas jumlah minimum peserta rapat se-
bagai syarat sah dilaksanakannya rapat.

4.	 Peserta adalah pihak yang terlibat dan ikut menentukan sah tidak
nya rapat. 

5.	 Pemimpin rapat adalah pengurus perkumpulan yang bertang
gung jawab mengatur jalannya rapat. 

6.	 Sekretaris rapat adalah pengurus perkumpulan yang bertanggung 
jawab mencatat pembicaraan, keputusan dan ketetapan hasil ra-
pat. 

7.	 Risalah rapat adalah hasil rekaman lengkap rapat dari pembu-
kaan sampai penutupan, baik secara tertulis, rekaman audio visu-
al dan/atau menggunakan teknologi lainnya.

8.	 Rapat-rapat lain adalah rapat yang diselenggarakan sesuai kebu-
tuhan perkumpulan.
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BAB II
JENIS RAPAT

Pasal 2

Jenis-jenis rapat terdiri dari: 
a.	 Rapat Kerja Nasional; 
b.	 Rapat Pleno; 
c.	 Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah; 
d.	 Rapat Harian Syuriyah; 
e.	 Rapat Harian Tanfidziyah; dan
f.	 rapat-rapat lain. 

Pasal 3

Rapat dapat dilakukan secara:
a.	 luar jaringan (luring/offline);
b.	 dalam jaringan (daring/online); dan/atau 
c.	 luar jaringan dan dalam jaringan (hybrid).

BAB III
RAPAT KERJA NASIONAL

Pasal 4

(1)	 Rapat Kerja Nasional adalah rapat untuk membicarakan perenca-
naan, penjabaran dan pengendalian operasionalisasi keputusan 
Muktamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Be-
sar. 

(2)	 Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Pengurus Besar Lengkap Syuri-
yah, Pengurus Besar Lengkap Tanfidziyah, dan Pengurus Harian 
Lembaga. 
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(3)	 Rapat Kerja Nasional diadakan satu kali dalam setahun.
(4)	 Rapat Kerja Nasional yang pertama diadakan selambat-lambat

nya 3 (tiga) bulan setelah Muktamar.
(5)	 Rapat Kerja Nasional sebagaimana ayat (3) dilaksanakan setiap 

awal tahun untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
(6)	 Rapat Kerja Nasional tidak membuat keputusan yang menjadi 

kewenangan Muktamar, Musyawarah Nasional Alim Ulama dan 
Konferensi Besar. 

(7)	 Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional diputuskan dalam Rapat Hari-
an Syuriyah dan Tanfidziyah.

Pasal 5

(1)	 Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Rais ‘Aam dan Ketua Umum. 
(2)	 Rais ‘Aam dan Ketua Umum dapat mendelagasikan tugasnya se-

bagai pimpinan Rapat Kerja Nasional kepada jajaran pengurus di 
bawahnya . 

Pasal 6

(1)	 Hasil Rapat Kerja Nasional termasuk berita acara harus ditan-
datangani oleh pimpinan rapat. 

(2)	 Apabila pimpinan rapat berhalangan, dokumen hasil rapat ditan-
datangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk sebagaimana Pasal 
5 Ayat (2). 

(3)	 Keputusan Rapat Kerja Nasional mengikat seluruh unsur pengu-
rus dan dapat mengoreksi/membatalkan keputusan Rapat Pleno. 
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BAB IV  
RAPAT PLENO

Pasal 7

(1)	 Rapat Pleno adalah rapat yang dilaksanakan oleh perkumpulan 
yang dihadiri oleh Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Peng
urus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga, dan Ketua Umum/Ke
tua Badan Otonom sesuai tingkatannya. 

(2)	 Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali. 
(3)	 Rapat Pleno membicarakan pelaksanaan program kerja dan/atau 

hal-hal lain yang perlu diputuskan oleh tingkatan kepengurusan 
masing-masing.

(4)	 Pemberitahuan pelaksanaan rapat pleno dan agenda rapat disam-
paikan secara resmi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum 
hari pelaksanaan baik melalui surat elektronik dan/atau surat 
fisik (hard file).

Pasal 8

(1)	 Rapat Pleno dipimpin oleh Rais Aam/Rais sesuai tingkatannya. 
(2)	 Rais ‘Aam/Rais dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada 

Ketua Umum/Ketua. 

Pasal 9

(1)	 Hasil-hasil Rapat Pleno, termasuk berita acara harus ditandata
ngani oleh Rais ‘Aam/Rais/Wakil Rais, Katib ‘Aam/Katib/Wakil 
Katib sesuai tingkatannya. 

(2)	 Apabila Rais ‘Aam/Rais, Katib ‘aam/Katib berhalangan maka do-
kumen hasil rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang di-
tunjuk. 

(3)	 Hasil-hasil Rapat Pleno mengikat seluruh unsur organisasi dan 
dapat mengoreksi atau membatalkan keputusan Rapat Harian 
Syuriyah dan Tanfidziyah. 



139Bagian Dua: Keorganisasian

BAB V
RAPAT HARIAN SYURIYAH DAN TANFIDZIYAH

Pasal 10

(1)	 Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dihadiri oleh pengurus ha-
rian Syuriyah dan Tanfidziyah di tingkatan kepengurusan masing-
masing. 

(2)	 Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dilaksanakan seku-
rang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. 

(3)	 Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah membahas kelembagaan 
perkumpulan, pelaksanaan dan pengembangan program kerja. 

(4)	 Materi Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah adalah laporan 
pelaksanaan program dan kegiatan oleh Pengurus Harian Tanfi
dziyah kepada Pengurus Harian Syuriyah. 

(5)	 Materi rapat harus disampaikan kepada peserta rapat sebelum ra-
pat dilaksanakan; 

(6)	 Pemberitahuan pelaksanaan dan agenda Rapat Harian Syuriyah 
dan Tanfidziyah disampaikan secara resmi selambat-lambatnya 
7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan baik melalui surat elek-
tronik dan/atau surat fisik (hard file).

 
Pasal 11

(1)	 Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah dipimpin oleh Rais Aam/
Rais. 

(2)	 Rais ‘Aam dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil 
Rais Aam/Wakil Rais. 

Pasal 12

(1)	 Dokumen-dokumen hasil Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidzi-
yah ditandatangani oleh Rais ‘Aam/Rais, Katib ‘Aam/Katib, Ketua 
Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua, Sekretaris Jenderal/Wakil Sek-
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retaris Jenderal/Sekretaris/Wakil Sekretaris sesuai tingkatannya. 
(2)	 Apabila Rais ‘Aam/Rais berhalangan maka dokumen hasil rapat 

ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk. 
(3)	 Keputusan Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah mengikat 

seluruh pengurus harian Syuriyah dan Tanfidziyah dan dapat 
mengoreksi atau membatalkan keputusan Rapat Harian Syuriyah 
dan atau keputusan Rapat Harian Tanfidziyah. 

(4)	 Risalah dan/atau hasil keputusan Rapat Harian Syuriyah dan 
Tanfidziyah dibagikan kepada peserta rapat pada hari yang sama 
setelah rapat berakhir

BAB VI
RAPAT HARIAN SYURIYAH

Pasal 13

(1)	 Rapat Harian Syuriyah dihadiri oleh pengurus harian Syuriyah 
dan dapat mengikut sertakan Mustasyar.

(2)	 Rapat Harian Syuriyah diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bu-
lan sekali.

(3)	 Rapat Harian Syuriyah membahas kelembagaan perkumpulan, 
pelaksanaan dan pengembangan program kerja. 

(4)	 Rapat Harian Syuriyah melalui pengurus harian Tanfidziyah da-
lam hal ini Sekretaris Jenderal/Sekretaris dapat mengundang lem-
baga, Badan Khusus dan Badan Otonom. 

(5)	 Pemberitahuan pelaksanaan Rapat Harian Syuriyah dan agenda 
rapat disampaikan secara resmi selambat-lambatnya 7 (tujuh) 
hari sebelum hari pelaksanaan baik melalui surat elektronik dan/
atau surat fisik (hard file).
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Pasal 14

(1)	 Rapat Harian Syuriyah dipimpin oleh Rais Aam/Rais. 
(2)	 Rais ‘Aam dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepada Wakil 

Rais Aam/Wakil Rais. 

Pasal 15 

(1)	 Dokumen-dokumen hasil Rapat Harian Syuriyah ditandatangani 
oleh Rais ‘Aam/Rais. 

(2)	 Apabila Rais ‘Aam/Rais berhalangan maka dokumen hasil rapat 
ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk. 

(3)	 Keputusan Rapat Harian Syuriyah mengikat seluruh pengurus ha-
rian Syuriyah.

BAB VII
RAPAT HARIAN TANFIDZIYAH

Pasal 16

(1)	 Rapat Harian Tanfidziyah dihadiri oleh Pengurus Harian Tanfidzi-
yah.

(2)	 Rapat Harian Tanfidziyah dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 
(dua) bulan sekali. 

(3)	 Rapat Harian Tanfidziyah membahas kelembagaan perkumpulan, 
pelaksanaan dan perkembangan program kerja. 

(4)	 Rapat Harian Tanfidziyah dapat mengundang pengurus harian 
Lembaga, Badan Khusus dan Badan Otonom.

(5)	 Pemberitahuan pelaksanaan Rapat Harian Tanfidziyah dan agen-
da rapat disampaikan secara resmi selambat-lambatnya 7 (tujuh) 
hari sebelum hari pelaksanaan baik melalui surat elektronik dan/
atau surat fisik (hard file).
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Pasal 17

(1)	 Rapat Harian Tanfidziyah dipimpin oleh Ketua Umum/Ketua. 
(2)	 Ketua Umum/Ketua dapat mendelegasikan pimpinan rapat kepa-

da Wakil Ketua Umum/Ketua/Wakil Ketua.

Pasal 19

(1)	 Dokumen-dokumen hasil Rapat Harian Tanfidziyah ditandata
ngani oleh Ketua Umum/Ketua. 

(2)	 Apabila Ketua Umum/Ketua berhalangan maka dokumen hasil 
rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat yang ditunjuk. 

(3)	 Keputusan Rapat Harian Tanfidziyah mengikat seluruh Pengurus 
Harian Tanfidziyah. 

(4)	 Risalah dan/atau hasil keputusan Rapat Harian Tanfidziyah 
dibagikan kepada peserta rapat dan dilaporkan kepada Rais Aam/
Rais pada hari yang sama setelah rapat berakhir. 

BAB VIII
RAPAT-RAPAT LAIN

Pasal 20 

(1)	 Rapat yang diselenggarakan sesuai kebutuhan yang diperlukan 
oleh perkumpulan di lingkungan Nahdlatul Ulama seperti Rapat 
Mustasyar, rapat koordinasi antar Lembaga, Badan Khusus dan 
Badan Otonom Nahdlatul Ulama. 

(2)	 Keputusan rapat ini bersifat koordinatif, tidak mengikat dan dapat 
dikoreksi pada Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah. 

(3)	 Administrasi rapat-rapat lain dilakukan oleh Pengurus Harian 
Tanfidziyah di semua tingkatan melalui kesekjenan/kesekretari-
atan.
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BAB IX
KUORUM RAPAT

Pasal 21

(1)	 Setiap rapat harus memenuhi kuorum. 
(2)	 Rapat dianggap kuorum apabila dihadiri oleh setengah lebih satu 

dari jumlah peserta rapat yang seharusnya. 
(3)	 Apabila Ayat (2) tidak tercapai, rapat ditunda selama 1x30 (satu 

kali tiga puluh) menit untuk menghadirkan peserta.
(4)	 Rapat dianggap kuorum dan sah setelah batas waktu penundaan 

berakhir. 
(5)	 Peserta rapat yang memberitahukan ketidakhadirannya secara 

lisan atau tertulis dianggap hadir untuk memenuhi syarat kuo-
rum.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

(1)	 Teknis administrasi rapat-rapat dilakukan oleh Pengurus Harian 
Tanfidziyah melalui kesekjenan/kesekretariatan.

(2)	 Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkum-
pulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

(1)	 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nah
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dlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nah-
dlatul Ulama.

(2)	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tang-
gal ditetapkan

Ditetapkan di	 : Jakarta
Pada tanggal 	 : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M  
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PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 11 TAHUN 2022

TENTANG
KLASIFIKASI STRUKTUR DAN PENGUKURAN KINERJA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud 
dengan:
1.	 Pengukuran adalah penilaian parameter kinerja dengan melihat 

indikator-indikator yang telah ditentukan. 
2.	 Kinerja adalah prestasi dalam mengimplementasikan rencana 

program dan kegiatan perkumpulan.
3.	 Klasifikasi adalah pembagian kategori struktur Perkumpulan 

Nahdlatul Ulama sesuai ukuran yang telah ditetapkan.
4.	 Struktur perkumpulan adalah tingkat kepengurusan perkumpul

an Nahdlatul Ulama berjenjang dari Pengurus Anak Ranting sam-
pai Pengurus Besar.

5.	 Perangkat perkumpulan adalah lembaga dan badan otonom di 
lingkungan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

6.	 Indikator adalah alat ukur yang digunakan dalam menilai kinerja 
kepengurusan Nahdlatul Ulama.

7.	 Aktivitas Wajib Perkumpulan adalah kegiatan yang wajib diseleng-
garakan oleh struktur kepengurusan di setiap jenjang sesuai Ang-
garan Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perkumpul
an.

8.	 Aset perkumpulan adalah segala sesuatu yang dimiliki Nahdlatul 
Ulama berupa harta baik bendawi maupun non bendawi.

9.	 Penghargaan adalah pemberian kehormatan kepada kepengu-
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rusan yang telah berhasil mencapai indikator dan kriteria se-
bagaimana disyaratkan.

10.	 Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetap
an kinerja.

11.	 Kategori adalah sebutan hasil pengukuran kinerja. 
12.	 Lailatul ijtima adalah sebutan kegiatan keagamaan pada malam 

hari yang dilaksanakan di lingkungan Nahdlatul Ulama.
13.	 Pondok pesantren induk adalah pondok pesantren utama yang 

memiliki kesejarahan dengan Nahdlatul Ulama yang telah ber
khidmat, berjasa, dan berkontribusi terhadap perkembangan dan 
kemajuan Nahdlatul Ulama.

14.	 Pendidikan tinggi adalah sebutan untuk perguruan tinggi di 
lingkungan Nahdlatul Ulama.

15.	 Ma’had ali adalah sebutan perguruan tinggi di lingkungan pondok 
pesantren Nahdlatul Ulama yang mengkhususkan pada pengkaji-
an kitab kuning.

16.	 PBNU adalah singkatan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
17.	 PWNU adalah singkatan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
18.	 PCNU adalah singkatan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama. 
19.	 PCINU adalah singkatan dari Pengurus Cabang Istimewa Nahdla

tul Ulama. 
20.	 MWCNU adalah singkatan dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul 

Ulama.
21.	 PRNU adalah singkatan dari Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
22.	 PARNU adalah singkatan dari Pengurus Anak Ranting Nahdlatul 

Ulama.
23.	 PD-PKPNU adalah singkatan dari Pendidikan Dasar-Pendidikan 

Kader Penggerak Nahdlatul Ulama.
24.	 PMKNU adalah singkatan dari Pendidikan Menengah Kepemim

pinan Nahdlatul Ulama.
25.	 AKN-NU adalah singkatan dari Akademi Kepemimpinan Nasion-
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al Nahdlatul Ulama.
26.	 PPWK adalah singkatan dari Pendidikan dan Pengembangan Wa-

wasan Keulamaan.
27.	 Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama, selanjutnya dising-

kat LP Maarif NU, adalah perangkat perkumpulan yang bertugas 
melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan dan pengajaran 
formal.

28.	 Lembaga Wakaf dan Pertanahan Nahdlatul Ulama, selanjutnya 
disingkat LWPNU, adalah perangkat perkumpulan yang bertugas 
mengurus tanah dan bangunan serta harta benda wakaf lainnya 
milik Nahdlatul Ulama.

29.	 Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama, selanjutnya di
singkat LPTNU, adalah perangkat perkumpulan yang bertugas 
mengembangkan pendidikan tinggi Nahdlatul Ulama.

30.	 BPPTNU adalah singkatan dari Badan Pengembangan Perguruan 
Tinggi Nahdlatul Ulama.

31.	 BPPPNU adalah singkatan dari Badan Pelaksana Penyelenggara 
Pendidikan Nahdlatul Ulama.

32.	 BUMNU adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Nahdlatul Ula-
ma yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Per-
kumpulan Nahdlatul Ulama melalui penyertaan secara langsung 
yang berasal dari kekayaan Nahdlatul Ulama yang dipisahkan.

33.	 RA adalah singkatan dari Raudhatul Athfal.
34.	 PAUD adalah singkatan dari Pendidikan Anak Usia Dini.
35.	 TPQ adalah singkatan dari Taman Pendidikan Al-Qur’an.
36.	 MI adalah singkatan dari Madrasah Ibtidaiyah.
37.	 SD adalah singkatan dari Sekolah Dasar.
38.	 MDT adalah singkatan dari Madrasah Diniyah Takmiliyah.
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BAB II
TINGKAT KEPENGURUSAN DAN PERANGKAT PERKUMPULAN

Pasal 2

Tingkat kepengurusan dalam perkumpulan Nahdlatul Ulama terdiri 
dari: 
a.	 PBNU untuk tingkat nasional dan berkedudukan di Ibukota Nega-

ra;
b.	 PWNU untuk tingkat provinsi dan berkedudukan di wilayahnya;
c.	 PCNU untuk tingkat kabupaten/kota dan berkedudukan di 

wilayahnya;
d.	 PCINU untuk perwakilan Nahdlatul Ulama di luar negeri dan 

berkedudukan di wilayah negara bersangkutan;
e.	 MWCNU untuk tingkat kecamatan dan berkedudukan di wila

yahnya;
f.	 PRNU untuk tingkat kelurahan/desa dan berkedudukan di 

wilayahnya dan/atau sesuai ketentuan yang dimaksud dalam 
Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama; dan

g.	 PARNU untuk kelompok dan/atau suatu komunitas dan 
berkedudukan di wilayahnya.

BAB III
INDIKATOR KINERJA DAN KLASIFIKASI

Pasal 3

(1)	 Pengukuran kinerja perkumpulan menggunakan indikator se-
bagai berikut: 
a.	 kelengkapan dan pengembangan struktur perkumpulan;
b.	 kelengkapan aset perkumpulan;
c.	 aktivitas wajib perkumpulan dan kaderisasi;
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d.	 tertib administrasi dan kepatuhan tata aturan perkumpulan;
e.	 layanan keagamaan;
f.	 layanan pendidikan;
g.	 layanan kesehatan; dan
h.	 kinerja pengembangan unit usaha.

(2)	 Ketentuan dan perincian indikator sebagaimana disebutkan pada 
Ayat (1) ditetapkan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Bidang 
Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi.

Pasal 4

Struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama diklasifikasikan sebagai beri-
kut: 
a.	 struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama tingkat PWNU, PCNU 

dan MWCNU diklasifikasikan berdasarkan kelompok A, B dan C;
b.	 PRNU diklasifikasikan berdasarkan kelompok A dan B;
c.	 klasifikasi PWNU dan PCNU ditetapkan oleh PBNU atas dasar 

keputusan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama;
d.	 klasifikasi MWCNU ditetapkan oleh PWNU;
e.	 klasifikasi PRNU ditetapkan oleh PCNU;
f.	 PWNU dan PCNU yang melakukan penetapan klasifikasi harus 

sudah lulus dalam hal penilaian kinerja;
g.	 dalam hal PWNU dan PCNU di wilayah tersebut belum selesai 

proses pengukuran kinerjanya dan/atau dinyatakan tidak lulus 
dalam proses penilaian kinerja, maka klasifikasi MWCNU dan 
PRNU ditetapkan oleh kepengurusan 2 (dua) tingkat di atasnya.

Pasal 5

Struktur kepengurusan yang dapat diklasifikasi pada kelompok A se-
bagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a didasarkan pada parameter beri-
kut:
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a.	 populasi penduduk;
b.	 jumlah data penduduk muslim lebih dari 60% (enam puluh per

sen) pada wilayah tersebut;
c.	 wilayah yang warganya diasumsikan sebagai basis kultural NU;
d.	 jarak teritorial antar wilayah di dalamnya relatif terjangkau; dan
e.	 ketentuan huruf a dan b dalam pasal ini mengacu pada data resmi 

pemerintah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 6

Struktur kepengurusan dapat diklasifikasi pada kelompok B sebagaima-
na dimaksud Pasal 4 huruf a didasarkan pada parameter berikut:
a.	 populasi penduduk;
b.	 jumlah data penduduk muslim lebih dari 40% (empat puluh per

sen) pada wilayah tersebut;
c.	 jarak teritorial antar wilayah di dalamnya relatif berjauhan; dan
d.	 ketentuan huruf a dan b dalam pasal ini mengacu pada data resmi 

pemerintah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Pasal 7

Struktur kepengurusan yang dapat diklasifikasi pada kelompok C se-
bagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a didasarkan pada parameter beri-
kut:
a.	 populasi penduduk;
b.	 jumlah data penduduk muslim kurang dari 40% pada wilayah 

tersebut;
c.	 wilayah yang tergolong ke dalam daerah tertinggal, terdepan, dan 

terluar;
d.	 jarak teritorial antar wilayah di dalamnya berjauhan; dan
e.	 ketentuan huruf a, b, c dan d sebagaimana disebutkan dalam pasal 

ini mengacu berdasarkan data resmi pemerintah yang dikeluar-
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kan oleh Badan Pusat Statistik dan/atau instansi yang berwenang.

BAB IV
RUANG LINGKUP DAN KRITERIA PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup dan Kriteria Penilaian Kinerja Klasifikasi Kelompok A

Pasal 8

Ruang lingkup struktur kepengurusan yang diukur dan menjadi objek 
pengukuran kinerja adalah:
a.	 ruang lingkup struktur kepengurusan pada PWNU; 
b.	 ruang lingkup struktur kepengurusan pada PCNU;
c.	 ruang lingkup struktur kepengurusan pada MWCNU; dan
d.	 ruang lingkup struktur kepengurusan pada PRNU.

Pasal 9

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PWNU pada klasifi-
kasi kelompok A sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 yaitu:
a.	 setiap permusyawaratan wilayah melibatkan PCNU dan MWCNU 

sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
b.	 mempunyai 100% PCNU yang aktif dalam menjalankan aktivitas 

perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
c.	 mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tra-

disi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seper-
ti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra’ 
mi’raj, rajabiyah dan lain-lain;

d.	 mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturrahim se-
cara intensif dengan pondok pesantren induk di wilayahnya yang 
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mempunyai peran penting dalam sejarah NU ditandai dengan 
menyelenggarakan kegiatan atau halaqah yang melibatkan pon-
dok pesantren tersebut; 

e.	 memiliki kantor permanen yang tanahnya diwakafkan atau ber-
sertifikat atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama;

f.	 melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai 
AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul 
Ulama dan peraturan lainnya;

g.	 secara rutin mengirimkan peserta untuk mengikuti AKN-NU; 
h.	 melaksanakan PPWK minimal dua kali dalam satu masa khidmat 

kepengurusan;
i.	 melaksanakan dan/atau mengkoordinir PMKNU minimal satu 

kali dalam satu tahun di setiap cabang pada wilayah tersebut;
j.	 mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tinggi/

ma’had ali yang berbadan hukum Nahdlatul Ulama (BPPT-NU) 
atau yayasan yang menempatkan Rais ‘Aam/Rais Syuriah PWNU 
atau Ketua Umum PBNU/Ketua PWNU secara ex officio menjadi 
ketua dewan pembinanya;

k.	 mempunyai rumah sakit minimal tipe D berbadan hukum Nah-
dlatul Ulama atau yayasan yang menempatkan Rais ‘Aam/Rais 
Syuriah PWNU atau Ketua Umum PBNU/Ketua PWNU secara ex 
officio menjadi ketua dewan pembinanya;

l.	 mempunyai pendidikan tinggi yang berafiliasi dengan Nahdla
tul Ulama yang berjumlah minimal 20% (dua puluh persen) dari 
jumlah kabupaten/kota di wilayah tersebut yang tergabung dalam 
LPTNU; dan

m.	 mempunyai minimal satu unit BUMNU dengan pendapatan per 
tahun di atas Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan tata kelo-
lanya sehat, dibuktikan dengan badan hukum dan rekening ko-
ran.
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Pasal 10

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PCNU pada klasifika-
si kelompok A sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 yaitu:
a.	 setiap permusyawaratan cabang melibatkan MWCNU dan PRNU 

sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
b.	 mempunyai 100% MWCNU yang aktif dalam menjalankan aktivi-

tas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
c.	 mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tra-

disi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seper-
ti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra’ 
mi’raj, rajabiyah dan lain-lain;

d.	 mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturrahim se-
cara intensif dengan pondok pesantren induk di wilayahnya yang 
mempunyai peran penting dalam kesejarahan Nahdlatul Ulama 
ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqah yang 
melibatkan pondok pesantren tersebut; 

e.	 memiliki kantor permanen yang tanahnya diwakafkan atau ber-
sertifikat atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama;

f.	 melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai 
AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul 
Ulama dan Peraturan lainnya;

g.	 melaksanakan PMKNU minimal satu kali dalam setahun;
h.	 mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tingkat MA/

SMA/SMK yang berbadan hukum Nahdatul Ulama (BPPPNU);
i.	 mempunyai lembaga pendidikan tingkat MA/SMA/SMK yang be-

rafiliasi dengan NU minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari 
jumlah MWCNU di cabang tersebut yang tergabung dalam LP 
Maarif NU;

j.	 mempunyai paling sedikit satu layanan kesehatan berupa klinik 
pratama yang berbadan hukum Nahdlatul Ulama dan/atau bera-
filiasi dengan Nahdlatul Ulama; dan

k.	 mempunyai paling sedikit satu unit BUMNU dengan pendapatan 
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per tahun di atas Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan tata 
kelolanya sehat yang dibuktikan dengan badan hukum dan reke
ning koran.

Pasal 11

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan MWCNU pada klasi
fikasi kelompok A sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 yaitu:
a.	 setiap permusyawaratan MWCNU melibatkan PRNU dan PARNU 

sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
b.	 mempunyai 100% (seratus persen) PRNU yang aktif dalam men-

jalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
c.	 mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tra-

disi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seper-
ti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra’ 
mi’raj, rajabiyah dan lain-lain;

d.	 memiliki kantor sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul 
Ulama;

e.	 melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai 
AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul 
Ulama dan Peraturan lainnya;

f.	 melaksanakan PD-PKPNU minimal satu kali dalam satu tahun;
g.	 mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tingkat MTs/

SMP yang berbadan hukum Nahdlatul Ulama (BPPPNU); dan
h.	 mempunyai lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan Nah

dlatul Ulama minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah 
PRNU di MWC tersebut yang tergabung dalam LP Maarif NU.

Pasal 12

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PRNU pada klasifika-
si kelompok A sebagaimana disebutkan pada Pasal 5, yaitu:
a.	 peserta permusyawaratan ranting adalah PARNU atau anggota;
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b.	 mempunyai 100% (seratus persen) PARNU yang aktif dalam men-
jalankan aktivitas perkumpulan mencakup seluruh perwakilan 
kelompok/komunitas/dusun/dukuh/rukun warga, atau memiliki 
anggota minimal 150 (seratus lima puluh) orang; 

c.	 mempunyai layanan di bidang keagamaan berupa pengelolaan 
masjid/musholla yang nadzir wakaf tanahnya adalah LWPNU;

d.	 mempunyai paling sedikit satu layanan keagamaan berupa maje-
lis taklim/jam’iyyah tahlil/lailatul ijtima yang dilaksanakan satu 
kali dalam dua pekan; dan

e.	 mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tingkat RA/
PAUD/TPQ/MI/SD/MDT yang berbadan hukum dan/atau berafili-
asi dengan Nahdlatul Ulama.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup dan Kriteria Penilaian Kinerja Klasifikasi Kelompok B

Pasal 13

Ruang lingkup struktur kepengurusan yang diukur dan menjadi objek 
pengukuran kinerja adalah:
a.	 ruang lingkup struktur kepengurusan pada PWNU; 
b.	 ruang lingkup struktur kepengurusan pada PCNU;
c.	 ruang lingkup struktur kepengurusan pada MWCNU; dan/atau
d.	 ruang lingkup struktur kepengurusan pada PRNU.

Pasal 14

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PWNU pada klasifi-
kasi kelompok B sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 yaitu:
a.	 setiap permusyawaratan wilayah melibatkan PCNU sebagai peser-

ta yang memiliki hak suara dan pilih;
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b.	 mempunyai 80% (delapan puluh persen) PCNU yang aktif dalam 
menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar penilaian ki
nerja;

c.	 mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tra-
disi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seper-
ti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra’ 
mi’raj, rajabiyah dan lain-lain;

d.	 mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturrahim 
secara intensif dengan pondok pesantren di wilayahnya yang 
mempunyai peran penting dalam kesejarahan Nahdlatul Ulama 
ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqah yang 
melibatkan pondok pesantren tersebut; 

e.	 memiliki kantor permanen yang tanahnya diwakafkan atau ber-
sertifikat atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama;

f.	 melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai 
AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul 
Ulama dan Peraturan lainnya;

g.	 melaksanakan PMKNU minimal satu kali dalam setahun;
h.	 melaksanakan PPWK minimal satu kali dalam setahun;
i.	 mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tinggi yang 

berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama;
j.	 mempunyai paling sedikit satu layanan kesehatan berupa klinik 

pratama yang berbadan hukum Nahdlatul UIama; dan
k.	 mempunyai paling sedikit satu unit BUMNU dengan pendapatan 

per tahun di atas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan tata 
kelolanya sehat, dibuktikan dengan badan hukum dan rekening 
koran.

Pasal 15

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PCNU pada klasifika-
si kelompok B sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 yaitu:
a.	 setiap permusyawaratan cabang melibatkan MWCNU sebagai pe-
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serta yang memiliki hak suara dan pilih;
b.	 mempunyai 80% (delapan puluh persen) MWCNU yang aktif da-

lam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar penilaian 
kinerja;

c.	 mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tra-
disi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seper-
ti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra’ 
mi’raj, rajabiyah dan lain-lain;

d.	 mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturrahim se-
cara intensif dengan pondok pesantren induk di wilayahnya yang 
mempunyai peran penting dalam kesejarahan Nahdlatul Ulama 
ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqah yang 
melibatkan pondok pesantren tersebut; 

e.	 memiliki kantor yang dijadikan sebagai pusat kegiatan Perkum-
pulan Nahdlatul Ulama;

f.	 melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai 
AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul 
Ulama dan Peraturan lainnya;

g.	 melaksanakan PD-PKPNU minimal satu kali dalam setahun;
h.	 mempunyai lembaga pendidikan tingkat MA/SMA/SMK yang be-

rafiliasi dengan Nahdlatul Ulama;
i.	 mempunyai layanan kesehatan berupa klinik yang dikelola oleh 

warga yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama; dan
j.	 mempunyai satu unit BUMNU dengan pendapatan per tahun di 

atas Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tata 
kelolanya sehat yang dibuktikan dengan badan hukum dan reke
ning koran.

Pasal 16

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan MWCNU pada kla
sifikasi kelompok B sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 yaitu:
a.	 setiap permusyawaratan MWCNU melibatkan PRNU sebagai pe-



158 Keputusan Konferensi Besar NU Tahun 2022

serta yang memiliki hak suara dan pilih;
b.	 mempunyai 50% (lima puluh persen) PRNU yang aktif dalam 

menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar penilaian ki-
nerja;

c.	 mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tra-
disi dan amaliyah NU minimal satu kali dalam sebulan;

d.	 memiliki kantor sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul 
Ulama;

e.	 melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai 
AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul 
Ulama dan Peraturan lainnya; dan

f.	 mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tingkat MTs/
SMP yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama.

Pasal 17

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PRNU pada klasifika-
si kelompok B sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 yaitu:
a.	 peserta permusyawaratan ranting adalah PARNU atau anggota;
b.	 mempunyai 60% (enam puluh persen) PARNU yang aktif dalam 

menjalankan aktivitas perkumpulan mencakup seluruh per-
wakilan kelompok/komunitas/dusun/dukuh/rukun warga, atau 
memiliki anggota minimal 50 (lima puluh) orang; 

c.	 mempunyai layanan di bidang keagamaan berupa pengelolaan 
masjid/musholla yang nadzir wakaf tanahnya adalah LWPNU; 
dan

d.	 mempunyai paling sedikit satu layanan keagamaan berupa maje-
lis taklim/jamiyyah tahlil/lailatul ijtima yang dilaksanakan satu 
kali dalam dua pekan.
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Bagian Ketiga

Ruang Lingkup dan Kriteria Penilaian Kinerja Klasifikasi Kelompok C

Pasal 18

Ruang lingkup struktur kepengurusan yang diukur dan menjadi objek 
pengukuran kinerja adalah:
a.	 ruang lingkup struktur kepengurusan pada PWNU; 
b.	 ruang lingkup struktur kepengurusan pada PCNU; dan/atau
c.	 ruang lingkup struktur kepengurusan pada MWCNU.

Pasal 19

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PWNU pada klasifi-
kasi kelompok C sebagaimana disebutkan pada Pasal 7, yaitu:
a.	 setiap permusyawaratan wilayah melibatkan PCNU sebagai peser-

ta yang memiliki hak suara dan pilih;
b.	 mempunyai 50% (lima puluh persen) PCNU yang aktif dalam 

menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar penilaian ki-
nerja;

c.	 mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tra-
disi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seper-
ti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra’ 
mi’raj, rajabiyah dan lain-lain;

d.	 mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturrahim 
secara intensif dengan pondok pesantren di wilayahnya yang 
mempunyai peran penting dalam kesejarahan Nahdlatul Ulama 
ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqah yang 
melibatkan pondok pesantren tersebut; 

e.	 memiliki kantor sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul 
Ulama;

f.	 melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai 
AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul 
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Ulama dan Peraturan lainnya;
g.	 melaksanakan PMKNU minimal satu kali dalam setahun;
h.	 mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tinggi yang 

berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama;
i.	 mempunyai paling sedikit satu layanan kesehatan berupa klinik 

pratama yang berbadan hukum Nahdlatul Ulama; dan
j.	 mempunyai minimal satu unit BUMNU dengan pendapatan per 

tahun di atas Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan tata 
kelolanya sehat, dibuktikan dengan badan hukum dan rekening 
koran.

Pasal 20

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan PCNU pada klasifika-
si kelompok C sebagaimana disebutkan pada Pasal 7, yaitu:
a.	 setiap permusyawaratan cabang melibatkan MWCNU sebagai pe-

serta yang memiliki hak suara dan pilih;
b.	 mempunyai 25% (dua puluh lima persen) MWCNU yang aktif da-

lam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar penilaian 
kinerja;

c.	 mengadakan kegiatan lailatul ijtima sebagai sarana merawat tra-
disi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seper-
ti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra’ 
mi’raj, rajabiyah dan lain-lain;

d.	 memiliki kantor yang dijadikan sebagai pusat kegiatan Perkum-
pulan Nahdlatul Ulama;

e.	 melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai 
AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul 
Ulama dan Peraturan lainnya;

f.	 melaksanakan PD-PKPNU minimal satu kali dalam setahun;
g.	 mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tingkat MA/

SMA/SMK, atau tingkat MTs/SMP atau tingkat MI/SD/MDT yang 
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berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama; dan
h.	 mempunyai paling sedikit satu unit BUMNU dengan pendapatan 

per tahun di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tata 
kelolanya sehat yang dibuktikan dengan badan hukum dan reke
ning koran.

Pasal 21

Kriteria penilaian kinerja struktur kepengurusan MWCNU pada klasi
fikasi kelompok C sebagaimana disebutkan pada Pasal 7, yaitu:
a.	 setiap permusyawaratan MWCNU melibatkan PRNU yang ada 

atau anggota sebagai peserta yang memiliki hak suara dan pilih;
b.	 mempunyai paling sedikit satu layanan keagamaan sebagai sarana 

merawat tradisi dan amaliyah NU berupa majelis taklim/jamaah 
tahlil/lailatul ijtima yang dilaksanakan satu kali dalam dua pekan;

c.	 mempunyai paling sedikit satu layanan bidang keagamaan beru-
pa pengelolaan masjid/musholla yang berafiliasi dengan Nahdla
tul Ulama;

d.	 memiliki kantor sebagai pusat kegiatan Perkumpulan Nahdlatul 
Ulama; dan

e.	 melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai 
AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul 
Ulama dan Peraturan lainnya.

Pasal 22

(1)	 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada klasifikasi kelompok 
A, B, dan C, struktur Nahdlatul Ulama tingkat wilayah, cabang dan 
MWCNU digolongkan dalam kategori 1, 2, dan 3.

(2)	 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada klasifikasi kelompok 
A dan B, struktur Nahdlatul Ulama tingkat ranting digolongkan 
dalam kategori 1, 2, dan 3.

(3)	 Struktur Nahdlatul Ulama sebagaimana ayat (1) dan (2) yang ma-
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suk kategori 1, manakala mendapatkan nilai di atas dan/atau sama 
dengan 80% (delapan puluh persen) dari kriteria penilaian.

(4)	 Struktur Nahdlatul Ulama sebagaimana ayat (1) dan (2) yang ma-
suk kategori 2, manakala mendapatkan nilai antara 70% (tujuh 
puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen) dari 
kriteria penilaian.

(5)	 Struktur Nahdlatul Ulama sebagaimana ayat (1) dan (2) yang ma-
suk kategori 3, manakala mendapatkan nilai 60% (enam puluh 
persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari kriteria pe-
nilaian.

BAB V
KELULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 23

(1)	 Penghargaan adalah pemberiaan kehormatan kepada kepeng
urusan yang telah berhasil mencapai indikator dan kriteria se-
bagaimana disyaratkan. 

(2)	 Kepengurusan Struktur Nahdlatul Ulama kategori 1, mendapat-
kan kehormatan berupa: 
a.	 Kelompok A - kategori 1 mendapat tambahan 3 (tiga) hak su-

ara dari ketentuan yang ada;
b.	 Kelompok B - kategori 1 mendapat tambahan 2 (dua) hak su-

ara dari ketentuan yang ada;
c.	 Kelompok C - kategori 1 mendapat tambahan 1 (satu) hak su-

ara dari ketentuan yang ada; dan
d.	 penghargaan lainnya.
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BAB VI
TIM PENGUKUR KINERJA 

Pasal 24

(1)	 PBNU menunjuk Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi 
sebagai pelaksana pengukuran kinerja.

(2)	 Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bidang Organisasi, Keang-
gotaan dan Kaderisasi PBNU dapat membentuk tim yang bertugas 
melakukan pengukuran kinerja sesuai dengan ketentuan klasifi-
kasi kelompok.

(3)	 Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas mengukur ki-
nerja PWNU dan PCNU.

(4)	 PWNU menunjuk Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderi-
sasi, atau yang diberi tugas oleh PWNU untuk mengukur kinerja 
MWCNU.

(5)	 PCNU menunjuk Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, 
atau yang diberi tugas oleh PCNU untuk mengukur kinerja PRNU.

(6)	 Dalam hal PWNU dan PCNU belum mengikuti proses penguku-
ran kinerja, maka pengukuran kinerja MWCNU dan PRNU dilak-
sanakan oleh tim di tingkat kepengurusan di atasnya.

(7)	 Dalam kondisi tertentu penilaian kinerja PWNU, PCNU, MWCNU 
dan PRNU dapat dilakukan oleh pihak ketiga setelah mendapat-
kan mandat dari tim sesuai dengan tingkatan masing-masing.

Pasal 25

Kewajiban tim pengukur kinerja:
a.	 menyampaikan pemberitahuan kepada PWNU, PCNU, MWCNU 

dan PRNU tentang jadwal pelaksanaan pengukuran kinerja se-
lambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan;

b.	 menyampaikan informasi indikator dan kriteria yang akan diukur 
sebagaimana dimaksud pada Bab IV Peraturan Perkumpulan ini;
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c.	 membuat paramater dan skala pengukuran;
d.	 melakukan pengukuran secara obyektif dan transparan terhadap 

data-data yang disampaikan oleh kepengurusan terkait yang di-
ukur;

e.	 memberikan hasil pengukuran sementara berupa bobot dalam 
bentuk angka secara obyektif dan transparan terhadap kepengu-
rusan terkait;

f.	 memberikan tanggapan atas keberatan/sanggahan dari kepeng
urusan terkait; dan/atau

g.	 mengumumkan hasil pengukuran kinerja berupa kategori maksi-
mal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah selesai pengukuran kinerja.

BAB VII
WAKTU PENGUKURAN KINERJA

Pasal 26

(1)	 Pengukuran kinerja terhadap suatu kepengurusan dilaksanakan 
setiap 2 (dua) tahun. 

(2)	 Dalam satu kali masa khidmat, setiap kepengurusan diwajibkan 
mengikuti minimal 2 (dua) kali proses pengukuran kinerja. 

(3)	 Dalam hal tertentu pengukuran kinerja tingkat PWNU dan PCNU 
dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksa-
naan Muktamar. 

(4)	 Dalam hal tertentu, pengukuran kinerja tingkat PCNU dan 
MWCNU dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum 
pelaksanaan konferensi wilayah. 

(5)	 Dalam hal tertentu, pengukuran kinerja tingkat MWCNU dan 
PRNU dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelak-
sanaan konferensi cabang.
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BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 27

(1)	 PBNU tidak termasuk di dalam klasifikasi kelompok struktur dan 
pengukuran kinerja.

(2)	 PCINU tidak termasuk di dalam klasifikasi kelompok struktur dan 
pengukuran kinerja.

(3)	 PARNU tidak termasuk di dalam klasifikasi kelompok struktur 
dan pengukuran kinerja.

(4)	 Untuk pertama kalinya, pembagian klasifikasi kelompok struktur 
ditetapkan dalam forum Konferensi Besar sebagaimana tercan-
tum dalam Lampiran Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama 
ini dan berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

(5)	 Untuk selanjutnya, pembagian klasifikasi kelompok struktur 
ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ula-
ma berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan oleh 
Tim Pengukur Kinerja yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nah
dlatul Ulama.

(6)	 Pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Per-
kumpulan Nahdlatul Ulama dilaksanakan selambat-lambatnya 
satu tahun setelah tanggal ditetapkannya.

(7)	 Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkum-
pulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28 

(1)	 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nah
dlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nah-
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dlatul Ulama.
(2)	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tang-

gal ditetapkan.

Ditetapkan di	 : Jakarta
Pada tanggal 	 : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M 
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Lampiran Peraturan Perkumpulan Nomor 11 Tahun 2022 tentang 
Klasifikasi Struktur dan Pengukuran Kinerja

DAFTAR PWNU DAN PCNU 
DALAM KLASIFIKASI STRUKTUR DAN PENILAIAN KINERJA 

PERKUMPULAN

I.	  PWNU dan PCNU Klasifikasi Kelompok A, terdiri dari:
1.	 PWNU dan PCNU se-Lampung 
2.	 PWNU dan PCNU se-Banten 
3.	 PWNU dan PCNU se-DKI Jakarta
4.	 PWNU dan PCNU se-Jawa Barat
5.	 PWNU dan PCNU se-Daerah Istimewa Yogyakarta
6.	 PWNU dan PCNU se-Jawa Tengah 
7.	 PWNU dan PCNU se-Jawa Timur  
8.	 PWNU dab PCNU se-Nusa Tenggara Barat

II.	 PWNU dan PCNU Klasifikasi Kelompok B, terdiri dari:
1.	 PWNU dan PCNU se-Nanggroe Aceh Darussalam
2.	 PWNU dan PCNU se-Sumatera Utara, kecuali 13 PCNU yang 

masuk Klasifikasi Kelompok C sebagai berikut:
a.	 Kabupaten Humbang Hasundutan
b.	 Kabupaten Karo
c.	 Kabupaten Nias
d.	 Kabupaten Nias Barat
e.	 Kabupaten Nias Selatan
f.	 Kabupaten Nias Utara
g.	 Kabupaten Pakpak Bharat
h.	 Kabupaten Samosir
i.	 Kabupaten Simalungun
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j.	 Kabupaten Tapanuli Tengah
k.	 Kabupaten Toba
l.	 Kota Gunungsitoli
m.	Kota Sibolga

3.	 PWNU dan PCNU se-Riau
4.	 PWNU dan PCNU se-Sumatera Barat, kecuali PCNU Men-

tawai yang masuk Klasifikasi Kelompok C.
5.	 PWNU dan PCNU se-Sumatera Selatan 
6.	 PWNU dan PCNU se-Bengkulu
7.	 PWNU dan sebagian PCNU Kalimantan Barat, kecuali 5 (lima) 

PCNU yang masuk Klasifikasi Kelompok C sebagai berikut:
a.	 Kab. Landak
b.	 Kab. Sekadau
c.	 Kab. Bengkayang
d.	 Kab. Sanggau
e.	 Kab. Sintang

8.	 PWNU dan PCNU se-Kalimantan Selatan
9.	 PWNU dan sebagian PCNU Kalimantan Tengah, kecua-

li PCNU Kabupaten Gunung Mas yang masuk Klasifikasi 
Kelompok C.

10.	 PWNU dan PCNU se-Kalimantan Timur 
11.	 PWNU dan PCNU Sulawesi Selatan, kecuali PCNU Tana Tora-

ja dan Tana Toraja Utara yang masuk Klasifikasi Kelompok C.
12.	 PWNU dan PCNU se-Sulawesi Tenggara
13.	 PWNU dan PCNU se-Sulawesi Tengah 
14.	 PWNU dan PCNU se-Jambi
15.	 PWNU dan PCNU se-Gorontalo
16.	 PWNU dan PCNU se-Sulawesi Barat, kecuali PCNU Kabupa

ten Mamasa yang masuk Klasifikasi Kelompok C.
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III.	 PWNU dan PCNU Klasifikasi Kelompok C, terdiri dari:
1.	 PWNU dan PCNU se-Kepulauan Riau, kecuali PCNU Batam 

yang masuk Klasifikasi Kelompok B.
2.	 PWNU dan PCNU se-Bangka Belitung 
3.	 PWNU dan PCNU se-Kalimantan Utara 
4.	 PWNU dan PCNU se-Sulawesi Utara, kecuali 4 (empat) PCNU 

yang masuk Klasifikasi Kelompok B sebagai berikut:
a.	 Bolaang Mongondow
b.	 Bolaang Mongondow Selatan
c.	 Bolaang Mongondow Timur
d.	 Bolaang Mongondow Utara

5.	 PWNU dan PCNU se-Bali
6.	 PWNU dan PCNU se-Nusa Tenggara Timur 
7.	 PWNU dan PCNU se-Maluku
8.	 PWNU dan PCNU se-Maluku Utara
9.	 PWNU dan PCNU se-Papua
10.	 PWNU dan PCNU se-Papua Barat
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PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA 
NOMOR: 12 TAHUN 2022

TENTANG 
RANGKAP JABATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud 
dengan:
1.	 Pengurus harian Nahdlatul Ulama di semua tingkatan adalah se-

bagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat 
(1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 
ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 31, Pasal 33 ayat (1), Pasal 34, Pasal 
36 ayat (1), dan Pasal 37, Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar 
ke-34 Nahdlatul Ulama.

2.	 Pengurus harian Badan Otonom di semua tingkatan, adalah se-
bagaimana diatur dalam Pasal 38 Anggaran Rumah Tangga hasil 
Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama.

3.	 Pengurus harian Lembaga di semua tingkatan, adalah sebagaima-
na diatur dalam Pasal 17 Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar 
ke-34 Nahdlatul Ulama.

4.	 Rangkap jabatan adalah kepemilikan dua jabatan atau lebih pada 
saat yang sama dengan jabatan pengurus harian pada semua 
tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama, jabatan pengurus hari-
an Lembaga, pengurus harian Badan Otonom, jabatan pengurus 
harian partai politik, jabatan pengurus harian perkumpulan yang 
berafiliasi kepada partai politik, atau jabatan pengurus harian or-
ganisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan prinsip-prin-
sip perjuangan dan tujuan Nahdlatul Ulama. 

5.	 Jabatan politik adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 
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ayat (6) Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar ke-34 Nahdlatul 
Ulama.

6.	 Organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prin-
sip-prinsip Nahdlatul Ulama adalah organisasi kemasyarakatan 
yang tidak berpijak pada paham Islam Ahlussunah Wal Jamaah 
an-Nahdliyah dan/atau tidak mengakui Pancasila sebagai dasar 
negara.

7.	 Organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi dengan partai politik 
adalah organisasi sayap yang memiliki hubungan struktural dan 
ideologi dengan partai politik.

BAB II
RANGKAP JABATAN DI LINGKUNGAN NAHDLATUL ULAMA

Pasal 2

(1)	 Jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada suatu tingkatan tidak 
dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada 
semua tingkatan lainnya.

(2)	 Jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada suatu tingkatan tidak 
dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah 
pada semua tingkatan lainnya.

(3)	 Jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada suatu tingkatan tidak 
dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lembaga dan 
Pengurus Harian Badan Otonom di semua tingkatan lainnya.

Pasal 3

(1)	 Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada suatu tingkatan tidak 
dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah 
pada semua tingkatan lainnya.

(2)	 Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada suatu tingkatan tidak 
dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Syuriyah pada 
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semua tingkatan lainnya.
(3)	 Jabatan Pengurus Harian Tanfidziyah pada suatu tingkatan tidak 

dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lembaga, dan 
Pengurus Harian Badan Otonom pada semua tingkatan lainnya.

Pasal 4

(1)	 Jabatan Pengurus Harian Lembaga pada suatu tingkatan tidak 
dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Lembaga pada 
semua tingkatan lainnya.

(2)	 Jabatan Pengurus Harian Lembaga pada suatu tingkatan tidak 
dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Badan Otonom 
pada semua tingkatan lainnya.

(3)	 Jabatan Pengurus Harian Badan Otonom pada suatu tingkatan ti-
dak dapat dirangkap dengan jabatan Pengurus Harian Badan Oto-
nom pada semua tingkatan lainnya.

BAB III
RANGKAP JABATAN DENGAN JABATAN PENGURUS HARIAN 

PARTAI POLITIK ATAU ORGANISASI YANG BERAFILIASI PADA 
PARTAI POLITIK DAN PERANGKAPAN LAINNYA

Pasal 5

Jabatan Pengurus Harian Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah 
dan Ketua Umum Badan Otonom pada semua tingkatan tidak dapat 
dirangkap dengan jabatan pengurus harian partai politik atau organi-
sasi yang berafiliasi dengan partai politik di semua tingkatan.

Pasal 6

Jabatan Pengurus Harian Nahdlatul Ulama pada semua tingkatan tidak 
dapat dirangkap dengan jabatan pengurus organisasi kemasyarakatan 
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yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan dan tujuan Nah-
dlatul Ulama.

Pasal 7

(1)	 Pengurus harian di lingkungan Nahdlatul Ulama yang merangkap 
jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, harus 
mengundurkan diri atau diberhentikan oleh pengurus Nahdlatul 
Ulama di tingkatannya.

(2)	 Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas 
dibuat secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup.

(3)	 Pengurus harian partai politik yang mencalonkan diri dan/atau 
dicalonkan untuk menjadi Pengurus Harian Syuriyah atau Peng
urus Harian Tanfidziyah pada semua tingkatan harus mengun-
durkan diri dari pengurus harian partai politik yang dibuktikan 
dengan menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri yang 
bersangkutan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup.

(4)	 Pengurus harian partai politik yang mencalonkan diri dan/atau 
dicalonkan untuk menjadi Ketua Umum Badan Otonom atau 
Ketua Badan Otonom di semua tingkatan harus mengundurkan 
diri dari pengurus harian partai politik yang dibuktikan dengan 
menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri yang bersang-
kutan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup.

(5)	 Pengurus harian organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi de
ngan partai politik yang mencalonkan diri dan/atau dicalonkan 
untuk menjadi Pengurus Harian Syuriyah atau Pengurus Harian 
Tanfidziyah di semua tingkatan, Ketua Umum Badan Otonom 
tingkat pusat atau Ketua Badan Otonom di semua tingkatan ha-
rus mengundurkan diri dari pengurus harian organisasi kema
syarakatan dimaksud yang dibuktikan dengan menyerahkan surat 
pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan secara tertulis di 
atas kertas bermeterai cukup.

(6)	 Pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan 
prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama sebagaimana di-
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maksud dalam Pasal 1 angka 6 yang mencalonkan diri dan/atau 
dicalonkan untuk menjadi pengurus Nahdlatul Ulama atau peng
urus Badan Otonom di semua tingkatan, maka yang bersangku-
tan harus mengundurkan diri dari pengurus organisasi kema
syarakatan tersebut yang dibuktikan dengan surat pernyataan 
pengunduran diri secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup, 
sekurang-kurangnya sejak 5 (lima) tahun.

BAB IV
RANGKAP JABATAN PENGURUS DI LINGKUNGAN NAHDLATUL 

ULAMA DENGAN JABATAN POLITIK 

Pasal 8

Jabatan Rais ‘Aam, Wakil Rais ‘Aam, Rais Syuriyah pengurus wilayah 
dan Rais Syuriyah pengurus cabang tidak dapat dirangkap dengan ja-
batan Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Gubernur dan Wakil Gu-
bernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ang
gota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota Dewan 
Perwakilan Daerah Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabu-
paten/Kota.

Pasal 9

Jabatan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum Tanfidziyah pengurus be-
sar, Ketua Tanfidziyah pengurus wilayah dan Ketua Tanfidziyah pengu-
rus cabang tidak dapat dirangkap dengan jabatan Presiden dan Wakil 
Presiden, Menteri, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Daerah Repub-
lik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
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Pasal 10

(1)	 Pengurus Nahdlatul Ulama dengan jabatan sebagaimana dimak-
sud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 yang mencalonkan diri dan/atau 
dicalonkan untuk menduduki jabatan politik sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, maka yang bersangkutan harus 
mengundurkan diri atau diberhentikan, apabila sudah ada pene-
tapan dari lembaga yang berwenang.

(2)	 Apabila Rais ‘Aam, Wakil Ra’is ‘Aam, Ketua Umum dan Wakil Ke
tua Umum pengurus besar mencalonkan diri atau dicalonkan un-
tuk jabatan politik jabatan politik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 dan Pasal 9, maka yang bersangkutan harus mengundur-
kan diri atau diberhentikan. 

(3)	 Apabila Rais dan Ketua pengurus wilayah, Rais dan Ketua peng
urus cabang mencalonkan diri atau dicalonkan untuk jabatan 
politik jabatan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 
Pasal 9, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau 
diberhentikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Pasal 11

Bagi pengurus yang telah mengundurkan diri karena jabatan poli-
tik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka yang bersangkutan 
dapat diangkat pada jabatan struktural lainnya.

BAB V
TATA CARA PELARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 12

(1)	 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terha-
dap Pengurus Harian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pengurus 
Harian Lembaga, Pengurus Harian Badan Otonom tingkat pusat 
yang merangkap dengan jabatan pengurus harian Nahdlatul Ula-
ma, Pengurus Harian Lembaga, dan/atau Pengurus Harian Badan 
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Otonom di semua tingkatan.
(2)	 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terhadap 

Pengurus Harian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Ketua Umum 
Badan Otonom tingkat pusat yang merangkap dengan jabatan pen-
gurus harian partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan 
yang berafiliasi kepada partai politik di semua tingkatan.

(3)	 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melakukan pendataan terhadap 
jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, pengurus Lembaga, dan 
pengurus Badan Otonom tingkat pusat yang merangkap dengan 
jabatan pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan 
dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama sebagaima-
na Pasal 1 angka 7.

(4)	 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1), (2) dan (3) dapat dibentuk tim guna melakukan pendataan.

(5)	 Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya 
terdiri dari 2 (dua) orang dari unsur Syuriyah dan 3 (tiga) orang 
unsur Tanfidziyah.

(6)	 Tim melaporkan hasil kerjanya kepada Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama selambat-lambatnya 90 (Sembilan Puluh) hari kerja sejak 
surat keputusan tim dikeluarkan.

(7)	 Apabila hasil pendataan tim menemukan adanya perangkapan ja-
batan maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama segera memberikan 
surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan untuk memilih 
salah satu jabatan.

(8)	 Penentuan jabatan yang dipilih dilakukan dengan membuat per-
nyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup selambat-lambat-
nya 14 (empat belas) hari kerja sejak surat pemberitahuan diteri-
ma.

(9)	 Apabila ketentuan sebagaimana ayat (8) tidak dipenuhi maka 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dapat menerbitkan surat kepu-
tusan penetapan sebagai berikut:
a.	 surat keputusan penetapan bagi pengurus harian yang me

rangkap jabatan dalam lingkungan organisasi Nahdlatul Ula-
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ma untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan telah memi-
lih 1 (satu) jabatan pengurus harian dalam struktur yang pa
ling tinggi dan jabatan pengurus lainnya dinyatakan batal;

b.	 surat keputusan penetapan bagi pengurus harian yang me
rangkap dengan jabatan pengurus harian partai politik dan/
atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi kepada partai 
politik untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan telah me-
ngundurkan diri dari jabatan pengurus harian di lingkungan 
Nahdlatul Ulama;

c.	 surat keputusan penetapan pemberhentian bagi pengurus 
yang merangkap dengan jabatan pengurus organisasi kema
syarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip per-
juangan dan tujuan Nahdlatul Ulama sebagaimana Pasal 1 
angka 7 di atas; dan/atau

d.	 surat keputusan pemberhentian diberikan kepada yang ber-
sangkutan dan ditembuskan kepada pihak terkait.

Pasal 13

Ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 12 di atas berlaku dengan 
sendirinya (secara mutatis mutandis) bagi kepengurusan di bawahnya.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

(1)	 Pelanggaran terhadap semua ketentuan yang diatur dalam Per
aturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini dikenakan sanksi.

(2)	 Pemberlakuan sanksi dilakukan oleh pengurus Nahdlatul Ulama 
pada tingkat yang berwenang melalui tata cara sebagaimana di
atur dalam Pasal 12.
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(3)	 Sanksi berupa peringatan tertulis dan/atau pemberhentian peng
urus yang tidak diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul 
Ulama ini, harus mengikuti aturan yang ditentukan dalam Per
aturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Pergantian Antar 
Waktu dan Pelimpahan Fungsi Jabatan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

(1)	 Seluruh Badan Otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama wajib 
meratifikasi peraturan organisasinya agar sesuai dengan Per
aturan Nahdlatul Ulama ini selambat-lambatnya pada forum per-
musyawaratan terdekat.

(2)	 Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkum-
pulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1)	 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nah
dlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nah-
dlatul Ulama.

(2)	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tang-
gal ditetapkan.

Ditetapkan di	 : Jakarta
Pada tanggal 	 : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M  
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PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 13 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU DAN 

PELIMPAHAN FUNGSI JABATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud 
dengan:
1.	 Pengurus Nahdlatul Ulama adalah perangkat yang menjalankan 

aktivitas Perkumpulan Nahdlatul Ulama di suatu wilayah pada 
masa khidmat tertentu, yang terdiri dari sejumlah pejabat peng
urus yang tersusun secara struktural dan memiliki jabatan, bidang 
kerja, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing, serta 
memperoleh pengesahan dalam bentuk surat keputusan.

2.	 Pejabat pengurus adalah anggota Nahdlatul Ulama yang namanya 
tercatat dalam struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama yang te
lah memperoleh pengesahan dalam bentuk surat keputusan.

3.	 Masa khidmat pengurus Nahdlatul Ulama, selanjutnya disebut 
masa khidmat, adalah rentang waktu pengabdian pengurus yang 
ditetapkan dalam Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Pasal 16 yaitu 
5 (lima) tahun.

4.	 Rais ‘Aam adalah pimpinan tertinggi perkumpulan Nahladtul Ula-
ma.

5.	 Rais Syuriyah di tingkatan masing-masing adalah Rais Syuriyah 
Pengurus Wilayah, Rais Syuriyah Pengurus Cabang, Rais Syuriyah 
Majelis Wakil Cabang dan Rais Syuriyah Pengurus Ranting atau 
Rais Syuriyah Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama. 

6.	 Ketua Umum adalah Ketua Umum Tanfidziyah Pengurus Besar 
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Nahdlatul Ulama.
7.	 Ketua di tingkatan masing-masing adalah Ketua Tanfidziyah 

Pengurus Wilayah, Ketua Tanfidziyah Pengurus Cabang, Ketua 
Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang dan Ketua Tanfidziyah Peng
urus Ranting atau Ketua Tanfidziyah Pengurus Anak Ranting Nah-
dlatul Ulama. 

8.	 Berhalangan tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas dan 
jabatan dikarenakan pejabat definitif yang bersangkutan mening-
gal dunia atau diberhentikan tetap dari pengurus Nahdlatul Ula-
ma, yang menimbulkan kekosongan jabatan.

9.	 Berhalangan sementara adalah keadaan tidak melaksanakan tu-
gas dan jabatan dikarenakan pejabat definitif yang bersangkutan 
berhalangan selama kurang dari enam bulan.

10.	 Kuorum adalah jumlah minimum peserta forum permusyawa
ratan yang harus hadir dalam forum permusyawaratan.

BAB II
PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

Pasal 2

(1)	 Pergantian pengurus antar waktu, selanjutnya disebut pergantian 
pengurus, adalah perubahan susunan pengurus Nahdlatul Ulama 
yang masa khidmatnya sedang berjalan.

(2)	 Pergantian pengurus dilaksanakan dalam rangka mengisi ke-
kosongan jabatan antar waktu dikarenakan terdapat pejabat 
pengurus yang berhalangan tetap.

Pasal 3

Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
dikarenakan antara lain: 
a.	 meninggal dunia; dan/atau
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b.	 pemberhentian tetap.

Pasal 4

Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 
terdiri dari pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak 
dengan hormat. 

Pasal 5

Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
dilakukan terhadap pejabat pengurus dikarenakan yang bersangkutan 
antara lain:
a.	 mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
b.	 sakit yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas per-

kumpulan sedikitnya selama enam bulan;
c.	 pindah domisili sehingga tidak dapat melaksanakan tugas per-

kumpulan secara wajar;
d.	 tidak aktif sedikitnya dalam enam bulan dengan tidak mening-

galkan persoalan yang merugikan perkumpulan tanpa pemberita-
huan dan alasan yang dapat diterima; 

e.	 melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam 
Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama; dan/atau

f.	 tidak mengikuti dan tidak lulus pendidikan kaderisasi sebagaima-
na diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ten-
tang Syarat Menjadi Pengurus.

Pasal 6

Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 dilakukan terhadap pejabat pengurus dikarenakan yang ber-
sangkutan:
a.	 melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik perkumpulan;
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b.	 melakukan tindakan yang merugikan perkumpulan secara mate-
riil; dan/atau

c.	 menjalani hukuman penjara karena tindak pidana yang tuntutan 
pidananya minimal 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan peng
adilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB III
PELIMPAHAN FUNGSI JABATAN

Pasal 7

(1)	 Pelimpahan fungsi jabatan adalah penunjukan dan pemberian 
mandat kepada salah satu pejabat pengurus untuk menjalankan 
tugas jabatan tertentu dalam suatu kepengurusan Nahdlatul Ula-
ma yang masa khidmatnya sedang berjalan.

(2)	 Pelimpahan fungsi jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dikarenakan pejabat pengurus definitif yang bersangkutan berha-
langan sementara.

Pasal 8

Berhalangan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 
dikarenakan antara lain: 
a.	 menjalankan tugas perkumpulan;
b.	 menjalankan tugas belajar;
c.	 sakit;
d.	 permohonan izin yang dikabulkan;
e.	 penonaktifan; dan/atau
f.	 halangan lainnya yang dapat mengganggu penyelenggaraan per-

kumpulan.
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Pasal 9

Penonaktifan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan 
terhadap pejabat pengurus karena yang bersangkutan melakukan tin-
dakan yang dapat merugikan perkumpulan baik secara materiil mau-
pun non materiil.

BAB IV
MEKANISME 

Bagian Kesatu

Pergantian Pengurus Antar Waktu

Pasal 10

(1)	 Pergantian pengurus untuk jabatan Rais ‘Aam, Ketua Umum, Rais 
Syuriyah dan Ketua di tingkatan masing-masing ditetapkan dalam 
Rapat Pleno.

(2)	 Pejabat pengurus yang dapat dipilih dan diangkat dalam per-
gantian pengurus untuk jabatan Rais ‘Aam atau Rais Syuriyah di 
tingkatan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
adalah salah satu Wakil Rais ‘Aam atau Wakil Rais Syuriyah yang 
tercatat dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama yang sama. 

(3)	 Pejabat pengurus yang dapat dipilih dan diangkat dalam pergan-
tian pengurus untuk jabatan Ketua Umum atau Ketua di tingka-
tan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ada-
lah salah satu Wakil Ketua Umum Tanfidziyah atau Wakil Ketua 
Tanfidziyah yang tercatat dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama 
yang sama.

(4)	 Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah rapat 
yang dihadiri oleh Mustasyar, Pengurus Lengkap Syuriyah, Peng
urus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga dan Ketua Badan Oto-
nom serta dinyatakan memenuhi kuorum.

(5)	 Surat undangan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Ayat 
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(4) untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ditandatangani oleh 
Rais ‘Aam, Katib ‘Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

(6)	 Surat undangan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud dalam Ayat 
(4) untuk Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Majelis Wakil 
Cabang, Pengurus Ranting dan Pengurus Anak Ranting Nahdla
tul Ulama ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris 
pengurus Nahdlatul Ulama di tingkatan masing-masing. 

(7)	 Dalam hal pergantian pengurus terkait jabatan Rais ‘Aam, Katib 
‘Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau Rais, Katib, Ke
tua dan Sekretaris di tingkatan masing-masing, surat undangan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan (6) dapat ditandata
ngani oleh wakil pejabat yang bersangkutan. 

(8)	 Pergantian pengurus untuk jabatan selain Rais ‘Aam, Ketua 
Umum, Rais Syuriyah dan Ketua di tingkatan masing-masing 
diputuskan dalam Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah.

(9)	 Pergantian pengurus ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat 
permohonan pengesahan susunan pengurus antar waktu dengan 
melampirkan berita acara hasil Rapat Pleno atau Rapat Harian 
Syuriyah dan Tanfidziyah. 

(10)	 Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) disertai 
surat rekomendasi dari pengurus Nahdlatul Ulama satu tingkat di 
atasnya, kecuali jika surat permohonan tersebut diajukan oleh 
Pengurus Wilayah, Majelis Wakil Cabang dan Pengurus Cabang 
Istimewa Nahdlatul Ulama.

(11)	 Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) diter
bitkan maksimal 7 (tujuh) hari sejak semua kelengkapan surat 
permohonan rekomendasi dinyatakan lengkap.

(12)	 Dalam hal pengurus berwenang tidak menerbitkan dan/atau ti-
dak memberikan rekomendasi setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (11), maka pengurus berwenang dianggap 
telah memberikan rekomendasi.

(13)	 Dalam hal terdapat nama pejabat pengurus baru dalam permo-
honan susunan pengurus antar waktu, surat permohonan se-
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bagaimana dimaksud dalam ayat (9) disertai daftar riwayat hid-
up, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ula-
ma (KARTANU) dan sertifikat pendidikan dan pelatihan pejabat 
pengurus baru tersebut.

Pasal 11

(1)	 Dalam hal pergantian pengurus untuk jabatan Rais ‘Aam, Ketua 
Umum, Rais atau Ketua di tingkatan masing-masing, sebutan ja-
batan untuk penggantinya masing-masing adalah Pejabat Rais 
‘Aam, Pejabat Ketua Umum, Pejabat Rais Syuriyah, atau Pejabat 
Ketua. 

(2)	 Dalam hal pergantian pengurus untuk jabatan selain Rais ‘Aam, 
Ketua Umum, Rais Syuriyah atau Ketua di tingkatan masing-ma
sing, sebutan jabatan untuk penggantinya tidak berubah.

Pasal 12

Masa khidmat pengurus Nahdlatul Ulama yang mengajukan pergan-
tian pengurus adalah sama dengan masa khidmat pengurus Nahdla
tul Ulama tersebut, yaitu melanjutkan sisa masa khidmat pengurus 
Nahdlatul Ulama dimaksud. 

Bagian Kedua

Pelimpahan Fungsi Jabatan

Pasal 13

(1)	 Pelimpahan fungsi jabatan untuk jabatan Rais ‘Aam, Ketua Umum, 
Rais Syuriyah atau Ketua di tingkatan masing-masing merupakan 
hak prerogatif pejabat yang bersangkutan;

(2)	 Pelimpahan fungsi jabatan untuk jabatan Rais ‘Aam dilakukan 
dengan menunjuk dan memberi mandat kepada salah satu Wakil 
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Rais ‘Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 
(3)	 Pelimpahan fungsi jabatan untuk jabatan Ketua Umum dilakukan 

dengan menunjuk dan memberi mandat kepada salah satu Wakil 
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 

(4)	 Pelimpahan fungsi jabatan untuk jabatan Rais Syuriyah di ting-
katan masing-masing dilakukan dengan menunjuk dan memberi 
mandat kepada salah satu Wakil Rais yang tercatat dalam pengu-
rus Nahdlatul Ulama yang sama.

(5)	 Pelimpahan fungsi jabatan untuk jabatan Ketua di tingkatan mas-
ing-masing dilakukan dengan menunjuk dan memberi mandat 
kepada Wakil Ketua yang tercatat dalam pengurus Nahdlatul Ula-
ma yang sama.

(6)	 Pelimpahan fungsi jabatan untuk jabatan selain Ketua Umum atau 
Ketua di tingkatan masing-masing dilakukan dengan menunjuk 
dan memberi mandat kepada salah satu pejabat pengurus yang 
tercatat dalam pengurus Nahdlatul Ulama yang sama.

(7)	 Penunjukan dan pemberian mandat sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) ditetapkan dalam surat mandat yang 
memuat nama jabatan dan tugas, wewenang dan tanggung jawab 
yang dilimpahkan, serta masa pelimpahan fungsi jabatannya.

Pasal 14

Sebutan jabatan untuk pengurus yang diberi mandat adalah Pelaksana 
Harian atau disingkat Plh.

Pasal 15

Masa jabatan Pelaksana Harian tidak lebih dari enam bulan sejak 
ditetapkan.
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BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan 
Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

(1)	 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan 
Nahdlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama.

(2)	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tang-
gal ditetapkan.

Ditetapkan di	 : Jakarta
Pada tanggal 	 : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M 
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PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 14 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA

BAB I
 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud 
dengan:
1.	 Kerja sama adalah kesepakatan bersama antara 2 (dua) pihak atau 

lebih untuk mencapai tujuan tertentu.
2.	 Naskah kerja sama adalah dokumen yang memuat pokok pikiran 

atau teknis pelaksanaan kerja sama yang diatur dalam suatu per-
janjian.

Pasal 2

Kerja sama diselenggarakan dengan prinsip:
a.	 kesetaraan;
b.	 saling menghormati; dan
c.	 memberikan manfaat dan menguntungkan.

Pasal 3

Kerja sama diselenggarakan dengan tujuan membangun jejaring dan 
sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan terkait yang ber-
manfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya khairu ummah.
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BAB II
JENIS DAN BENTUK KERJA SAMA

Pasal 4

Kerja sama terdiri atas:
a.	 kerja sama dalam negeri; dan
b.	 kerja sama luar negeri.

Pasal 5

Bentuk kerja sama terdiri atas:
a.	 Kerja sama utama, dan
b.	 Kerja sama teknis.

Pasal 6

(1)	 Bentuk kerja sama utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf a memuat pokok pikiran yang disepakati untuk dikerjasa-
makan.

(2)	 Bentuk kerja sama utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam nota kesepahaman atau bentuk lain sesuai de
ngan kesepakatan para pihak.

Pasal 7

(1)	 Bentuk kerja sama teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf b memuat hak, kewajiban, tahapan, kegiatan, dan materi 
muatan lain yang disepakati dan merupakan turunan dari pelak-
sanaan kerja sama utama.

(2)	 Bentuk kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dituangkan dalam perjanjian kerja sama atau bentuk lain sesuai 
dengan kesepakatan.
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Pasal 8

(1)	 Bentuk kerja sama utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf a ditindaklanjuti dengan kerja sama teknis.

(2)	 Bentuk kerja sama teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf b dapat dilakukan tanpa didahului dengan kerja sama utama.

BAB III
KERJA SAMA DALAM NEGERI

DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI

Bagian Kesatu 

Kerjasama Dalam Negeri

Pasal 9

Kerja sama dalam negeri dapat dilakukan dengan:
a.	 kementerian/lembaga;
b.	 pemerintah daerah;
c.	 badan usaha; dan
d.	 perkumpulan dan badan hukum lainnya.

Pasal 10

Perkumpulan dan badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud da-
lam Pasal 9 huruf d harus memenuhi ketentuan:
a.	 bukan perkumpulan dan badan hukum lainnya yang terlarang 

dan bertentangan dengan prinsip-prinsip perkumpulan Nahdla
tul Ulama;

b.	 memiliki sumber pendanaan yang sah; dan/atau
c.	 ketentuan lebih lanjut mengenai perkumpulan dan badan hukum 
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lainnya diatur lebih lanjut oleh PBNU.
 

Pasal 11
Kerja sama dalam bentuk kerja sama utama sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 huruf a ditandatangani oleh Ketua Umum atau Wakil 
Ketua Umum, atau unsur Ketua yang mendapatkan mandat dari Ketua 
Umum.

Pasal 12

Kerja sama diselenggarakan melalui tahapan:
a.	 perencanaan;
b.	 koordinasi;
c.	 penyusunan;
d.	 penandatanganan;
e.	 pelaksanaaan, pemantauan, evaluasi; dan
f.	 pelaporan.

Pasal 13

(1)	 Perencanaan kerja sama dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh 
Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum, atau unsur Ketua yang 
mendapatkan mandat dari Ketua Umum.

(2)	 Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk meny-
usun rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2).

Pasal 14

Penyusunan kerja sama dilaksanakan meliputi tahapan telaah dan 
pembahasan.
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Pasal 15

(1)	 Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mengusul-
kan rancangan naskah kerja sama.

(2)	 Sekretaris Jenderal menyampaikan rancangan naskah kerja sama 
kepada ketua yang membidangi hukum dan kerja sama untuk me-
nelaah rancangan naskah dimaksud yang meliputi:
a.	 kemanfaatan dan relevansi;
b.	 konsistensi dengan peraturan perundang-undangan; dan
c.	 materi kerja sama.

(3)	 Dalam pembahasan rancangan naskah kerja sama, ketua yang 
membidangi hukum dan kerja sama mengikutsertakan:
a.	 pengusul;
b.	 kementerian/lembaga terkait;
c.	 perkumpulan kemasyarakatan; dan/atau
d.	 badan usaha.

Pasal 16

Naskah kerja sama ditandatangani oleh para pihak setelah dibubuh-
kan paraf persetujuan oleh pejabat terkait yang ditugaskan.

Pasal 17

Para pihak melaksanakan kerja sama sesuai dengan kesepakatan se-
cara bertanggung jawab.

Pasal 18

Para pihak melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja 
sama:
a.	 secara sendiri atau bersama-sama; dan
b.	 sewaktu-waktu dan/atau berkala.
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Pasal 19

Selain para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, pemantau-
an dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh instansi yang 
memiliki kewenangan melakukan pemantauan dari para pihak.

Pasal 20

(1)	 Pihak yang melakukan kerja sama melaporkan pelaksanaan kerja 
sama.

(2)	 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling 
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dalam jangka waktu 
paling lama 3 (tiga) bulan setelah kerja sama berakhir.

Pasal 21

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 paling sedikit memuat:
a.	 pendahuluan;
b.	 pelaksanaan kegiatan;
c.	 realisasi anggaran;
d.	 evaluasi; dan/atau
e.	 rekomendasi.

Bagian Kedua

Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 22

Kerja sama luar negeri dapat dilaksanakan dengan:
a.	 pemerintah negara asing;
b.	 perkumpulan internasional;
c.	 perkumpulan internasional non pemerintah; 
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d.	 lembaga pendidikan negara asing; dan
e.	 individu atau pihak lainnya.

Pasal 23

Kerja sama luar negeri dalam bentuk kerja sama utama dan/atau teknis 
terdiri atas:
a.	 kerja sama bilateral;
b.	 kerja sama multilateral.

Pasal 24

Kerja sama dengan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilak-
sanakan dengan memperhatikan:
a.	 kebijakan politik luar negeri pemerintah Republik Indonesia;
b.	 ideologi bangsa, keyakinan dan paham keagamaan, serta budaya 

masyarakat Indonesia; dan
c.	 ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1)	 Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud Pasal 22 
dipersiapkan dan dikoordinasikan oleh pengurus yang ditunjuk 
oleh Ketua Umum.

(2)	 Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
oleh Sekretaris Jenderal PBNU.

Pasal 26

(1)	 Perencanaan kerja sama dilakukan oleh pihak sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 25 ayat (1).

(2)	 Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyusun 
rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2).
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Pasal 27

Penyusunan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilak-
sanakan melalui tahapan:
a.	 penjajakan;
b.	 perundingan;
c.	 perumusan naskah; dan
d.	 Penandatanganan.

Pasal 28

Naskah kerja sama ditandatangani oleh para pihak setelah dibubuh-
kan paraf persetujuan oleh pejabat terkait.

Pasal 29

Salinan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 di
sampaikan kepada sekretariat para pihak.

Pasal 30

Para pihak melaksanakan kerja sama sesuai dengan kesepakatan da-
lam naskah kerja sama secara bertanggung jawab.

Pasal 31

Para pihak melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja 
sama:
a.	 secara sendiri atau bersama-sama; dan
b.	 sewaktu-waktu dan/atau berkala.
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BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

(1)	 Perjanjian Kerjasama yang masih berlaku sebelum peraturan per-
kumpulan ini ditetapkan dinyatakan masih berlaku sampai ada 
peninjauan kembali dari PBNU.

(2)	 Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkum-
pulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

1.	 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nah
dlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nah-
dlatul Ulama.

2.	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tang-
gal ditetapkan.

Ditetapkan di	 : Jakarta
Pada tanggal 	 : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M 







PERATURAN
PERKUMPULAN

NAHDLATUL ULAMA

KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR NU
TAHUN 2022

Jakarta, 19-21 Syawal 1443 H/20-22 Mei 2022 M 

 

BAGIAN TIGA 

PEDOMAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Masa Khidmat 2022 - 2027
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a.	 Bahwa Konferensi Besar merupakan forum 
permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar 
yang memiliki kewenangan untuk membicara-
kan pelaksanaan keputusan-keputusan Muk-
tamar, mengkaji perkembangan Perkumpulan 
Nahdlatul Ulama di tengah-tengah masyarakat 
dan memutuskan Peraturan Perkumpulan.

b.	 Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan kepu-
tusan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama Tahun 
2021, terdapat kebutuhan untuk melakukan 
penyesuaian dan/atau perubahan terhadap 
beberapa peraturan yang telah berlaku serta 
perumusan beberapa peraturan baru yang me-
merlukan pembahasan pada forum Konferensi 
Besar Nahdlatul Ulama.

c.	 Bahwa penyesuaian dan/atau perubahan ter-
hadap beberapa peraturan yang telah berlaku 
serta perumusan peraturan baru sebagaima-
na dimaksud pada huruf b ditujukan untuk 
meningkatkan kinerja dan relevansi Perkum-
pulan Nahdlatul Ulama dalam menjawab per
kembangan dan dinamika masyarakat.

:Menimbang

KEPUTUSAN KONFERENSI BESAR NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 03/KONBES/V/2022

TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA 

TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

بسم الله الرحمن الرحيم
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a.	 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX Pasal 
22;

b.	 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama 
Bab XVIII Pasal 58 Ayat (2), Pasal 64 Ayat (2), 
jo. Bab XXI Pasal 76.

c.	 Keputusan Sidang Pleno I Konferensi Be-
sar Nahdlatul Ulama Tahun 2022 tanggal 20 
Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M tentang Tata Ter-
tib Konferensi Besar Nahdlatul Ulama.

a.	 Khutbah Iftitah Rais Aam Pengurus Besar Na-
dhlatul Ulama pada Pembukaan Konferensi 
Besar Nahdlatul Ulama tanggal 19 Syawal 1443 
H/20 Mei 2022 M.

b.	 Laporan hasil pembahasan Sidang Komisi 
yang disampaikan pada Sidang Pleno II Kon-
ferensi Besar Nahdlatul Ulama tanggal 20 
Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M.

c.	 Keputusan Sidang Pleno II Konferensi Besar 
Nahdlatul Ulama di tanggal 20 Syawal 1443 
H/21 Mei 2022 M. 

Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang 
Pedoman Administrasi dan Keuangan 

Isi beserta uraian hasil Sidang Komisi dalam Kon-
ferensi Besar Nahdlatul Ulama Tahun 2022 menja-
di bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan 
ini dan dirumuskan dalam:

:Mengingat

:Memperhatikan

Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala 
seraya memohon taufik dan hidayah-Nya:

MEMUTUSKAN

:Menetapkan

:Pertama
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1.	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No-
mor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Admi
nistrasi Perkumpulan Nahdlatul Ulama 

2.	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama 
Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Spe-
sifikasi dan Penggunaan Lambang Nahdlatul 
Ulama

3.	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No-
mor 17 Tahun 2022 tentang Kebendaharaan 
dan Tata Cara Pembuatan Rekening Perkum-
pulan

4.	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No-
mor 18 Tahun 2022 tentang Sistem Keuangan 
dan Pembayaran

5.	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No-
mor 19 Tahun 2022 tentang Laporan Pertang-
gungjawaban

Mengamanatkan kepada Pengurus Besar Nahdla
tul Ulama untuk melakukan sosialisasi atas ber-
lakunya Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ula-
ma sebagaimana dimaksud pada diktum pertama 
keputusan ini kepada seluruh jajaran kepengurus
an Nahdlatul Ulama di semua tingkatan.

Mengamanatkan kepada jajaran kepengurusan 
Nahdlatul Ulama di semua tingkatan untuk berpe-
doman kepada ketentuan-ketentuan yang ditetap-
kan dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ula-
ma sebagaimana dimaksud pada diktum pertama 
keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetap

:Kedua

:Ketiga

:Keempat
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Jakarta
20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M

:
:

Ditetapkan di
Pada tanggal

PIMPINAN SIDANG PLENO,

H. Amin Said Husni, MA                                   H. Miftah Faqih, MA
                      Ketua                                                                  Sekretaris

kan dan hal-hal yang belum cukup diatur dalam 
keputusan ini akan diatur kemudian.
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PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 15 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN ADMINISTRASI 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud 
dengan:
1.	 Peraturan administrasi adalah aturan-aturan administrasi di 

lingkungan Nahdlatul Ulama sebagai pijakan kerja pengurus di 
bidang kesekretariatan.

2.	 Surat adalah bentuk korespondensi tertulis yang menggunakan 
kop dan stempel sesuai dengan ketentuan serta dibubuhi dengan 
tanda tangan yang sah.

3.	 Distribusi surat adalah proses pengiriman surat baik secara kon-
vensional melalui jasa pengiriman maupun secara elektronik 
melalui email dan sarana lainnya.

BAB II
KATEGORI, JENIS DAN KOP SURAT

Bagian Kesatu

Jenis Surat

Pasal 2

Jenis surat yang dikeluarkan oleh perkumpulan Nahdlatul Ulama ada-
lah:
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a.	 surat biasa; dan
b.	 surat khusus

 
Pasal 3

(1)	 Surat biasa adalah jenis surat yang dikeluarkan oleh perkumpulan 
tanpa kekhususan tertentu, yaitu:
a.	 surat rutin adalah surat biasa yang ditandatangani oleh Ketua 

Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/
Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

b.	 surat pengantar adalah surat yang berfungsi sebagai pengan-
tar pengiriman, ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil 
Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris 
Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama; 

c.	 surat keterangan adalah surat yang berisi keperluan perkum-
pulan tentang keberadaan perorangan, program dan lain-
lain, ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/
Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal Pen-
gurus Besar Nahdlatul Ulama; dan

(2)	 Dalam keadaan tertentu, surat biasa pada tingkat Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama dapat ditandatangani hanya oleh Ketua Umum 
setelah dikonsultasikan kepada Rais ‘Aam.

 
Pasal 4

(1)	 Surat khusus adalah jenis surat dikeluarkan oleh perkumpulan 
untuk keperluan khusus, yaitu:
a.	 surat keputusan adalah surat yang dikeluarkan oleh perkum-

pulan berdasarkan keputusan rapat atau konferensi yang ber-
kaitan dengan kebijakan perkumpulan, ditandatangani oleh 
Rais ‘Aam, Katib ‘Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

b.	 surat pengesahan adalah surat yang mempunyai kekuatan 
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hukum untuk mengesahkan susunan pengurus atau perang-
kat perkumpulan, ditandatangani oleh Rais ‘Aam, Katib 
‘Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama;

c.	 surat rekomendasi adalah surat perkumpulan yang memberi-
kan persetujuan terhadap suatu kepentingan, ditandatangani 
oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris 
Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama;

d.	 surat perjanjian adalah surat yang berisi perjanjian antara 
perkumpulan dan pihak-pihak lain yang dapat berupa nota 
kesepahaman yang ditandatangani Ketua Umum dan perjan-
jian kerjasama yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau 
yang mendapat mandat dari Ketua Umum Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama;

e.	 surat mandat adalah surat yang memberikan kuasa kepada 
pihak lain atau perorangan atas nama perkumpulan untuk 
melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan batas waktu, 
ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ke
tua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal Peng
urus Besar Nahdlatul Ulama;

f.	 surat tugas adalah surat yang berisi penugasan untuk keperlu-
an tertentu dalam melaksanakan fungsi perkumpulan, ditan-
datangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan 
Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama.

g.	 surat pernyataan adalah surat yang berisi pernyataan sikap 
perkumpulan terhadap suatu masalah, ditandatangani oleh 
Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jen-
deral/Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama;

h.	 surat instruksi adalah surat perintah tentang kebijakan per-
kumpulan yang harus dilaksanakan, ditandatangani oleh 
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Rais ‘Aam, Katib ‘Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

i.	 surat peringatan adalah surat teguran kepada kepengurusan 
atau personalia pengurus yang harus ditindaklanjuti atau 
dilaksanakan, ditandatangani oleh Rais ‘Aam, Katib ‘Aam, 
Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau Ketua Umum/
Wakil Ketua Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil 
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;

j.	 surat edaran adalah surat yang berisi kebijakan perkumpulan 
yang digunakan sebagai himbauan, ditandatangani oleh Rais 
‘Aam, Katib ‘Aam, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Peng
urus Besar Nahdlatul Ulama;

k.	 surat pengumuman adalah surat yang berisi informasi resmi 
perkumpulan yang perlu disampaikan kepada masyarakat 
secara luas, ditandatangani oleh Ketua Umum/Wakil Ketua 
Umum/Ketua dan Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jen-
deral Pengurus. 

Pasal 5

Ketentuan mengenai jenis surat sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 
berlaku secara mutatis mutandis (dengan sendirinya) untuk seluruh 
tingkat kepengurusan, kecuali Pasal 3 huruf d, Pasal 4 huruf m dan Pa
sal 4 huruf n.

Bagian Kedua

Kop Surat

Pasal 6

Surat resmi menggunakan kertas HVS 80 gram ukuran A4 berwarna 
putih dengan kop surat.
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Pasal 7

Kop surat terdiri dari:
a.	 lambang Nahdlatul Ulama yang tercetak di bagian atas sebelah 

kiri;
b.	 tulisan pengurus Nahdlatul Ulama sesuai dengan tingkatannya 

terletak sejajar dengan lambang Nahdlatul Ulama;
c.	 tulisan alamat kantor/sekretariat di bagian atas;

Pasal 8

Untuk Lembaga dan Badan Khusus:
a.	 kop surat tetap menggunakan lambang Nahdlatul Ulama; 
b.	 tulisan pengurus Lembaga dan Badan Khusus diawali dengan tu-

lisan tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama;

Pasal 9

Ketentuan mengenai kop surat pada Pasal 5 berlaku juga untuk am-
plop surat kecuali penempatan tulisan pengurus Nahdlatul Ulama dan 
alamat kantor/sekretariat.

Pasal 10

(1)	 Khusus untuk kop surat, lambang Nahdlatul Ulama dapat dicetak 
berwarna hijau dengan latar belakang berwarna putih sesuai de
ngan warna kertas.

(2)	 Contoh kop surat dan amplop surat adalah sebagaimana termak-
tub pada lampiran Peraturan Perkumpulan ini.
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BAB III
FORMAT SURAT

Bagian Kesatu

Nomor, Lampiran dan Perihal

Pasal 11

(1)	 Nomor surat adalah nomor urut pada buku agenda surat keluar 
beserta kode-kode yang telah ditetapkan.

(2)	 Nomor surat terdiri dari enam kolom yang dipisah dengan garis 
miring, yaitu:
a.	 kolom 1 (satu) nomor surat yang dimulai dari pergantian 

pengurus;
b.	 kolom 2 (dua) singkatan dari tingkatan kepengurusan yang 

mengirim surat;
c.	 kolom 3 (tiga) kode kategori surat dan jenis surat;
d.	 kolom 4 (empat) kode indeks tingkatan kepengurusan;
e.	 kolom 5 (lima) bulan dengan memakai angka Arab; dan
f.	 kolom 6 (enam) tahun ditulis empat angka terakhir.

(3)	 jarak pemisah kolom indeks ditandai dengan/(garis miring).
(4)	 nomor surat Syuriyah dan Tanfidziyah tidak sendiri-sendiri.
(5)	 letak nomor surat kategori biasa di bawah kepala surat sebelah 

kiri, sedangkan letak nomor surat kategori khusus berada di te
ngah dengan posisi di bawah judul surat.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai nomor surat seperti dimaksud dalam 
Pasal 11 akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama.
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Pasal 13

(1)	 Lampiran, diisi jika memang terdapat lampiran yang disertakan 
bersama surat tersebut sebagai tambahan/penjelasan yang mem-
punyai kaitan langsung.

(2)	 Jumlah lampiran ditulis dengan angka dan huruf.

Pasal 14

Perihal, ditulis isi atau pokok persoalan yang dimaksud.

Pasal 15

Nomor, lampiran dan perihal tidak perlu dicetak permanen.

Bagian Kedua

Tanggal dan Alamat Tujuan Surat

Pasal 16

(1)	 Surat menggunakan tanggal Hijriyah sebelah atas dan Miladiyah 
di bawahnya, tahun ditulis lengkap, terletak disudut kanan atas 
sejajar dengan nomor surat dan didahului dengan nama daerah 
dikeluarkannya surat.

(2)	 Selain surat rutin penulisan tanggal berada di bawah penutup.

Pasal 17

Alamat tujuan surat ditulis secara lengkap dan diletakkan sebelah kiri 
dibawah perihal.
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Bagian Ketiga

Kalimat Pembuka dan Penutup Surat

Pasal 18

(1)	 Surat biasa sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, b dan c:
a.	 dibuka dengan kalimat “Assalamu’alaikum Warahmatullahi 

Wabarakatuh” berada di bawah alamat tujuan surat; dan
b.	 ditutup dengan kalimat “Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith 

Tharieq” dan “Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wa-
barakatuh” berada di bawahnya. 

(2)	 Surat keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a: 

a.	 dibuka dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” berada 
di bawah perihal; dan

b.	 ditutup dengan tempat dan tanggal penetapan. 

(3)	 Surat pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b:
a.	 dibuka dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” berada di 

bawah perihal; dan
b.	 ditutup dengan tempat dan tanggal penetapan.

(4)	 Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c: 
a.	 dibuka dengan kalimat “Assalamu’alaikum Warahmatullahi 

Wabarakatuh” berada di bawah alamat tujuan surat; dan
b.	 ditutup dengan kalimat “Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith 

Tharieq” dan “Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wa-
barakatuh” berada di bawahnya. 

(5)	 Surat perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf d:
a.	 dibuka dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” berada di 

bawah perihal; dan 
b.	 ditutup dengan tempat dan tanggal penetapan.

(6)	 Surat mandat sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf e:
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a.	 dibuka dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” berada di 
bawah perihal; dan

b.	 ditutup dengan tempat dan tanggal penetapan. 
(7)	 Surat tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf f:

a.	 dibuka dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” berada di 
bawah perihal; dan

b.	 ditutup dengan tempat dan tanggal penetapan.
(8)	 Surat pernyataan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf g:

a.	 dibuka dengan kalimat “Assalamu’alaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh” berada di bawah perihal; dan

b.	 ditutup dengan kalimat “Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith 
Tharieq” dan “Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wa-
barakatuh” berada di bawahnya. 

(9)	 Surat instruksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf h: 
a.	 dibuka dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” berada di 

bawah perihal; dan
b.	 ditutup dengan tempat dan tanggal penetapan. 

(10)	 Surat peringatan seperti dimaksud pada Pasal 4 huruf i:
a.	 dibuka dengan kalimat “Assalamu’alaikum Warahmatullahi 

Wabarakatuh” berada di bawah alamat tujuan surat; dan
b.	 ditutup dengan kalimat “Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith 

Tharieq” dan “Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wa-
barakatuh” berada di bawahnya. 

(11)	 Surat edaran seperti dimaksud pada Pasal 4 huruf j:
a.	 dibuka dengan kalimat “Assalamu’alaikum Warahmatullahi 

Wabarakatuh” berada di bawah perihal; dan 
b.	 ditutup dengan kalimat “Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith 

Tharieq” dan “Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Waba­
rakatuh” berada di bawahnya.

(12)	 Surat pengumuman seperti dimaksud pada Pasal 4 huruf k:
a.	 dibuka dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” berada di 
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bawah perihal; dan
b.	 ditutup dengan tempat dan tanggal penetapan.

Pasal 19

(1)	 Penulisan nama penanda tangan dengan huruf besar di awal, 
diberi garis bawah atau ditebalkan. 

(2)	 Penulisan jabatan di bawah nama penanda tangan surat.
(3)	 Setiap alinea pembuka rata kiri. 
(4)	 Kalimat salam pembuka dan penutup dapat menggunakan tran

sliterasi. 

Bagian Keempat

Tembusan Surat

Pasal 20

(1)	 Setiap surat yang dikeluarkan oleh pengurus ranting harus mem-
berikan tembusan kepada majelis wakil cabang dan pengurus 
cabang.

(2)	 Setiap surat yang dikeluarkan oleh majelis wakil cabang harus 
memberikan tembusan kepada pengurus cabang.

(3)	 Setiap surat yang dikeluarkan oleh pengurus cabang harus mem-
berikan tembusan kepada pengurus wilayah dan pengurus besar.

(4)	 Setiap surat yang dikeluarkan oleh pengurus wilayah harus mem-
berikan tembusan kepada pengurus besar.

(5)	 Setiap surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Harian Tanfidziyah 
harus memberikan tembusan kepada Pengurus Harian Syuriyah.

(6)	 Setiap surat yang dikeluarkan oleh Lembaga dan Badan Otonom, 
harus memberikan tembusan kepada pengurus Nahdlatul Ulama 
sesuai dengan tingkatannya.
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(7)	 Setiap surat yang dikeluarkan oleh Badan Khusus, harus membe
rikan tembusan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

(8)	 Setiap surat yang dikeluarkan oleh kepanitiaan yang dibentuk 
Nahdlatul Ulama dan perangkatnya di semua tingkatan, harus 
memberikan tembusan kepada pengurus yang membentuknya.

(9)	 Setiap surat khusus yang ditandatangani selain mandataris harus 
diberikan tembusan kepada mandataris.

BAB IV
PENYIMPANAN SURAT DAN LEMBAR DISPOSISI

Pasal 20

(1)	 Setiap surat keluar dan masuk setelah diagenda harus diarsip se-
cara manual dan/atau digital.

(2)	 Surat keluar dibendel dalam satu file.
(3)	 Surat masuk dibendel sesuai dengan asal surat.
(4)	 Surat keputusan dibendel tersendiri.

Pasal 21

(1)	 Setiap surat masuk sebelum diagendakan, diberi lampiran lembar 
disposisi yang dibuat dengan ukuran kertas A5 atau A4.

(2)	 Lembar disposisi diperlukan:
a.	 untuk menuliskan pertimbangan-pertimbangan atau penje

lasan-penjelasan terhadap surat yang diterima; dan/atau
b.	 agar tidak mengotori surat asli.

(3)	 Lembar disposisi dibuat dengan ketentuan isi:
a.	 Kop/kepala surat diketik menurut tingkatannya;
b.	 tanggal terima;
c.	 nomor agenda surat; dan/atau
d.	 ruang catatan.
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BAB V
KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 22

(1)	 Buku agenda adalah buku untuk mencatat keluar masuk surat 
dapat berupa manual dan/atau digital.

(2)	 Buku notulen adalah buku untuk mencatat jalannya setiap rapat, 
yang memuat kolom-kolom hari tanggal dan waktu rapat, tempat 
rapat, peserta yang hadir, acara rapat, pendapat dan usulan peser-
ta rapat serta keputusan rapat.

(3)	 Buku ekspedisi adalah buku untuk mencatat setiap pengiriman 
surat, terdapat dua macam ekspedisi;
a.	 bentuk buku, dengan kolom: tanggal pengiriman surat, tang-

gal dan nomor surat, isi pokok surat, tujuan surat, tanda ta
ngan penerima; dan/atau

b.	 bentuk lembar tanda terima, dibuat dengan ukuran kertas 
A5 dengan kolom asal surat, nomor dan tanggal surat, tujuan 
perihal, tanda tangan, nama jelas dan nomor kontak peneri-
ma dan tanggal terima.

(4)	 Buku tamu adalah buku untuk mencatat setiap tamu dengan 
ketentuan kolom sebagai berikut;
a.	 tanggal kedatangan;
b.	 nomor urut;
c.	 nama tamu;
d.	 jabatan/pekerjaan;
e.	 maksud kunjungan;
f.	 diterima oleh;
g.	 catatan; dan/atau
h.	 tanda tangan.

(5)	 Buku daftar inventaris adalah buku untuk mencatat semua ba-
rang kekayaan yang dimiliki oleh organisasi, dengan kolom-kolom 
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sebagai berikut:
a.	 nomor urut;
b.	 tanggal pembukuan;
c.	 kode barang;
d.	 keterangan barang;
e.	 kuantitas atau jumlah;
f.	 tahun pembuatan;
g.	 asal barang;
h.	 dokumen dan tanggal penyerahan/perolehan barang;
i.	 keadaan barang; dan/atau
j.	 harga.

(6)	 Buku kas adalah buku untuk mencatat keluar masuk uang organi-
sasi, dengan kolom-kolom sebagai berikut:
a.	 tanggal penerimaan/pengeluaran uang;
b.	 uraian;
c.	 kode mata anggaran; dan/atau
d.	 jumlah uang.

(7)	 Buku kegiatan harian adalah buku untuk mencatat segala kegiat
an yang dilakukan oleh pengurus/organisasi, dengan kolom-ko-
lom sebagai berikut:
a.	 waktu dan tempat kegiatan;
b.	 nama kegiatan;
c.	 pelaksanaan kegiatan; dan/atau
d.	 keterangan.

(8)	 Buku induk anggota adalah buku untuk mencatat nama anggota, 
dengan kolom-kolom sebagai berikut;
a.	 nomor induk anggota;
b.	 nama anggota;
c.	 umur/tanggal lahir;
d.	 alamat;
e.	 pendidikan;
f.	 nikah/belum;



220 Keputusan Konferensi Besar NU Tahun 2022

g.	 mulai menjadi anggota;
h.	 jenis keanggotaan; dan/atau
i.	 keterangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan 
Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

(1)	 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nah
dlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nah-
dlatul Ulama.

(2)	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tang-
gal ditetapkan.

Ditetapkan di	 : Jakarta
Pada tanggal 	 : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M  
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Lampiran Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama 
Nomor		 : 15 Tahun 2022 
Tentang	 : Pedoman Administrasi

 
CONTOH KOP SURAT DAN AMPOP
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PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 16 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN SPESIFIKASI DAN PENGGUNAAN LAMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud 
dengan:
1.	 Lambang adalah lambang perkumpulan Nahdlatul Ulama seba

gaimana akan dijelaskan dalam pasal tersendiri.
2.	 Atribut adalah sarana yang bisa ditempati/merekat lambang Nah-

dlatul Ulama yang digunakan untuk maksud tertentu.
3.	 Penggunaan adalah pemakaian lambang dalam atribut sebagai

mana yang telah ditentukan dalam peraturan ini.

BAB II
LAMBANG NAHDLATUL ULAMA

Pasal 2
(1)	 Lambang Nahdlatul Ulama adalah gambar bola dunia yang diling-

kari tali tersimpul, dikitari oleh 9 (sembilan) bintang, 5 (lima) 
terletak melingkar di atas garis khatulistiwa yang 1 (satu) di an-
taranya tersebar terletak di tengah atas, sedang 4 (empat) bintang 
lainnya terletak melingkar di bawah khatulistiwa dengan tulisan 
Nahdlatul Ulama berhuruf arab yang melintang dari sebelah 
kanan bola dunia ke sebelah kiri dan tulisan “N” di kiri dan “U” di 
kanan bawah logo.
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(2)	 Lambang sebagaimana dimaksud Ayat 1 (satu) dicetak dengan 
warna putih di atas warna dasar hijau.

Pasal 3

(1)	 Lambang Nahdlatul Ulama sebagaimana dimaksud Pasal 2 (dua) 
merupakan identitas resmi perkumpulan yang ada dalam atribut 
perkumpulan seperti:
a.	 bendera;
b.	 stempel;
c.	 kop surat/amplop;
d.	 papan nama;
e.	 duaja/panji-panji;
f.	 lencana;
g.	 baju seragam; dan/atau
h.	 atribut lain.

(2)	 Penggunaan/pemakaian lambang Nahdlatul Ulama harus dijaga 
kehormatannya.

BAB III
BENDERA

Pasal 4

Bendera Nahdlatul Ulama adalah bendera dengan ketentuan sebagai 
berikut:
a.	 warna bendera hijau cerah, di tengahnya terdapat lambang Nah

dlatul Ulama yang terlukis dengan warna putih; dan
b.	 ukuran bendera adalah 120 (seratus dua puluh) kali 90 (sembilan 

puluh) sentimeter atau disesuaikan dengan jenis keperluan, per-
bandingan panjang lebar adalah 4 (empat) banding 3 (tiga).
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Pasal 5

(1)	 Penggunaan/pemakaian bendera Nahdlatul Ulama harus dijaga 
kehormatannya, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan.

(2)	 Pemasangan bendera Nahdlatul Ulama dalam ruang resepsi resmi, 
ruang rapat/ruang kerja di kantor atau pengibaran di halaman 
kantor Nahdlatul Ulama harus disertai dengan bendera Nasional 
Sang Saka Merah Putih dengan ukuran yang sama, letak bendera 
Nahdlatul Ulama di sebelah kiri dan bendera Nasional di sebelah 
kanan.

(3)	 Pemasangan bendera Nahdlatul Ulama di luar ruangan diuta-
makan dalam setiap kegiatan perkumpulan Nahdlatul Ulama, 
upacara nasional, setiap tanggal 16 Rajab (Hari Lahir Nahdlatul 
Ulama), kegiatan peringatan hari besar Islam, acara internal Nah-
dlatul Ulama dan perangkatnya.

Pasal 6

Lembaga tidak boleh membuat model bendera tersendiri yang berbe-
da dengan bendera Nahdlatul Ulama.

Pasal 7

Badan Otonom sesuai dengan statusnya mempunyai bendera tersendiri.

BAB IV
STEMPEL

Pasal 8

Stempel perkumpulan Nahdlatul Ulama berbentuk bulat dengan ukur
an garis tengah 3,5 (tiga koma lima) centimeter, dengan lambang Nah-
dlatul Ulama pada bagian tengahnya, dikelilingi garis yang melingkari 
lambang dan memuat tulisan tingkat kepengurusan Nahdlatul Ulama.
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Pasal 9

(1)	 Stempel Nahdlatul Ulama untuk semua tingkatan adalah berwar-
na biru.

(2)	 Bentuk stempel Nahdlatul Ulama sebagaimana terlampir.

Pasal 10

Lembaga tidak boleh membuat bentuk/model stempel tersendiri yang 
berbeda dengan stempel organisasi Nahdlatul Ulama.

Pasal 11

Dalam hal bentuk, ukuran dan warna stempel dengan memanfaatkan 
teknologi informasi, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Peng
urus Besar Nahdlatul Ulama. 

BAB V
KOP SURAT DAN AMPLOP

Pasal 12

(1)	 Setiap kop dan amplop surat harus memuat lambang Perkumpul
an Nahdlatul Ulama.

(2)	 Ketentuan penggunaan kop dan amplop surat diatur dalam Pera-
turan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tentang Pedoman Adminis-
trasi.

BAB VI
PAPAN NAMA DAN PAPAN DATA

Pasal 13

(1)	 Papan nama merupakan tanda yang menunjukan keberadaan 
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Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan wilayah tertentu.
(2)	 Papan nama perkumpulan dapat dibuat dari bahan pelat baja, 

seng, kayu atau bahan lainnya yang baik.
(3)	 Bentuk papan nama adalah empat persegi panjang, dengan pan-

jang dan lebar 4 (empat) banding 3 (tiga).
(4)	 Warna dasar papan nama adalah hijau cerah, gambar dan tulisan 

berwarna putih, jenis huruf tulisan adalah huruf latin kapital 
tegak.

(5)	 Ukuran papan nama sebagai berikut:
a.	 pengurus besar: panjang 200 (dua ratus) sentimeter, lebar 150 

(seratus lima puluh) sentimeter;
b.	 pengurus wilayah: panjang 180 (seratus delapan puluh) senti-

meter, lebar 135 (seratus tiga puluh lima) sentimeter;
c.	 pengurus cabang: panjang 140 (seratus empat puluh) senti-

meter, lebar 105 (seratus lima) sentimeter;
d.	 wakil cabang: panjang 120 (seratus dua puluh) sentimeter, 

lebar 90 (sembilan puluh) sentimeter; 
e.	 pengurus ranting: panjang 100 (seratus) sentimeter, lebar 75 

(tujuh puluh lima) sentimeter; dan
f.	 pengurus anak ranting: panjang 80 (delapan puluh) sentime-

ter, lebar 60 (enam puluh) sentimeter.
(6)	 Papan nama memuat lambang Nahdlatul Ulama, tingkat kepe

ngurusan Nahdlatul Ulama, alamat kantor dan nomor telepon.
(7)	 Pemasangan papan nama ditempatkan pada alamat kantor Nah-

dlatul Ulama atau tempat yang berdekatan, yang mudah dilihat, 
pemasangan dapat menggunakan tiang yang dipancangkan, di-
tempelkan atau digantung.

(8)	 Pemasangan papan nama hendaknya mengindahkan ketentuan 
yang berlaku di daerah yang bersangkutan dan diberitahukan ke-
pada instansi terkait.
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Pasal 14

(1)	 Setiap tingkatan perkumpulan membuat papan data yang dipa
sang di kantor sekretariat.

(2)	 Ukuran papan data disesuaikan dengan kebutuhan.
(3)	 Papan data terdiri dari:

a.	 data pengurus berikut struktur;
b.	 data potensi yaitu Badan Otonom, masjid, pondok pesantren, 

madrasah, sekolah, perguruan tinggi, majelis ta’lim, koperasi, 
dan lain-lain;

c.	 kalender kegiatan perkumpulan; dan/atau
d.	 peta perkumpulan.

(4)	 Dalam kondisi tertentu, format tampilan papan data dapat ber-
bentuk data elektornik/digital.

BAB VII
DUAJA/PANJI-PANJI, LENCANA DAN BAJU SERAGAM

Pasal 15

(1)	 Duaja/panji-panji perkumpulan dimiliki oleh kepengurusan per-
kumpulan Nahdlatul Ulama tingkat pengurus besar, pengurus 
wilayah dan pengurus cabang sebagai atribut kehormatan per-
kumpulan.

(2)	 Duaja/panji-panji dipasang di kantor perkumpulan dengan cara 
digantung pada tiang atau tembok dengan tali warna kuning.

(3)	 Duaja/panji-panji dibuat dari bahan dasar beludru/velvet warna 
hijau cerah, dengan lambang Nahdlatul Ulama disulam/bordir 
menggunakan benang warna kuning keemasan.
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Pasal 16

(1)	 Lencana Nahdlatul Ulama adalah kelengkapan atribut perkum-
pulan untuk disematkan pada ujung kerah leher baju/jas sebelah 
kiri, di atas kantong baju sebelah kiri, pada dasi atau peci.

(2)	 Lencana Nahdlatul Ulama berbentuk bulat berwarna dasar hijau, 
dengan diameter garis tengah 3 (tiga) centimeter, dilingkari garis 
kecil berwarna kuning keemasan, dan terdapat lambang Nahdla
tul Ulama yang dilukis dengan warna kuning keemasan tanpa tu-
lisan Nahdlatul Ulama dalam huruf apapun.

(3)	 Lencana dibuat dari bahan kuningan, jenis logam lain, kaca serat, 
atau bahan lain yang baik.

Pasal 17

(1)	 Baju seragam dalam ketentuan ini adalah baju batik yang meng-
gunakan ornamen/hiasan lambang Nahdlatul Ulama.

(2)	 Baju seragam batik berlambang Nahdlatul Ulama dibuat dari bah-
an dasar mori, tetoron, katun atau bahan lain yang baik.

(3)	 Lambang Nahdlatul Ulama yang dicetak atau dilukis dalam bah-
an dasar tersebut harus tampak nyata tercetak atau tertulis sesuai 
dengan ketentuan Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama.

(4)	 Warna dan motif batik dapat ditempatkan tersendiri untuk setiap 
Wilayah oleh Pegurus Wilayah Nahdlatul Ulama.

BAB VIII
ATRIBUT LAIN

Pasal 18

(1)	 Lambang Nahdlatul Ulama dapat digunakan (dicetak/ditulis) 
pada benda-benda peraga atau atribut lain seperti kaos, peci, 
stiker, vandel, cenderamata, buku, kalender dan lainnya.
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(2)	 Penggunaan lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
menggunakan lambang Nahdlatul Ulama dicetak berwarna hijau.

(3)	 Penggunaan lambang Nahdlatul Ulama untuk keperluan pem-
buatan atribut internal perkumpulan harus diketahui dan diawasi 
kualitas kelayakan serta akurasinya oleh tingkat kepengurusan 
perkumpulan yang bersangkutan.

(4)	 Penggunaan lambang Nahdlatul Ulama untuk keperluan komer-
sial oleh perseorangan dan badan usaha harus dengan izin tertulis 
dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan 
Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

(1)	 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nah
dlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nah-
dlatul Ulama.	

(2)	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama in i berlaku sejak tang-
gal ditetapkan.

Ditetapkan di	 : Jakarta
Pada tanggal 	 : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M  
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PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 17 TAHUN 2022

TENTANG
JENIS DAN PENGELOLAAN REKENING

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud 
dengan:
1.	 Rekening induk adalah rekening yang dipergunakan untuk me-

nerima seluruh sumber keuangan perkumpulan yaitu uang pang-
kal, uang i’anah syahriyah, sumbangan dan usaha lain yang halal 
dan tidak mengikat.

2.	 Rekening operasional adalah rekening yang dipergunakan untuk 
transaksi yang sifatnya rutin bagi perkumpulan.

3.	 Rekening tujuan tertentu adalah rekening yang dipergunakan un-
tuk kegiatan perkumpulan yang bersifat khusus dan/atau kerjasa-
ma dengan pihak lain.

4.	 Rekening Lembaga adalah rekening untuk kegiatan dan atas nama 
Lembaga. 

5.	 Rekening Badan Khusus adalah rekening untuk kegiatan dan atas 
nama Badan Khusus.

6.	 Rekening umum adalah rekening untuk kegiatan dan transaksi di 
tingkat pengurus cabang, majelis wakil cabang, ranting dan anak 
ranting.

7.	 Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas atas nama 
perkumpulan atau kegiatan perkumpulan Nahdlatul Ulama un-
tuk menerima, menyimpan, membayar/menyerahkan uang atau 
surat berharga.
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8.	 Transaksi adalah kesepakatan jual beli untuk bertukar jasa dan/
atau barang dengan uang atau surat berharga lainnya.

9.	 Saldo rekening adalah sisa uang dalam rekening setelah dibebas-
kan dari semua biaya.

BAB II
JENIS REKENING

Pasal 2

Jenis rekening terdiri dari:
1.	 Rekening induk; 
2.	 Rekening operasional;
3.	 Rekening tujuan tertentu;
4.	 Rekening Lembaga; 
5.	 Rekening Badan Khusus; dan 
6.	 Rekening umum.

Pasal 3

(1)	 PBNU dan PWNU memiliki rekening induk, rekening operasional, 
dan rekening tujuan tertentu yang dikelola dan dilaporkan secara 
terpisah.

(2)	 PCNU PCINU, MWCNU, PRNU dan PARNU menggunakan reke
ning umum untuk penerimaan dan transaksi perkumpulan yang 
bersifat umum, rutin, maupun yang ditujukan untuk kegiatan ter-
tentu.

(3)	 Lembaga dapat membuka rekening Lembaga dengan persetujuan 
PBNU, PWNU dan PCNU.

(4)	 Badan Khusus dapat membuka rekening badan khusus dengan 
persetujuan PBNU.

(5)	 Lembaga dan Badan Khusus dapat membuka rekening tujuan ter-
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tentu dengan persetujuan dari unsur bendahara ditingkatan ma
sing-masing.

BAB III
PENGELOLAAN REKENING

Pasal 4

(1)	 Rekening induk dikelola oleh Ketua Umum/Ketua, Sekretaris 
Jenderal/Sekretaris, Bendahara Umum/Bendahara, dan seorang 
Bendahara/Wakil Bendahara jika diperlukan.

(2)	 Rekening operasional dikelola oleh Bendahara Umum/Bendahara 
dan/atau Bendahara/Wakil Bendahara bidang perbendaharaan 
atau yang ditunjuk.

(3)	 Rekening tujuan tertentu dikelola oleh seorang Bendahara/Wakil 
Bendahara, Ketua Lembaga/Badan Khusus, atau Ketua panitia ke-
giatan.

(4)	 Rekening Lembaga atau Badan Khusus dikelola oleh seorang 
Bendahara/Wakil Bendahara dan Ketua Lembaga/Ketua Badan 
Khusus.

(5)	 Rekening umum dikelola oleh Ketua dan Bendahara PCNU, PCI-
NU, MWCNU, PRNU dan PARNU.

 

BAB IV
FORMAT PENAMAAN REKENING

Pasal 5

(1)	 Pembukaan rekening untuk semua jenis rekening menggunakan 
dokumen Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

(2)	 Penamaan rekening menggunakan format sebagai berikut:
a.	 rekening induk: PBNU, PWNU [nama provinsi].
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b.	 rekening operasional: PBNU-OPR, PWNU [nama provin-
si]-OPR;

c.	 rekening tujuan tertentu: PBNU-[nama kegiatan], PWNU 
[nama provinsi]-[nama kegiatan];

d.	 rekening Lembaga atau Badan Khusus: PBNU-[nama Lemba-
ga/Badan Khusus], PWNU [nama provinsi]-[nama lembaga]; 
dan/atau

e.	 rekening umum: PCNU [nama cabang], MWCNU [nama 
wakil cabang], PRNU [nama ranting], PARNU [nama anak 
ranting].

BAB V
PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING

Pasal 5

(1)	 Pembukaan semua jenis rekening dilakukan dengan surat kua-
sa yang ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua bersama-sama 
Sekretaris Jenderal/Sekretaris di tingkatan masing-masing kepada 
pihak sebagaimana dimaksud Pasal 4.

(2)	 Dokumen akta Perkumpulan Nahdlatul Ulama sebagai lampiran 
dokumen pembukaan rekening dapat diperoleh dari PBNU. 

(3)	 Pembukaan rekening induk dilakukan dan ditandatangani seku-
rang-kurangnya oleh 2 (dua) di antara 4 (empat) penanda tangan 
spesimen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1).

(4)	 Pembukaan rekening operasional dilakukan dan ditandatangani 
sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) di antara 3 (tiga) penanda ta
ngan spesimen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2).

(5)	 Pembukaan rekening tujuan tertentu, rekening Lembaga, reke
ning Badan Khusus dan rekening umum dilakukan dan ditan-
datangani sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) penanda tangan spe
simen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3), (4), dan (5).



235Bagian Tiga: Pedoman Administrasi dan Keuangan

(6)	 Pembukaan rekening dengan menggunakan fasilitas digital 
banking mengikuti ketentuan sebagaimana pasal ini. 

Pasal 6

(1)	 Semua rekening yang dibuka pada semua tingkatan pengurus per-
kumpulan ditujukan untuk penggunaan tanpa ada batas waktu.

(2)	 Penutupan rekening tujuan tertentu untuk kegiatan perkumpulan 
dan/atau kerjasama dengan berbagai pihak di luar perkumpulan 
dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan dan/atau setelah ke-
giatan dianggap selesai dan paling lambat 1 (satu) tahun setelah 
kegiatan diselesaikan dan laporan diterima oleh para pihak.

(3)	 Penutupan rekening dilakukan oleh Ketua Umum/Ketua, Ketua 
Lembaga/Badan Khusus sesuai tingkatan kepengurusan dengan 
terlebih dahulu melaporkan posisi terakhir saldo rekening. 

(4)	 Saldo rekening yang tersisa dari rekening yang ditutup harus 
disampaikan kepada para pihak sesuai hak dan kewajiban yang 
disepakati.

(5)	 Saldo rekening yang menjadi hak perkumpulan dipindahkan 
seluruhnya ke rekening induk/rekening umum sesuai tingkatan 
kepengurusan.

(6)	 Dalam hal pengelolaan dipandang bertentangan dengan ke-
bijakan perkumpulan, pengurus pada semua tingkatan dapat 
melakukan pembekuan atau penutupan secara sepihak berdasar-
kan keputusan pengurus harian. 

BAB VI
PELAPORAN REKENING

Pasal 7

(1)	 Seluruh transaksi, mutasi dan saldo akhir semua jenis rekening 
dilaporkan pada setiap bulannya sesuai tingkatannya masing-ma
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sing melalui unsur bendahara dan ditembuskan kepada Bendaha-
ra Umum, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

(2)	 PWNU, PCNU dan PCINU melaporkan seluruh transaksi, mutasi, 
serta saldo akhir sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) 
bulan kepada PBNU.

(3)	 MWCNU, PRNU dan PARNU melaporkan seluruh transaksi, muta-
si, serta saldo akhir sekurang-kurangnya satu kali dalam 6 (enam) 
bulan kepada PCNU masing-masing.

(4)	 Setiap akhir tahun buku, jumlah saldo akhir yang tersisa dalam 
semua jenis rekening di semua tingkat kepengurusan harus dila
porkan kepada PBNU sebagai bagian tidak terpisahkan dari aset 
lancar perkumpulan. 

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1)	 Pembukaan rekening baru sesuai peraturan perkumpulan ini 
dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peraturan ini 
ditetapkan.

(2)	 Rekening lama masih berlaku sebelum pembukaan rekening baru 
dilakukan.

(3)	 Penamaan rekening sebagaimana dimaksud Pasal 5 dapat dise-
suaikan dengan kebijakan perbankan.

(4)	 Rekening yang terkait kerja sama dengan pihak lain, atau rekening 
yang telah dipublikasikan untuk kegiatan khusus masih dapat di-
gunakan sampai jangka waktu kegiatan berakhir.

(5)	 Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkum-
pulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1)	 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nah
dlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nah-
dlatul Ulama.

(2)	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tang-
gal ditetapkan.

Ditetapkan di	 : Jakarta
Pada tanggal 	 : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M  
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PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 18 TAHUN 2022

TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN

BAB I 
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud 
dengan:
1.	 Pembayaran adalah suatu pengeluaran dana perkumpulan kepa-

da pihak internal perkumpulan atau kepada pihak ketiga untuk 
menunjang operasional perkumpulan. 

2.	 Staf keuangan adalah tenaga keuangan yang membantu kerja 
kebendaharaan di semua tingkatan kepengurusan dan kebenda-
haraan panitia kegiatan di lingkungan Perkumpulan Nahdlatul 
Ulama.

3.	 Pengurus berwenang adalah orang yang berdasarkan keputusan 
perkumpulan di semua tingkatan kepengurusan diberi wewenang 
untuk melakukan persetujuan atas pengeluaran keuangan atau 
pembayaran.

4.	 Buku bank adalah buku yang dipakai untuk mencatat setiap 
penerimaan dan pengeluaran baik melalui tunai atau transfer di 
akun bank milik perkumpulan atau cek/giro.

5.	 Buku kas adalah buku yang dipakai untuk mencatat seluruh aliran 
masuk dan keluar uang milik perkumpulan baik yang bersifat tu-
nai maupun transfer bank.

6.	 Transaksi adalah kesepakatan jual beli untuk bertukar jasa dan/
atau barang dengan uang atau surat berharga lainnya.

7.	 Belanja operasional rutin adalah pembelian barang dan/atau jasa 
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yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan dasar perkumpulan yang bersifat internal.

8.	 Spesimen adalah tandatangan untuk melegalisasi transaksi ber-
dasarkan ketentuan perbankan yang dilakukan oleh pengurus 
berwenang.

BAB II 
TUJUAN

Pasal 2

Pedoman tata cara pembayaran ini bertujuan untuk:
a.	 memberikan acuan dalam pelaksanaan prosedur pembayaran, se-

hingga proses pembayaran dapat dilakukan secara efektif, efisien 
dan akuntabel;

b.	 memberikan jaminan memadai agar setiap permintaan pemba-
yaran dapat dipenuhi tepat pada waktunya;

c.	 memberikan jaminan memadai bahwa setiap pembayaran telah 
mengacu pada anggaran yang telah ditetapkan;

d.	 memberikan jaminan memadai bahwa setiap pembayaran telah 
mendapat otorisasi oleh pengurus yang berwenang sesuai tingkat
annya;

e.	 memastikan adanya pengendalian internal dalam setiap proses 
pembayaran sehingga semua pengeluaran perkumpulan dapat 
dipertanggungjawabkan, baik dari segi kelengkapan administrasi, 
transaksi, metode dan/atau alat pembayaran;

f.	 menyediakan data dan/atau dokumen yang cukup untuk keperlu-
an pencatatan, analisa, pengendalian, pengawasan, dan pelapor
an untuk kepentingan perkumpulan maupun pihak terkait; dan

g.	 mengadakan pencatatan secara benar dan sesuai transaksi pem-
bayaran agar dapat mencerminkan pengeluaran perkumpulan se-
cara wajar berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.
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BAB III 
PIHAK BERWENANG

Pasal 3

Pihak yang terlibat dalam proses pembayaran atau pengeluaran ke
uangan perkumpulan adalah:
a.	 Ketua Umum/Ketua, Ketua Lembaga/Ketua Badan Khusus/Ketua 

panitia; 
b.	 Bendahara Umum/Bendahara/Bendahara panitia;
c.	 bagian keuangan atau staf keuangan; 
d.	 bagian pengadaan; dan/atau
e.	 pihak lain yang terkait.

BAB IV 
KEBIJAKAN PEMBAYARAN

Pasal 4

(1)	 Setiap transaksi dilakukan melalui bank, kecuali pembayaran 
dengan jumlah maksimal tertentu yang bisa dilakukan dengan 
menggunakan kas kecil.

(2)	 Setiap pengajuan untuk pembayaran harus dilengkapi dengan do-
kumen asli (tagihan/bukti pembayaran dan dokumen-dokumen 
pendukung yang memadai).

(3)	 Setiap pembuatan cek/giro diotorisasi oleh minimal 1 (satu) orang 
pengurus berwenang sesuai spesimen bank yang berlaku.

(4)	 Setiap transaksi pengeluaran harus mengacu pada anggaran yang 
telah ditetapkan.

(5)	 Setiap pembayaran harus memperhatikan tanggal jatuh tempo 
yang telah ditentukan.

(6)	 Pengeluaran anggaran dengan jumlah tertentu harus mendapat 
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persetujuan pihak berwenang, yaitu:
a.	 mulai Rp. 1,- (satu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- 

(lima juta rupiah) oleh staf keuangan; dan/atau
b.	 pengeluaran diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh 

Bendahara Umum/Bendahara/Bendahara Panitia.
(7)	 Pengajuan pembayaran yang belum dianggarkan atau melampaui 

anggaran yang telah ditetapkan dapat diproses setelah disetujui 
oleh pengurus berwenang.

(8)	 Setiap tagihan pembayaran dan/atau permintaan pembayaran di-
proses dengan memperhatikan tanggal jatuh tempo atau 3 (tiga) 
hari kerja setelah diterimanya dokumen pengajuan pembayaran 
lengkap dan sesuai.

(9)	 Pembayaran dengan kas kecil hanya diperkenankan untuk 
transaksi operasional rutin yang dengan jumlah maksimal Rp 
3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap transaksi.

(10)	 Bagian keuangan harus melakukan pencatatan dan penyimpanan 
dokumen pembayaran selama jangka waktu tertentu.

(11)	 Perkumpulan membentuk kas kecil dengan jumlah tetap tertentu, 
dan setiap permintaan pengisian kembali kas kecil harus diser-
takan rekapitulasi pertanggungjawabannya dan dokumen pen-
dukung lainnya.

(12)	 Setiap transaksi harus dicatat dalam buku bank atau buku kas. 
(13)	 Setiap transaksi oleh staf keuangan harus dicatat dan dibuatkan 

bukti transaksinya.
(14)	  Hal-hal yang menyangkut persetujuan batasan nilai transaksi tu-

nai maupun non tunai ditetapkan berdasarkan kebutuhan.
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BAB V 
PROSEDUR PEMBAYARAN

Pasal 5

Prosedur pembayaran untuk pengadaan barang dan/atau jasa:
a.	 bagian pengadaan memberi informasi tentang rencana peng

adaan dan kebutuhan barang/jasa kepada bagian keuangan;
b.	 bagian keuangan melakukan pemeriksaan rencana pengadaan 

dan kebutuhan barang/jasa sesuai anggaran yang tersedia;
c.	 bagian keuangan memberi informasi tentang rencana pengadaan 

dan kebutuhan barang/jasa kepada Bendahara/Bendahara pani-
tia untuk mendapatkan persetujuan apabila telah sesuai dengan 
anggaran yang ada;

d.	 bagian pengadaan menyerahkan permintaan pembayaran beserta 
dokumen pendukung ke bagian keuangan atau Bendahara;

e.	 bagian keuangan melakukan verifikasi dokumen tagihan, dan me-
minta persetujuan dari Bendahara Umum/Bendahara atau peng
urus yang berwenang lainnya;

f.	 Bendahara Umum/Bendahara/pengurus berwenang lainnya 
menyetujui atau memberikan otorisasi atas permintaan pemba-
yaran;

g.	 bagian keuangan menyiapkan dokumen pembayaran yang diper-
lukan termasuk formulir setoran bank;

h.	 bagian keuangan meminta tanda tangan cek/giro kepada Benda-
hara Umum/Bendahara dan pengurus berwenang sesuai dengan 
spesimen bank;

i.	 bagian keuangan melakukan pembayaran nilai transaksi tunai 
maupun non tunai melalui bank atau sarana pembayaran lainnya 
dengan bukti penerimaan sesuai standar perkumpulan; dan/atau

j.	 bagian keuangan menyimpan dan mengarsipkan dokumen pem-
bayaran.
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Pasal 6

Prosedur pembayaran untuk belanja operasional rutin:
a.	 pemohon mengajukan permintaan bayar ke bagian keuangan;
b.	 staf keuangan melakukan verifikasi permintaan bayar;
c.	 staf keuangan meneruskan permintaan bayar ke Bendahara/

pengurus berwenang lainnya untuk disetujui;
d.	 Bendahara/pengurus yang berwenang menyetujui permintaan 

pembayaran sesuai dengan transaksi kebutuhan belanja opera-
sional rutin;

e.	 staf keuangan menyiapkan dokumen pembayaran yang diperlu-
kan termasuk formulir setoran bank;

f.	 staf keuangan meminta otorisasi dan tanda tangan Bendahara 
Umum/Bendahara dan pengurus berwenang sesuai spesimen 
bank;

g.	 staf keuangan melakukan pembayaran nilai transaksi tunai mau-
pun non tunai melalui bank atau sarana pembayaran lainnya de
ngan bukti penerimaan yang sesuai standar perkumpulan; dan/
atau

h.	 staf keuangan/Bendahara menyimpan bukti pembayaran sebagai 
arsip perkumpulan.

 

BAB VI 
STANDAR FORMULIR

Pasal 7

Dalam melakukan pembayaran terdapat beberapa standar formulir se-
bagai berikut:
a.	 formulir permintaan bayar;
b.	 bukti pembayaran melalui bank;
c.	 bukti pembayaran tunai;
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d.	 dokumen anggaran untuk pengeluaran terkait;
e.	 buku bank; dan/atau
f.	 buku kas.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1)	 Standar formulir sebagaimana dimaksud Pasal 7 terlampir dan 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perkumpul
an Nahdlatul Ulama ini.

(2)	 Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkum-
pulan Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1)	 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nah
dlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nah-
dlatul Ulama.

(2)	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tang-
gal ditetapkan.

Ditetapkan di	 : Jakarta
Pada tanggal 	 : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M  
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PERATURAN PERKUMPULAN NAHDLATUL ULAMA
NOMOR: 19 TAHUN 2022

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

DAN LAPORAN PERKEMBANGAN PERKUMPULAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini yang dimaksud 
dengan:
1.	 Laporan pertanggungjawaban adalah laporan dalam bentuk do-

kumen tertulis yang dimaksudkan untuk melaporkan realisasi 
pelaksanaan suatu kegiatan yang telah dilakukan oleh suatu unit 
Perkumpulan Nahdlatul Ulama kepada unit lain Nahdlatul Ulama 
yang memiliki tingkatan lebih tinggi atau minimal sederajat.

2.	 Laporan perkembangan adalah bentuk dokumen tertulis yang 
memuat pelaksanaan program/kegiatan yang telah dan sedang 
dilakukan oleh perkumpulan. 

3.	 Muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam Per-
kumpulan Nahdlatul Ulama.

4.	 Konferensi Besar merupakan forum permusyawaratan terting-
gi setelah Muktamar yang dipimpin dan diselenggarakan oleh 
PBNU, yang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan 
Muktamar, mengkaji perkembangan dan memutuskan Peraturan 
Perkumpulan.

5.	 Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh pengurus Lengkap Syuriyah, 
Pengurus Lengkap Tanfidziyah dan Pengurus Harian Lembaga 
PBNU, yang membicarakan perencanaan, penjabaran dan pe
ngendalian operasional keputusan-keputusan Muktamar.

6.	 Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Mustasyar, Pengurus 
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Lengkap Syuriyah, Pengurus Harian Tanfidziyah, Ketua Lembaga 
dan Ketua Badan Otonom, yang membicarakan tentang pelaksa-
naan program.

7.	 PBNU adalah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
8.	 PWNU adalah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama.
9.	 PCNU adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama.
10.	 MWCNU adalah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.
11.	 PRNU adalah Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama.
12.	 PARNU adalah Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama

BAB II
PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM

Pasal 2

(1)	 Pengurus Nahdlatul Ulama di setiap tingkatan membuat laporan 
pertanggungjawaban secara tertulis di akhir masa khidmatnya 
yang kemudian disampaikan dalam permusyawaratan tertinggi 
pada tingkatannya.

(2)	 Pengurus Lembaga dan Badan Otonom menyampaikan laporan 
pelaksanaan program setiap akhir tahun kepada pengurus Nah
dlatul Ulama pada tingkatan masing-masing.

 

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN DAN 

MATERI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 3

(1)	 PBNU menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara me
nyeluruh dalam Muktamar Nahdlatul Ulama.
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(2)	 PBNU menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan se-
cara berkala dalam:
a.	 Konferensi Besar;
b.	 Rapat Kerja Nasional; dan/atau
c.	 Rapat Pleno PBNU.

(3)	 Laporan pertanggungjawaban dan laporan perkembangan per-
kumpulan PBNU memuat:
a.	 capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh 

Muktamar:
b.	 perkembangan kelembagaan Perkumpulan;
c.	 keuangan perkumpulan; dan
d.	 Inventaris dan aset perkumpulan.

Pasal 4

(1)	 PWNU menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara me
nyeluruh dalam Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama.

(2)	 PWNU menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan se-
cara berkala kepada:
a.	 PBNU;
b.	 Musyawarah Kerja Wilayah Nahdlatul Ulama; dan/atau
c.	 Rapat Pleno PWNU.

(3)	 Laporan pertanggungjawaban dan laporan perkembangan per-
kumpulan oleh PWNU memuat:
a.	 capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh 

Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama;
b.	 perkembangan kelembagaan perkumpulan;
c.	 keuangan perkumpulan; dan
d.	 inventaris dan aset perkumpulan.
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Pasal 5

(1)	 PCNU menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara me
nyeluruh dalam Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama.

(2)	 PCNU menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan se-
cara berkala kepada:
a.	 PBNU;
b.	 PWNU;
c.	 Musyawarah Kerja Cabang Nahdlatul Ulama; dan/atau
d.	 Rapat Pleno PCNU.

(3)	 Laporan pertanggungjawaban dan laporan perkembangan per-
kumpulan oleh PCNU memuat:
a.	 capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh 

Konferensi Cabang Nahdlatul Ulama;
b.	 perkembangan kelembagaan perkumpulan;
c.	 keuangan perkumpulan; dan
d.	 inventaris dan aset perkumpulan.

Pasal 6

(1)	 MWCNU menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara 
menyeluruh dalam Konferensi MWC Nahdlatul Ulama.

(2)	 MWCNU menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan 
secara berkala kepada:
a.	 PWNU;
b.	 PCNU;
c.	 Musyawarah Kerja Wakil Cabang Nahdlatul Ulama; dan/atau
d.	 Rapat Pleno MWCNU.

(3)	 Laporan pertanggungjawaban dan laporan perkembangan per-
kumpulan oleh MWCNU memuat:
a.	 capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh 

Konferensi Wakil Cabang Nahdlatul Ulama;
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b.	 perkembangan kelembagaan perkumpulan;
c.	 keuangan perkumpulan; dan
d.	 inventaris dan aset perkumpulan.

Pasal 7

(1)	 PRNU menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara me
nyeluruh dalam Musyawarah Ranting Nahdlatul Ulama.

(2)	 PRNU menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan se-
cara berkala kepada;
a.	 PCNU;
b.	 MWCNU; dan/atau
c.	 Musyawarah Kerja Ranting Nahdlatul Ulama.

(3)	 Laporan pertanggungjawaban dan laporan perkembangan per-
kumpulan oleh PRNU memuat:
a.	 capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh 

Musyawarah Ranting Nahdlatul Ulama;
b.	 perkembangan kelembagaan perkumpulan;
c.	 keuangan perkumpulan; dan
d.	 inventaris dan aset perkumpulan.

Pasal 8

(1)	 PARNU menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara 
menyeluruh dalam Musyawarah Anak Ranting Nahdlatul Ulama.

(2)	 PARNU menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan se-
cara berkala kepada:
a.	 MWCNU;
b.	 PRNU; dan/atau
c.	 Musyawarah Kerja Anggota.

(3)	 Laporan pertanggungjawaban dan laporan perkembangan per-
kumpulan PARNU memuat:
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a.	 capaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh 
Musyawarah Anak Ranting Nahdlatul Ulama;

b.	 perkembangan kelembagaan perkumpulan;
c.	 keuangan perkumpulan; dan 
d.	 inventaris dan aset perkumpulan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Perkumpulan 
Nahdlatul Ulama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1)	 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perkumpulan Nah
dlatul Ulama ini akan diatur kemudian oleh Pengurus Besar Nah-
dlatul Ulama.

(2)	 Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama ini berlaku sejak tang-
gal ditetapkan.

Ditetapkan di	 : Jakarta
Pada tanggal 	 : 20 Syawal 1443 H/21 Mei 2022 M  
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